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ABSTRAK

Nama : Desia Megawati, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Peangn

Lelang Barang Rampasan Pada Polresta Kabupaten
Bekasi (Studi Kasus Khusus Untuk Barang Rampasan
Kendaraan Motor Roda Dua .

Didalam pelaksanaan lelang barang rampasan oletboK&elayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, biasanya baraagpasan seperti
kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan bukpekalikan yang sah, tetapi
para peserta lelang sudah harus mengetahui balamagoampasan tersebut tidak
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau dengam kain KPKNL melakukan
lelang dengan barang apa adaniari hal tersebut, timbullah permasalahan
terhadap lelang barang rampasan yang tidak dilgmgkangan surat-surat atau
bukti kepemilikan yang sah dan upaya apa yang ukiak untuk mengatasi hal
tersebut. Sehingga perlindungan hukum terhadap memgelelang atas barang
rampasan tersebut memang benar-benar dilindungi @tgn untuk pemenang
lelang.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa eksek¥®jaksaan yang
mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatingdesmuan dan sitaan sebagai
barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuag gadah diumumkan tetapi
tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang raarp&legara. Barang sitaan
sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapajadiebarang rampasan
Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh rhakintuk dapat merampas
suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaaterBukum yang diperoleh
dengan kejahatan atau dengan yang sengaja dipaikdi melakukan kejahatan.
Bentuk hambatan yang sering terjadi yaitu apabdinly barang rampasan
tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atakti bkepemilikan seperti
STNK/BPKB, maka bagaimana perlindungan hukum teapgoemenang lelang,
karena ditakutkan akan sulit untuk terjadinya psdsa&lik nama kepada pemenang
lelang. Setelah melakukan wawancara kepada pihakNKPdan juga pihak
Kepolisian, khususnya samsat yang melakukan unaridgftaran kepemilikan
terhadap kendaraan bermotor dalam hal ini, bahwaepang lelang dapat
melakukan balik nama atau registrasi kepemilikanrdengan memenuhi
ketentuan syarat-syarat untuk pendaftaran kenddraanotor, sehingga adanya
perlindungan hukum terhadap pemenang lelang baramgpasan. Disarankan
dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang sudaipunyai kekuatan
hukum tetap, agar pemenang lelang tidak mengulur-ulaktu untuk segera
memproses pendaftaran kendaraan bermotor tersidt, keamanan pemenang
lelang, dan dari pihak KPKNL agar lebih cepat mémgdan Risalah Lelang,
karena demi perlindungan hukum bagi pemenang lelang

Kata Kunci : Lelang, Barang Rampasan
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ABSTRACT

Name : Desia Megawati, SH
Study Program : Master of Notary
Title : Analysis of Legal Protection Against Gooflsction

Winner Spoils At Bekasi Police (Special Caseli#gsi
To Goods Spoils Two Wheel Motor Vehicles.

In the auction of goods confiscated by the OffiéeState Assets and Auction
Service (KPKNL) Bekasi, usually spoils such as methicle not equipped with
a valid proof of ownership, but the tender partifs should already know that
the booty is not equipped with proof of ownershigg word Other auction items
KPKNL doing what it is. From this, there arises fireblem of the auction booty
that is not equipped with the letters or proof wihership is valid and what efforts
are made to overcome it.Thus the legal protectigairst the winner of the
auction on the booty really protected or safe ftwe twinning bidder.
From the research results can be seen that thenAftovhich resulted in the
execution of an auction is a product derived frév findings and confiscated as
evidence in criminal cases.Finding items that Haeen announced but there is no
owner then it will be State booty. Goods confisda#s evidence in a criminal
case can be booty State, if there are elementatbhatatisfied by the judge to be
able to seize the goods, ie goods seized belonfye tomate obtained by crime or
by a deliberately used to commit crimes. Form aistance that often occurs is
when the auction booty is not equipped with theetstor proof of ownership such
as vehicle registration / reg, then how legal mtoe against the winner of the
auction, because it feared it would be difficult tbe process behind the name to
the winning bidder. After conducting an interview the KPKNL and also the
police, especially the Units which make for regiibn of ownership of a motor
vehicle in this case, that the winning bidder carbéhind the name or ownership
in compliance with registration requirements fortarozehicle registration, so that
the legal protection against the winner of the iaactooty.Suggested in the
auction booty who already have permanent legakfaso that the winning bidder
iIs not stalling for time to immediately process ttegjistration of that motor
vehicle, for the safety of the winning bidder, ath@& parties in order to more
quickly issue KPKNL Proceedings Auction, because floe sake of legal
protection for winner of the auction.

Keywords: Auctions, Goods Spoils
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 L atar Belakang Masalah
Lelang merupakan sarana perekonomian yang kebenagkadelah sejak

lama berkembang di masyarakat. Hal ini dapat dildelam Literatur Yunani

yang menyebutkan bahwa lelang telah lama dikenahdaejarah manusia, yaitu
sejak 450 tahun sebelum Masehi. Pada saat itwlglanjlelang untuk hasil-hasil
karya seni, tembakau dan kuda. Namun demikian daenkembangannya,
pelaksanaan lelang tidak lagi terbatas pada jearanly yang disebut diatas,
karena penjualan harta jarahan perang, termasuk lpatak dijaman Romawi,
juga dilakukan secara lelang. Dalam perkembangkamjsénya lelang juga telah
lama dikenal oleh beberapa negara maju yaitu Isg&elanda, Australia, Swiss
dan Amerika Serikat sebagai suatu alternatif mdaju barang yang
menguntungkan, efisien dan efektif .

Penjualan suatu barang yang dilakukan selama mida cara, yaitu :
pertama, penjualan konvensional atau non lelangy yaana biasa dilakukan
pada masyarakat. Kedua, melalui penjualan seckaglesang dilakukan bersifat
terbuka dan lisan yang mana di negara maju damdikingan istilalauction.

Sejak tahun 1908 yaitu dengan berlakuMgadu Reglement (Peraturan
Lelang, Stb.1908 No0.189) dawendu Instructie (Instruksi Lelang, Stb.1908
N0.190), maka secara resmi Indonesia telah mengmrgualan secara lelang.
Perkembangan lelang selanjutnya di Indonesia behanunjukkan hasil yang
maksimal, padahal Indonesia adalah salah satu aegang telah lama
meresmikan penggunaan lelang baik pada penjuatandgpawasta maupun pada
pencairan inventaris negara dan barang sitaan daleses peradilan. Akan tetapi

pelaksanaan lelang di Indonesia masih sangat rerdkain relatif tidak

! Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Edisi Kedua, Penerbit PT. Eresco Bandung,
Bandung, 1987, him.54
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berkembang. jika melihat hasil pelaksanaan lelangandliingkan dengan

perkembangan perekonomian nasional pada umunyaa masil lelang relatif

statis.

Prospek perkembangan lelang di Indonesia pada rmdepan sangat
terbuka lebar. Berbagai indikasi yang positif teldqa perkembangan lelang di
Indonesia dapat diliat dari beberapa kondisi yamngadi selama ini, sebagaimana
yang dijelaskan oleh Sutardjo, yaitu diantarahya:

a) Tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang njaegu kegiatan
penyelenggaraan lelang, seperti jaringan telekokashi yang memadai,
jaringan perbankan yang luas dan lain sebagairkgm mempermudah akses
lelang swasta untuk mewujudkan lelang yang profedjo

b) Di Indonesia, tersedia berbagai barang dan berbbmagaam industri barang
dan jasa yang dapat memanfaatkan sistem lelangaBahdustri perbankan
juga sangat memerlukan bantuan lelang, terlebileladet merebak dan
meningkatnya kasus kredit bermasalabh;

c) Stabilitas politik dan perkembangan laju perekormymyang mantap juga
akan menjamin kelangsungan pertumbuhan lelangdbniesia. Sifat lelang
yang cocok untuk menjual berbagai jenis barangdeuk barang seni yang
banyak bersedia di Indonesia, daya beli masyarng@y semakin meningkat
sangat menguntungkan bagi perkembangan lelang;

d) Dalam kaitannya dengan perkembangan peraturan geemgan di bidang
ekonomi nampaknya cukup kondusif dan memungkinkgadinya perluasan
kegiatan di bidang lelang, terbukti antara lainadalUndang-Undang Hak
Tanggungan memilih cara lelang sukarela sebagai gainsip dalam
penjualan aset debiturnya. Apabila konsep lelarkgrala benar-benar dapat
diterapkan dengan baik, bukan tidak mungkin akaringankan penanganan

kredit macet yang jumlahnya makin besar itu;

2EX. Sutardjo, Penjualan Secara Lelang : Perjalanannya Saat Ini, Tantangan dan Prospeknya ke
Depan (Kumpulan beberapa Paper oleh Sutardjo) (Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007), Bab Reformasi
Undang-Undang Lelang di Indonesia, hal.15
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e) Sejalan dengan akan diterapkan perdagangan bebadgaodiesia, baik dalam
taraf regional Asean Free Trade Area) maupun InternasioaWorld Trade
Organization), di masa yang akan datang usaha jasa dibidaagglédiranya
akan semakin berkembang. Pada saat itu akan sentattinka haknya
pengusaha asing untuk membuka perwakilannya diraggaian investasi di
berbagai bidang usaha termasuk bidang lelang. Detgaikian di dalam era
globalisasi, akan terbuka perdagangan antar negang semakin bebas.
Peranan lelang dalam perekonomian Indonesia akaakse meningkat.

f) Political Will pemerintah untuk mendorong berdirinya Balai Lel&rgnya
tidak diragukan lagi dan dapat menjadi indikasispek yang baik dari bisnis
ini;

g) Keberadaan Balai Lelang melalui kebjaksanaan d&sigkiranya merupakan
faktor pendukung pengembangan lelang di Indonesiaengan
penyelenggaraan lelang yang profesional, Balai igeldapat memberikan
bukti bahwa sistem lelang benar-benar merupakanmamjualan barang yang
aman, transparan. Dengan demikian diharapkan Balang juga dapat turut
serta mendidik masyarakat untuk mencintai lelang.

Penjualan melalui lelang merupakan sarana yangtieigktuk menjual
barang yang salah satu diantaranya yaitu baramgasan. Hal ini disebabkan
oleh karena penjualan barang melalui lelang diamggeempunyai beberapa
kelebihan lelang mengadung berbagai hal yang posiitu:

a) adil, karena lelang bersifat terbuka atau trangpalan obyektif, sehingga
dalam pelaksanaannya asbgial control;

b) aman, karena lelang disaksikan, dipimpin, dan difmksanakan oleh Pejabat
Lelang selaku pejabat umum yang profesional daspadden serta diangkat
oleh pemerintah;

c) cepat, karena lelang selalu didahului dengan peoguan lelang sehingga
peserta atau calon pembeli lelang dapat berkumgadd gatu hari yang telah
ditentukan dan transaksi pembayaran dapat langtnagadi dengan yang
umumnya dilakukan secarai tunai;

® Ibid., him.18

UNIVERSITASINDONESIA
Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



d) mewujudkan harga yang wajar, karena sistem penawelang yang bersifat
kompetitif dan transparan. Dalam hal ini kepentmga&milik barang/penjual
terlindungi karena yang menentukan harga limit/aaminimal adalah
pemohon lelang/pemilik barang. Para peminat begsamengajukan
penawaran barang yang semakin meningkat, sehinggemangnya adalah
penawar dengan penawaran yang tinggi;

e) kepastian hukum, karena atas pelaksanaan lelasgptéroleh pejabat lelang
dibuat akta otentik yang disebut Risalah Lelangada® Risalah Lelang pihak
pembeli dapat mempertahankan haknya, dapat digonakak balik nama.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006atan Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, membedakan lelang menjadidiia,Lelang Eksekusi dan
Lelang Non Eksekusi.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakanspo/penetapan
pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang seswaigath peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan derga dalam rangka
membantu penegakan hukum, diantaranya adalah Ldétiegkusi Kejaksadn
Sedangkan Lelang Non Eksekusi dibedakan atas lelangeksekusi wajib, yaitu
lelang yang melaksanakan penjualan barang milikarsédaerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200tangnperbendaharaan
Negara atau barang Milik Badan Usaha Milik Negas®iah (BUMN/D) yang
oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan urdyial secara lelang
termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangatama. Lelang Non Eksekusi
Sukarela adalah lelang untuk melaksanakanpenjuzdaang milik perorangan,
kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilet@ogra sukarela oleh

pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

4 Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangamadd 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

® Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangamdd 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

UNIVERSITASINDONESIA
Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



Dalam lelang harus dipenuhi 5 unsur, y&itu:

a) Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang;

b) Penentuan harga bersifat kompetitif karena caraywaran harga yang khusus
yaitu dengan cara penawarn harga secara lisan nlerajle-naik atau secara
turun—turun dan atau secara tertutup dan tertaligoad memberi prioritas
kepada pihak manapun untuk membeli.

c) Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecughakia para calon peminat
lelang dengan penawaran tertinggi yang telah medarhprga limit dapat
ditunjuk sebagai pemenang/pembeli.

d) Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalahjupéan yang bersifat
transparan.

e) Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertehingg@ bersifat cepat,
efisien dan efektif.Jadi lelang adalah penjualamgy@iatur dengan perundang-
undangan yang bersifat khusus yafendu Reglement Stb. 1908. Peraturan
peninggalan Belanda tersebut sampai saat ini niagilaku secara nasional
dan berbagai penyesuaian seperlunya dan dilaksandeagan Vendu
Instructie Stb 1908 dan Peraturan Pemerintah tentang penamget lelang
Stb. 1949 Nomor 390. Karena itu lelang adalah sgata penjualan barang
yang diatur dengan peraturan perundang-undangam lyamsifat khususléx
specialist).

Dalam lelang, keempat unsur dalam perjanjian juei terpenuhi, ada
penjual lelang, ada pembeli lelang, ada barang yaemgadi objek lelang, dan ada
harga yang terbentuk dalam penawaran terakhir yhnmjuk pejabat lelang.
Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual bekkanketentuan jual beli
sebagaimana diatur oleh KUHPerdata juga berlakandd¢lang, Lelang tunduk
pada ketentuan umum dari KUHPerdata buku Il Bdhrl 1, sehingga atas suatu
pelaksanaan lelang berlaku asas-asas perjanjiag giatur oleh KUHPerdata.
Dalam Pasal 1339 KUHPerdata disebutkan, "persetujidak hanya untuk
mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan atitafa, tetapi juga untuk

® Ibid., him.20
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segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian dsélikaruoleh kepatutan, kebiasaan
dan undang-undang”.

Lelang sebagai sarana penjualan barang yang khussjak semula
dimaksudkan sebagai pelayanan umum. Artinya siapaapat memanfaatkan
pelayanan jasa Unit Lelang Negara untuk menjuakrizpisecara lelang. Namun
demikian, lelang sebenarnya mempunyai fungsi pdeatfungsi publik.

Fungsi privat lelang terletak pada hakekat lelaflghat dari tinjauan
perdagangan, karena lelang merupakan institusir pgagag mempertemukan
penjual dan pembeli. Lelang dapat dikatakan bedusgbagai sarana transaksi
jual beli barang yang dapat memperlancar arus liatas perdagangan barang.
Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayapanjualan barang kepada
masyarakat / pengusaha yang menginginkan barargjigfang maupun kepada
peserta lelang.

Fungsi publik lelang yang pertama berkaitan dengatiudukan lelang
dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Lelang selsagana penjualan barang
diperlukan guna melengkapi sistem hukum yang teiahat terlebih dahulu (BW,
HIR dan Rbg). Selain itu, untuk mendukulayv enforcement dibidang hukum
perdata, hukum pidana, hukum perpajakan dan hukirmya. Penjualan barang
secara lelang dirasakan sebagai alternatif yangt tkarena yang diperlukan
adalah suatu sistem penjualan yang selain harugungmgkan pihak penjual,
juga harus memenuhi rasa keadilan, keamanan, kacedan diharapkan dapat
mewujudkan harga wajar serta menjamin adanya kiepasikum.

Dalam hal lelang atas barang rampasan yang dibéiti Peneliti termasuk
dalam memenuhi fungsi publik, karena dalam hal perlindungan hukum
terhadap pemenang lelang atas barang rampasaaritsi imemenuhi rasa keadilan
dan yang terpenting adalah keamanan. Keamanampeagnang lelang dalam hal
barang yang dibelinya seperti conoth kendaraan diemn dapat dipastikan
pemenang lelang dapat melakukan balik nama atatakasn bermotor tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMKRO60 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang , dinyatakan lelanalageenjualan barang terbuka
untuk umum dengan penawaran harga secara terauiatdu lisan yang semakin

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tejtiyang didahului dengan
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pengumuman lelang (pasal 1 angka 1). Ketentuaménmnbatasi pengertian lelang
itu hanya pada penjualan dimuka umum saja tidakasuk lelang tender atau
lelang pemborongan pekerjaan.

Dalam hal ini peneliti memilih Polres Bekasi sebagahan untuk
melakukan penelitian, khususnya dalam lelang banampasan dari Polres
Bekasi. Tahun 1997 berdasarkan Keputusan KapolriPidb Kep/06/VII/1997
tangal 10 Juli 1997 jumlah Polsek di Polres Bekastambah lagi menjadi 22.
Setelah terjadi pemekaran wilayah Polres Bekadiatgr dua, antara Polres
Kabupaten Bekasi dan Polresta Bekasi Kota.

Kota Bekasi saat ini termasuk ke dalam kota yarrgdreludukan cukup
padat. Jumlah penduduk Kota Bekasi hingga bulamuaebtahun 2011 mencapai
2,3 juta jiwa. Itu artinya jumlah penduduk meningkaenjadi 3,8 persen
dibandingkan pada tahun 2010 lalu yang mencapgugaljiwa. Peningkatan ini
terjadi karena selain tingginya angka kelahirarajdgsebabkan faktor urbanisasi
penduduk dari luar Kota Bekasi. Dalam melaksanakaifitasnya sebagian besar
penduduknya menggunakan kendaraan bermotor rodandoaun demikian tidak
diimbangi dengan fasilitas untuk pemakaian kenaaksmamotor roda dua, seperti
tempat parkir untuk kendaraan bermotor roda duagy&orang sehingga
banyaknya motor yang parkir tidak pada tempatnya mi@mungkinkan untuk
terjadinya pencurian motor karena kurang terpary@uwteari security, di bank-
bank, di pusat perbelanjaan dan tentunya sehinggayebabkan keamanan
kendaran bermotor kurang terjamin. Hal ini dibuitikdengan salah satu gejala
yang semakin meningkat, yaitu tingginya kriminait@encurian kendaraan
bermotor khususnya kendaraan bermotor roda duaoth Rekasi. Berdasarkan
data per bulan Januari sampai dengan Desember Z@itiipalitas terhadap
kendaraan bermotor roda dua sebanyak 68 kasus.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Pasal 1 ayat (1)UPanaKepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tujpanggunaan kekuatan

dalam tindakan kepolisian adalah:

a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakakupkejahatan atau
tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakindakan yang
bertentangan dengan hukum;
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b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka kseladiri atau melakukan
tindakan yang membahayakan anggota Polri atau medsya

c. melindungi diri atau masyarakat dari ancamarbysan atau perbuatan
pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat merkarbulka parah atau
mematikan; atau

d. melindungi kehormatan kesusilaan atau hartaddediri sendiri atau
masyarakat dari serangan yang melawan hak danfaengancam jiwa
manusia.

Upaya menciptakan keamanan dan menekan angka kiitam telah
diupayakan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini résth Kota Bekasi,
sebagaimana yang diberitakan oleh Majalah Mitrd 128): Upaya meningkatkan
keamanan di Kota Bekasi jajaran Polresta Kota Beka&nyadari, harus ada
kebersamaan antara kepolisian dengan masyarakak uménciptakan situasi
kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kandusif. Kerjasama itu
dimulai dari tingkat RT, RW, hingga Gubernur dafokgpok masyarakat lainnya.
Ditambahkan Kasat Binmas (Pembinaaan Masyarakatgins melaksanakan
kegiatan pencitraan Polri terhadap masyarakat,eBtalr Kota Bekasi kerap
menggelar kegiatan operasi khusus, seperti OpBeatsr Jaya Operasi Kilat Jaya,
Operasi Brantas Jaya, Operasi Dian Jayang melibatkan semua kesatuan
dengan melakukan operasi khusus yang dilakukareftalikKota Bekasi tersebut
sesuai arahan dan surat perintah yang dikeluariedin apolda Metro Jaya untuk
dapat mengantisipasi atau menanggulangi setiap ube@UANTIBMAS
(gangguan ketertiban masyarakat), Operasi Berdatasbut diatas mempunyai
sasaran kejahatan jalanan, kejahatan keamanan d\Neggerti (pencopetan,
penodongan, kejahatan dalam kendaraan angkutapatarresidivis kambuhan,
Kejahatan Curanmor) dengan tujuan agar memberileiingungan, keamanan
bagi seluruh masyarakat dalam berbagai aktifitata s@engurangi kecemasan
warga masyarakat atas harta benda maupun jiwasetgg warga masyarakat.

"Dengan adanya operasi-operasi tersebut, diharapdanya peningkatan

’ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Agung Pribadi Soegito, SH, selaku Penyidik Pembantu
Unit Reserse Ranmor Polresta Bekasi Kota, tanggal 12 Desember 2011, di Bekasi.
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kesadaran hukum masyarakat dan meningkatnya dukun{gpedulian untuk
memberikan informasi terhadap Polri,” ungkap KaBatmas. Selain itu juga
diharapkan meningkatnya keberanian masyarakat umbekaporkan adanya
tindak pidana dan masyarakat mau menjadi saksi.

Peran yang maksimal dari pihak Kepolisian PolresakBekasi dalam
mengungkap berbagai kejahatan, khusus kejahatanuip@m kendaraan bermotor
roda dua dan roda empat perlu ditingkatkan, disaghgewaspadaan pengguna
kendaraan bermotor roda dua tersebut. Berbagaiaupdnak Kepolisian Polres
Kota Bekasi telah dilakukan, yaitu salah satu @eartya berupa operasi rutin
terhadap kelengkapan surat dari kendaraan bermrottst dua. Berdasarkan
operasi rutin tersebut ternyata membawa hasil yamgup menggembirakan
dengan ditilangnya beberapa kendaraan bermotor dadayang tidak memiliki
kelengkapan dokumen kepemilikan yang merupakan kafhatan pencurian
kendaraan bermotor (CURANMOR), sehingga CURANMORsdbut dapat
ditekan melalui hasil operasi tersebut. Hal inaltedilakukan Polres Kota Bekasi
pada operasi rutin dengan nama”’Operasi Gaktib”€Bakan Ketertiban).

Kendaraan bermotor roda dua yang merupakan hgath&@an dan disita
oleh pihak kepolisian Polres Kota Bekasi, menjadiabg bukti. Atas barang
sitaan tersebut ada yang tidak dilaporkan oleh ljgerkendaraan pada saat
kejadian pencurian atau tidak diketahui identitas @emilik yang sah yang harus
dibuktikan berdasarkan atas kepemilikan surat-sikamndaraan yang sah.
Selanjutnya apabila dalam jangka waktu tertentud&eaan bermotor roda dua
tersebut tidak diambil dan diurus oleh pemilikngggka pihak Kepolisian Polres
Kota Bekasi menyatakan sebagai barang sitaan yapeay di ajukan kepengadilan
untuk mendapatkan kepastian hukum atas barandgteysgpakah dikembalikan
kepada pemiliknya atau menjadi barang rampasan rae§&telah adanya
kepastian hukum dari Pengadilan Negeri setempatantatang sitaan atau
rampasan tersebut selanjutnya akan dilelang dadikign sebagai pemasukan kas
Negara, dengan melibatkan pihak Kantor Pelayan&ayéan Negara dan Lelang
(KPKNL) Bekasi.

Berdasarkan data penelitian, kebanyakan kendaraanobor yang disita
oleh pihak Polresta Bekasi Kota dari tindak pidaatau kejahatan seperti
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pencurian, penipuan dan penggelapan. Terhadap tkeemdaermotor yang disita
oleh Polresta Bekasi Kota, apabila kendaraan bemietsebut ada pemiliknya
yang sah dengan dibuktikan bukti kepemilikannyakanakan dikembalikan
kepada pemiliknya. Akan tetapi apabila tidak dikeiasiapa pemiliknya atau
tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan, sebelyempihak Kepolisian akan
menyerahkan ke Satuan Titipan Barang Bukti (SAT TAHyang berada di
Polres setempat, dan apabila sudah dapat dipasiddama memang barang sitaan
tersebut tidak ada pemiliknya, maka akan diseralkaiiKejaksaan agar dapat
diserahkan lagi ke Pengadilan Negeri, sampai déifzgiukannya lelang.

Aparat kepolisian setiap melakukan pengungkapanuskagsencurian
kendaraan bermotor kadang mengalami kendala, sdy@@ryaknya masyarakat
yang pada saat kehilangan kendaraannya tersebktrtidlaporkannya, atau saat
pelaku tertangkap dan pihak Kepolisian melakukanyjoikan kepada barang
bukti kendaraan bermotor tersebut dengan melakydeargecekan identifikasi
tentang asal usul kendaraan kepada si pemilik,n,sada yang pindah alamat atau
tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan yang s&éds adentitas kendaraan
tersebut. Dengan banyaknya pengungkapan dari fibpdlisian terhadap kasus
pencurian kendaraan bermotor, maka kerugian yaalardi masyarakat dapat
dikurangi dimana banyak kendaraan bermotor yarghteikembalikan kepada
masyarakat. Setelah dilakukan penyitaan oleh pkegolisian dan saat berkas
dinyatakan P21, pihak kepolisian berkoordinasi déengksa untuk selanjutnya
mengirim tersangka kepada kejaksaan untuk diajub@muntutan. Kejaksaan
mengumumkan pemberitahuan kepada masyarakat dalamm kvaktu 3 (tiga)
bulan apakah kendaraan tersebut ada pemiliknyaaplaiila dipastikan tidak ada
yang melaporkan atas kepemilikan kendaraan tersebaka pihak kejaksaan
mengajukan kepada Pengadilan Negeri agar dapat tuskan bahwa barang
tersebut menjadi barang rampasan, sehingga dalbmi lzkan dilakukan lelang
atas barang rampasan tersebut ke KPKLN, agar degatra diselenggarakannya
lelang, maka disini peneliti mencoba meneliti tegtaperlidungan bagi si
pemenang lelang terhadap barang rampasan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelithcalim meneliti

bagaimanaanalisa perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang
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rampasan pada Polresta Kabupaten Bekas (studi kasus khusus untuk
barang rampasan kendaraan motor roda dua), mengingat tidak lengkapnya
dokumen yang dimiliki barang rampasan tersebutnggfai menjadi hal yang

cukup menarik untuk diteliti.

1.2 Pokok Permasalahan
Sebagaimana latar belakang masalah yang telahildiordan dijelaskan

pada bagian tersebut diatas maka dapat dirumuskéerdpa permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenanggletdas barang
rampasan?

2. Bagaimanakah proses pendaftaran administrasi atatakaan bermotor roda
dua setelah dilakukannya lelang atas barang rampasa

1.3 Metode Pendlitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitianalitatif deskriptif.
penelitian deskriptif berusaha menggambarkan usgajala sosidl Dengan
kata lain penelitian ini bertujuan untuk mengdarkan sifat sesuatu yang
tengah berlangsung pada saat studi. Metodelitdtifa ini memberikan
informasi yang mutakhir sehingga bermanfaatgi bgperkembangan ilmu
pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkaa berbagai masafah
Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan paddi #asus yang merupakan
penelitian yang rinci mengenai suatu obyektetdu selama kurun waktu
tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.i $asus ialah suatu
pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankamutkaut (wholeness) dari
obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangkudi kasus dipelajari
sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, dnamtujuannya adalah untuk
memperkembangkan pengetahuan yang mendalam nangeibyek yang

& Maman Abdurahman. 2002, Metode Penelitian, Penerbit Pusataka Bangsa Press, Jakarta, him. 3

® Husein Umar. 1999, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Bandung, him. 81
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bersangkutan yang berarti bahwa studi kasusstdisifatkan sebagai penelitian

yang eksploratif dan deskripff

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dengan studi kasus, maka penelitian akbatasi oleh ruang

lingkup sebagai berikut:

a) Waktu, penelitian ini direncanakan dilakukan padaab April s/d
Agustus 2011. Masalah yang diteliti adalah ipddngan hukum
terhadap pemenang lelang barang rampasan Polreo Meatbupaten
Bekasi;

b) Lokasi dibatasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaagakie dan Lelang

Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaterag8iek

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yangmidian adalah:

a) Data Primer merupakan data yang didapat dari sumb@man pertama
yaitu individu atau perseorangan seperti hasiawancara yang
dilakukan oleh peneliti. Ini diperoleh melaluvawancara dengan
Penyidik Reserse Polresta Bekasi Kota yang digngtghu mengenai
masalah dalam penelitian. Data primer ini berugararain:

- catatan hasil wawancara

- hasil observasi ke lapangan secara langsungmdddentuk catatan
tentang situasi dan kejadian.

- data-data mengenai informan

b) Data Sekunder merupakan data primer yang sdidédh lebih lanjut
dan disajikan oleh pihak pengumpul data primiu @ihak lain misalnya
dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagrddata ini digunakan
untuk mendukung infomasi primer yang diperoleh bd#«i dokumen,

1% jacob Vredenbregt,, 1987, Pengantar Metodologi Untuk limu-llmu Empiris, PT. Gramedia,
Jakarta, him. 38
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maupun dari observasi langsung ke lapangan. Ddtander tersebut

antara lain berupa:

- Vendu Reglement Stb. 1908

- Vendu Instructie Stb 1908

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/ 2010 tarem
Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Linten
Angkutan Jalan;

- Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1992 tetang Keadadan
Pengemudi;

- Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang y#&tatan
Pendaftaran Kendaraan Bermotor;

Secara keseluruhan, data yang diperlukan dalanif@méni meliputi:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenangtela

2. Proses awal sampai akhir dilakukannya lelang ateanlg rampasan;

3. Proses pendaftaran setelah dilakukannya lelangatasg rampasan.

c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini  digunakan teknik pengumpulanatad

pengamatan/observasi dan wawancara mendalaepih-ihterviews'.

Kedua metode/teknik tersebut dijelaskan sebagdiuier

1. Pengamatan/Observasi
Yang dimaksud adalah pengamatan yang sigtertetitang
kejadian proses lelang yang dipilih untuk ditelit

2. Wawancara mendalam (in-depth interviews)
Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan datag y

didasarkan pada percakapan secara intensif dengatu gujuan

1 Alwasilah, A.Chaedar, 2002, Pokoknya Kualitatif, Pustaka Jaya, Jakarta, Him. 154-156
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tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbadormasi
menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitig®awancara
dilakukan kepada responden yang dianggap menguasaialah
penelitian.

d) Informan

Dalam penelitian ini, ada beberapa pertimbangauk menentukan

informan sebagai sumber informasi. Dalam meanem informan

pertimbangannya adalah:

1. Keakuratan dan validitas informasi yang diperoérdasarkan hal ini
maka jumlah informan sangat tergantung pada hasil) ylikehendaki.
Bila mereka yang menjadi informan adalah oraragzgryang benar-
benar menguasi masalah yang diteliti, maka infsintarsebut

dijadikan bahan analisis.

2. Jumlah informan sangat bergantung pada pencapgisantpenelitian,
artinya bila masalah-masalah dalam penelitiangydiajukan sudah
terjawab dari 5 informan, maka jumlah tersebut @ugumlah yang
tepat.

3. Peneliti diberi kewenangan dalam menentukan asigaja yang
menjadi informan, tidak terpengaruh jabatan gsesegp Bisa saja
peneliti membuang informan yang dianggap tidakkaya

Seluruh Anggota Reserse Polresta Kota Bekasi b&jud?8 orang. Dari

jumlah itu, diambil 5 (lima) orang sebagai informdrantaranya yang

bertugas sebagai Penyidik Kejahatan pencurian keadabermotor,
karena dianggap menguasai permasalahan yardpnge diteliti.

Informasi dari 5 informan tersebut danggaplasudapat menjawab

segala hal yang Dberkaitan dengan masalah dalg@nelitian.

Selanjutnya pengumpulan informasi dilakukan dengéensif sehingga

mendapatkan informasi yang valid. Kelima orangsdbut merupakan

orang-orang yang sangat memahami dalam bagamaging-masing.

Mereka adalah sebagai berikut:
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NO. NAMA JABATAN
1. Djumitra Suherlan, SH KANIT [l UNIT RANMOR
2. Ismail Fachri Penyidik
3. Agung PS, SH Penyidik
4, Danang, SH Penyidik
5. Darmawan Penyidik

Tabel Informan Penelitian

e) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilekn dengan langkah-

langkah sebagai berikuf

1. Pengumpulan informasi, melalui wawancara, kmer maupun
observasi langsung.

2. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informa&sana yang
sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan. (Miles Haberman, 1992:
18) Kuisioner yang diajukan kepada informan dernaata sebagai
bahan kajian yang mendasar untuk membuat ledamn.
Bagaimanapun pendapat banyak orang merupakan pahting
meskipun tidak dijamin validitasnya. Semakin ka@nynformasi,
maka diharapkan akan menghasilkan data yang sedsdring dengan

ketat dan lebih akurat.

2 Miles dan Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia, HIm.18
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D. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas, menkamamasalah yang
terbagi ke dalam tiga bab. Maksud dari pembagisais iai ke dalam bab — bab
untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalajadebaik dan jelas.

BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokokmaealahan,

metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB Il . ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENANG LELANG BARANG RAMPASAN POLRESTA
KABUPATEN BEKASI (Studi Kasus Khusus untuk Barang
Rampasan Kendaraan Motor Roda dua)

Bab ini berisikan uraian mengenai beberapa tednakp— pihak
dan peraturan — peraturan yang berkaitan dengaskgaiaan
lelang barang rampasan kendaraan bermotor rodalidRalresta
Kabupaten Bekasi, uraian mengenai Kepolisian réjpuidionesia,
dari tujuan kepolisian sampai dengan fungsi, tum@s wewenang
kepolisian, juga perlindungan hukum terhadap pemgrialang
atas barang rampasan dengan pihak-pihak yang bangen
melakukan lelang atas barang rampasan sampai dgngaes
administrasi pendaftaran kembali kendaraan bermsetelah
dilakukan lelang. Bab ini juga berisikan penjelasaengenai
penelitian dan pembahasan permasalahan yang meangikan
fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitlapangan

kemudian dianalisa.

BAB I11 : PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran — saran.
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BAB Il

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG
LELANG BARANG RAMPASAN POLRESTA KABUPATEN BEKASI
(STUDI KASUS KHUSUS UNTUK BARANG RAMPASAN
KENDARAAN MOTOR RODA DUA)

A. Pengertian Tentang Lelang Barang Rampasan

1. Pengertian Tentang Lelang

1.1. Pengertian

Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik IndtaeNomor :
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelpada Pasal 1
angka 1 menjelaskan bahwa lelang adalah penjuaiend) yang terbuka
untuk umum dengan penawaran harga secara teranigtdu lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai hartjaggi, yang
didahului dengan Pengumuman Lel&ng.

Mengenai pengertian lelang ini, di dalam kamus Inukuga disebutkan
bahwa : “ Lelang adalah penjualan barang — baranguda umum dan diberikan
pada penawar yang tertingdi.”

Hal serupa juga disebutkan dalam Kamus Bahasa &sitoyang berbunyi
. “ lelang ialah menjual atau penjualan dihadapemg@ banyak dengan tawaran
yang beratas — atasafl.

Dari ketiga pengertian tersebut, dapat diketahbinzalelang itu haruslah
dilakukan di muka umum dan diumumkan melalui med@ssa maupun media
elektronik serta adanya peserta lelang yang bedasabeberapa masyarakat yang
berminat terhadap barang — barang rampasan yangddkkukan pelelangan dan
adanya penawaran harga dari barang rampasan tersebu

Penjualan lelang tidak secara khusus diatur daldotHMerdata tetapi

termasuk perjanjian bernama di luar KUHPerdatajuadésm lelang dikuasai oleh

® Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangandi®3/PMK.06/20106 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

°J.CT. Simorangkir, dkk. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika 2000 him.90.

1 Muhamad Ali. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen. Pustaka Alumni, Jakarta, 1992 him.
218.
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ketentuan-ketentuan KUHPerdata mengenai jual belngy diatur dalam
KUHPerdata buku Ill tentang Perikatan. Pasal 13U#Rerdata berbunyi, semua
perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maugamg tidak dikenal
dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturaomu Pasal 1319
KUHPerdata membedakan perjanjian atas perjanjianabga flominaaj dan
perjanjian tidak bernamanfiominaaj. Pasal 1457 KUHPerdata, merumuskan
jual beli adalah suatu persetujuan, dengan marak mhtu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak huk unembayar harga yang
dijanjikan. Perjanjian jual beli adalah suatu peign yang dibuat antara pihak
penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pif@njual berkewajiban untuk
menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dandberhenerima harga dan
pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan kernanerima objek
tersebut.

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum ddkfimisi jual beli
adanya subjek hukum vyaitu, penjual dan pembelingalickesepakatan antara
penjual dan pembeli tentang barang dan harga; adiaaly dan kewajiban yang
timbul antara pihak penjual dan pembeli. Esensi tdang jual beli adalah
penyerahan barang dan pembayaran harga. Penj@dang Imemiliki identitas
dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengatudansus dalamvendu
reglementnamun dasar penjualan lelang sebagian masih rmempgaa ketentuan
KUHPerdata mengenai jual beli, sehingga penjualatany tidak boleh
bertentangan dengan asas atau ajaran umum yaagaéthlam Hukum Perdata,
seperti ditegaskan dalam Pasal 1319 KUHPerdata.

Dalam Vendu Reglemer(Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan
Stbl. 1940 Nomor 56) yang masih berlaku sebagaiarddsikum lelang,
dinyatakan'*

Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualaandpddarang yang
dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yamingkat atau
menurun atau dengan pemasukan harga dalam sanmutupe atau
kepada orang-orang yang diundang atau sebelumbgaitdhu mengenai
pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan unluk serta, dan diberi

1 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve,
Jakarta, 1992, him.931.
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kesempatan untuk menawar harga, menyetujui hanyg disawarkan atau
memasukkan harga dalam dampul tertutup.

Pengertian lelang menurut pendapat Polderman, agbaga dikutip
Rochmat Soemitro, menyatakén:

Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan fiarjanatau
persetujuan yang paling menguntungkan untuk siuaénjengan cara
menghimpun para peminat”. Polderman selanjutnyagatakan, bahwa
syarat utama lelang adalah menghimpun para pemitak mengadakan
perjanjian jual beli yang paling menguntungkan snjpal. Dengan
demikian syaratnya ada 3 (tiga), yaitu: 1) Penjualamum harus
selengkap mungkinvblledigheid, 2) Ada kehendak untuk mengikat diri,
3) Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan p@jarijdak dapat
ditunjuk sebelumnya.

Menurut Roell sebagaimana dikutip Rochmat Soemitrenyatakart®

Penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian @jegli antara saat
mana seseorang hendak menjual sesuatu atau labikatla barang, baik
secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasangajberikan

kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakpg@aawaran untuk
membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepa@dd@ dimana
kesempatan lenyap.

Jadi menurut Rochmat Soemitro titik berat dari misfi yang diberikan Roell
adalah pada kesempatan penawaran batang.

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang gelinektorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum $aka¢ jenderal Departemen

Keuangan®

2 Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Edisi kedua, Penerbit PT Eresco Bandung,

Bandung, 1987, him.106.

B Ibid., him.107

Ibid., him.107

Tim Penyusun rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat jenderal Piutang dan Lelang
Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Reformasi Undang-Undang
Lelang di Indonesia (Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang), Medan 9 Desember
2004, him. 15.

14
15
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Pengertian lelang adalah cara penjualan barang tghgka untuk umum
dengan penawaran secara kompetisi yang didahuhgatiepengumuman
lelang dan atau upaya mengumpulkan peminat. Unssuru yang
terkandung dalam pengertian lelang adalah:

a. Cara penjualan barang;

Terbuka untuk umum;

Penawaran dilakukan secara kompetisi;

Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpekanat;
Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsehter diatas harus
dilakukan oleh dan atau di hdapan Pejabat lelang.

® oo o

Dari pengertian diatas, maka lelang adalah pemudarang dimuka
umum yang didahului dengan upaya pengumpulan pémiakalui pengumuman
yang dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabahgealangan pencapaian harga
yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-reiku turun-turun dan atau
tertulis.

Pengertian lelang harus memenuhi unsur-unsur,:y@énjualan barang di
muka umum, didahului dengan upaya pengumpulan Emimelalui
pengumuman, dilakukan oleh dan atau dihadapan &djatang, harga terbentuk
dengan cara penawaran lisan naik-naik atau tunumtdan atau tertulis.

Lelang sebagai alternatif cara penjualan telah gu&ma dikenal. Namun
pada umumnya pengertian yang dipahami masih r&enng dikacaukan dengan
lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangkekspeian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lelang teydag sering dikenal
dengan lelang atas pemborongan ini diatur dalanutspn Presiden Nomor 16
Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN. Dalam kaitapeimbeli (pemerintah)
berhadapan dengan penjual yang menawarkan barseng/ementara lelang
menurut Pasal Yendu Reglemerddalah suatu penjualan barang di muka umum
dengan cara penawaran secara lisan dan naik-naik oremperoleh harga yang
semakin meningkat atau dengan penawaran hargaadecartup dan tertulis yang
didahului dengan usaha mengumpulkan para calonnagfpeémbeli lelang yang
dipimpin oleh Pejabat Lelang at&iendumestefdahulu juru lelang).

Dari pengertian lelang dapat dikemukakan dua had) yeenting:

1) Pengertian lelang adalah terbatas pada penjualeandpai muka umum.

Karena itu, pembelian barang dan pemborongan elergecara lelang
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seperti pada mekanisme Anggaran Pendapatan danj@@&agara (APBN)

yang disebut dengan “lelang tender” tidak termadidalamnya.

2) Di dalam pengertian lelang harus dipenuhi 5 (liom@ur, yaitu:

a.
b.

Lelang adalah suatu penjualan barang.

Penentuan harga bersifat kompetitif karena carawaran harga yang
khusus, yaitu dengan cara penawaran harga sesanadan naik-naik atau
secara turun-turun dan/atau secara tertutup ddaligetanpa member

prioritas kepada pihak maupun untuk membeli.

. Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecualpakia para calon

peminat lelang dengan penawaran tertinggi yand telalampaui harga

limit dapat ditunjuk sebagai pemenang/pembeli.

. Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalahupéan yang bersifat

transparan.

. Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertehingg@ bersifat cepat,

efisien dan efektif.

Jadi, lelang adalah cara penjualan yang diatur afergeraturan perundang-

undangan yang bersifat khusus yaifendu Reglemen$tbl. 1908. Peraturan

peninggalan Belanda tersebut sampai saat ini miasitaku secara nasional

dengan berbagai penyesuaian seperlunya dan diEk@andenganVendu

Instructie Stbl.1908 dan Peraturan Pemerintah tentang Pertamdea Lelang

Stbl. 1949 Nomor 390. Karena itu lelang adalahtsgata penjualan barang yang

diatur

dengan peraturan perundang-undangan yangifaterkhusus (lex

specialist):®

Selanjutnya lelang sebagai suatu perjanjian, derpada saat pejabat

lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawsagyertinggi dan mencapai

harga limit sebagain pembeli lelalfgHal tersebut sebagai tahap perjanjian

obligatoir yang menimbulkan hak dan kewajiban antpenjual dan pembeli

lelang, sehingga tahap perjanjian obligatoir dal@@njualan lelang yaitu sejak

' Ibid., him.10.

Y purnama T. Sianturi, “Tanggung Jawab Kantor Lelamg Negara, Penjual, Pembeli dan balai
Lelang Dalam Penjualan Aset Bada Penyehatan Perbankan Nasional (Studi Kasus di kantor Lelang
Negara Medan Kurun Waktu 1999-2000)”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera
Utara, Medan, 2002, him.102
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pejabat lelang untuk kepentingan penjual menungkawar yang tertinggi dan
mencapai harga limit sebagai pembeli lelang.

Dalam lelang, keempat unsur dalam perjanjian ju@l terpenuhi, ada
penjual lelang, ada pembeli lelang, ada barang yaergadi objek lelang, dan ada
harga yang terbentuk dalam penawaran terakhir yhiugjuk Pejabat Lelang.
Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual bekkanketentuan jual bel
sebagaimana diatur oleh KUHPerdata juga berlakandaélang. Lelang tunduk
pada ketentuan umum dari KUHPerdata Buku 11l Bdan 1, sehingga atas suatu
pelaksanaan lelang berlaku asas-asas perjanjiag giatur oleh KUHPerdata.
Dalam Pasal 1339 KUHPerdata disebutkan, “Persetujuak hanya mengikat
untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dajfamtetapi juga untuk segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskah &kepatutan, kebiasaan dan
Undang-Undang’.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMKO60 tentang
Petujuk Pelaksanaan Lelang, dinyatakan lelang bdaajualan barang terbuka
untuk umum dengan penawaran harga secara tertulfatdu lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tejtiyang didahului dengan
pengumuman lelang (Pasal 1 angka 1). Ketentuanembatasi pengertian lelang
itu hanya ada penjualan dimuka umum saja tidak deuk lelang tender atau
lelang pemborongan pekerjaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatpdikiam bahwa lelang
adalah penjualan barang dimuka umum yang didahuleangan upaya
pengumpulan peminat melalui pengumuman yang diakukleh dan/atau
dihadapan Pejabat Lelang dengan pencapaian hargpomimal melalui cara
penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan/agstulis. Pengertian lelang
harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penjualan barang dimuka umum;

2. Didahului dengan upaya pengumpulan peminat mg@ngumuman,;

3. Dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang;

4. Harga terbentuk dengan cara penawaran lisan nékatau turun-

turun dan/atau tertulis
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1.2. Dasar Hukum Lelang

Keberadaan lelang sebagai bentuk khusus dari ganjuzenda telah
diakui dalam banyak peraturan perundang-undangamdtinesia,'® terdapat
dalam berbagai peraturan umum dan peraturan khiéfraturan umum yaitu
peraturan perundang-undangan yang tidak secaraighusngatur lelang tetapi

ada pasal-pasal didalamnya yang mengatur tentingleyaitu:

a. KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Stb47/23 antara lain:
Pasal 389, 395, 1139 (1), 1159 (1);

b. RGB (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Wilayah Ludawa dan
Madura) Stbl. 1927/227 Pasal 206-228.

c. RIB/HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) Si8i41/44 Pasal 195
208.

d. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang iBddrusan Piutang

Negara Pasal 10 dan 13.

e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Rdemu dan atau
Pemindahan tanganan Barang-barang yang DimilikuBslai Negara.

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab dgddndang Hukum
Pidana, Pasal 45 dan 273.

g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang KeuaNgaara.

i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbera@mh&legara, Pasal
48.

Peraturan khusus yaitu peraturan perundang-undajayansecara khusus
mengatur tentang lelang, yaitu:

a. Vendu Regleent (Peraturan Lelang) yang dimuat dal&taatsblaadTahun
1908 Nomor 198 sebagaimana telah beberapa kaladisérakhir dengan
StaatsblaadTahun 1941 Nomor 3Vendu Reglementulai berlaku pada
tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang ragmgprinsip-prinsip

pokok tentang lelang;

® Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal,
Jakarta, 18 Pebruari 2005, him.9
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b. Vendu Instructie(Instruksi Lelang)StaatsblaadTahun 1908 Nomor 190
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigaseBtaatsblaadTahun
1930 Nomor 85.Vendu Instructiemerupakan ketentuan-ketentuan yang
melaksanakaWendu Reglement

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2048ggal 23 April
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/20tkihiggal 30
September 2010 tentang Pejabat Lelang kelas I;

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 175/PMK.06/20tkhiggal 30
September 2010 tentang Pejabat Lelang kelas |l;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.06/20kggal 30
September 2010 tentang Balai Lelang.

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaamngleadalah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 930/PMK.06/201ntdreg Petunjuk

Pelaksanaan Lelang

1.3. Asas-asas Lelang
Sebagai suatu proses penjualan umum, lelang meémgilebihan jika
dibandingkan dengan penjualan biasa. Hal ini ant@ia karena lelang
berlandaskan kepada asas-asas sebagai bétikut :
1. Asas keterbukaan/transparansi
Transparansi yang tertumpu pada penyebaran inforryasg luas dan
seimbang, yang direalisasikan melalui pengumumanande yang
mengakomodir kontrol sosial dan sekaligus memdasiian peminat lelang
(alat pemasaran). Asas ini sangat penting untuk beetmk karakter lelang
sebagai penjualan yang bersifat transparan yamdisdihakan secara terbuka
dan tidak ada prioritas di antara peserta lelang.
2. Asas imparsial
Sering disebut juga dengan asas independen, k&egjabat Lelang dimaksud

tidak memihak. Asas yang dimaksudkan untuk mencegaadinya korupsi,

¥ F X Sutardjo,Penjualan Secara Lelang : Perjalanannya Saat ImntBingan dan
Prospeknya ke Depan (Kumpulan Beberapa Paper olghrdo) (Jakarta : Tanpa Penerbit,
2007) Bab Reformasi Undang-undang Lelang di Indonesib8+9.
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kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses lelang.sAsa seyogyanya juga
bisa menangkal kemungkinan para peminat / pesat@ng melakukan
konspirasi yang dapat merugikan pihak terkait. B@ndemikian, melalui asas
ini juga terjadi keadilan bagi mereka yang bersamgmbeli barang yang
dilelang.

. Asas akuntabilitas

Pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkam&gremerintah melalui
Pejabat Lelang berperan untuk mengawasi jalanniandedan membuat
Risalah Lelang. Risalah lelang merupakan akta itgang berfungsi sebagai
aktavan transport Pemenang / pembeli lelang dapat mempergunakataRis
Lelang tersebut untuk mempertahankan haknya danggoneakan salinan
resminya untuk proses pengajuan balik nama. Sedaragkgi pemohon lelang,
Risalah Lelang dipergunakan sebagai bukti telabkddnakannya penjualan
yang sesuai dengan prosedur.

. Asas kompetisi

Asas kompetisi dalam pembentukan harganya. Asasakim tercermin pada
sistem penawaran yang mengakomodir persaingan kaega yang diinginkan
pemilik barang dengan penawaran harga dari se@tauglebih peserta lelang.
Dalam hal ini yang terpenting adalah terbentukrgt& yang telah mencapai /
melebihi harga limit yang diinginkan pemilik baran®isini perlu ada
penegasan bahwa lelang adalah sah meskipun hamgdirdioleh satu orang
peminat, karena yang terpenting adglabe discover

. Asas efisiensi

Asas ini juga tercermin pada prosedur lelang. Lgldilaksanakan pada saat
dan tempat yang telah ditentukan dan transakdiukkn pada saat itu dengan
pembayaran secara tunai. Hal inilah yang menyelmaa#tanya efisiensi waktu
dan biaya, sehingga barang yang berhasil dilelaaqgatdsegera dikonversi

menjadi uang.
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Berdasarkan asas-asas lelang yang diuraikan di m@&simbulkan beberapa
kebaikan lelang. Kebaikan lelang antara lain yaitu

1. Adil. Lelang dilaksanakan secara terbuka (trangpartidak ada prioritas
diantara peserta lelang, kesamaan hak dan kewapbtera peserta akan
menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif.

2. Aman. Lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakdeh Pejabat Lelang
selaku pejabat umum yang bersifat independen. Rikna itu, pembeli
lelang pada dasarnya cukup terlindungi. Sisterm¢elmengharuskan Pejabat
Lelang meneliti terlebih dulu secara formal tentdmpbsahan penjual dan
barang yang akan dijual (subjek dan objek lelaBghkan pelaksanaan lelang
harus lebih dahulu diumumkan, sehingga memberilsempatan apabila ada
pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atagup&an tersebut. Dengan
demikian penjualan secara lelang adalah penjuaag gman.

3. Cepat dan efisien. Lelang didahului dengan penguamuielang, sehingga
peserta lelang dapat terkumpul pada saat harigetiam pada saat itu pula
ditentukan pembelinya serta pembayarannya secaaa tu

4. Mewujudkan harga yang wajar. Pembentukan hargandel@gada dasarnya
menggunakan sistem penawaran yang bersifat korifjoiatit transparan.

5. Memberikan kepastian. Setiap pelaksanaan lelamgbiitan Risalah Lelang

yang merupakan akta otentik yang mempunyai peméukgmpurna.

1.4. Fungsi Lelang

Lelang sebagai sarana penjualan barang yang khesjgk semula
dimaksudkan sebagai pelayanan umum. Artinya siapaapat memanfaatkan
pelayanan jasa Unit Lelang Negara untuk menjuarzaisecara lelang. Namun
demikian, lelang sebenarnya mempunyai fungsi pdeat fungsi publik.

Fungsi lelang dibedakan atas fungsi privat dansupgblik adalah :

1. Fungsi privat : karena lelang merupakan instit@sgs yang mempertemukan
penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi mempeaia arus lalu lintas
perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untakloerikan pelayanan
penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yaegginginkan

barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.
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2. Fungsi Publik

Lelang juga mempunyai fungsi publik dalam pelaksanga. Fungsi
publik lelang antara lain;

1. Mengamankan aset yang dimiliki / dikuasai negarakimeningkatkan
efisiensi dan tertib administrasi dari pengelolaset yang dimiliki /
dikuasai negara. Hal ini ditegaskan dalam PasalUbdlang-Undang
Perbendaharaan Indonesia (I.C.W) Stbl Tahun 192&,d4o448 Joncto
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang PRdanju atau
Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikud&gara.

2. Pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadi€amanan dan
kepastian hukum dari barang eksekusi, sita peragadébagai bagian dari
sistem hukum secara perdata, pajak dan pegadaian.

3. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Beangglbiaya
administrasi, pajak PPH Pasal 25 dan BPHTB (Be&iftaaan Hak Atas
Tanah dan Bangunan).

Fungsi publik lelang yang pertama berkaitan dergetudukan lelang
dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Lelang sebsayana penjualan
barang diperlukan guna melengkapi sistem hukum yeladp dibuat terlebih
dahulu (BW, HIR dan Rbg). Selain itu, untuk mendukilaw enforcement
dibidang hukum perdata, hukum pidana, hukum pekpajadan hukum
lainnya. Penjualan barang secara lelang dirasaiaagai alternatif yang tepat
karena yang diperlukan adalah suatu sistem pemnjugdeng selain harus
menguntungkan pihak penjual, juga harus memenshikaadilan, keamanan,
kecepatan dan diharapkan dapat mewujudkan hargar wajta menjamin

adanya kepastian hukum.

1.5. Jenis-jenis Lelang

Jenis-jenis lelang dan pelaksanaan atau mekanislaegl bisa berbeda
antara satu dengan yang lainnya sesuai denganokialelgng itu sendiri. secara
garis besar lelang dapat dikategorikan sebagdaiuderi
1. Jenis lelang dilihat dari latar belakang dasaraksdnanya lelang dan sebab

barang dijual secara lelang, dapat dibedakan atas:
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a. Lelang eksekusi

Lelang untuk melaksanakan putusan / penetapan @isigaatau

dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai demgaaturan

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan BaBMK Nomor :

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelamgnyatakan,

bahwa lelang eksekusi termasuk tetapi tidak teshadaa :

1)

2)

3)

Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN

Lelang eksekusi panitia urusan piutang negara (BURBBalah
pelayanan lelang yang diberikan kepada panitia yo@isgn piutang
negara / badan urusan piutang dan lelang negasendaingka proses
penyelesaian pengurusan piutang negara atas b@angan atau
sitaan milik penanggung utang, dimana debitor tidakmbayar
utangnya kepada negara. Dasar hukumnya adalah ghdtzatang
Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia PengurlBatang
Negara.

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN) / Pengadizama (PA)
Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN) / Pengadgama (PA)
adalah lelang yang diminta oleh panitera PN / P#kimelaksanakan
keputusan Hakim pengadilan yang telah berkekuatap t khususnya
dalam rangka perdata termasuk lelang hak tanggurygag oleh
pemegang hak tanggungan telah diminta fiat eksdiesada Ketua
Pengadilan.

Lelang eksekusi Pajak

Lelang eksekusi pajak adalah lelang atas sitaaak sgbagai tindak
lanjut penagihan piutang pajak kepada negara baijakppusat
maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksae&arglini adalah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagitsak
dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubghrdé&ndang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000.
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4) Lelang eksekusi Harta Pailit
Lelang eksekusi harta pailit adalah penjualan aset-baik milik
perorangan maupun perusahaan yang telah dinyatpldih oleh
Pengadilan Niaga.

5) Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak TangguitgladHT)
Lelang eksekusi yang dilakukan berdasarkan Pakaidang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atashTBeserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), gyan
memberikan hak kepada pemegang hak tanggunganmgedatuk
menjual sendiri secara lelang terhadap objek hakggiangan
didasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

6) Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Unéhrang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

Lelang yang dilaksanakan terhadap barang temuaretiargy dalam

rangka acara pidana sebagaimana diatur dalam Kialang-Undang
Hukum Acara Pidana yang antara lain meliputi lelakgekusi barang
yang telah diputus dan dirampas untuk negara, srkndalam kaitan
itu lelang eksekusi Pasal 45 Kitab Undang-Undandkuru Acara

Pidana yaitu lelang barang bukti yang mudah rudalsuk dan

memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi.

7) Lelang eksekusi Barang Rampasan
Penjualan terhadap barang-barang rampasan yang pmiélsan
pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.

Dengan diterbitkannya Keputusan lIzin Lelang BarRaghpasan baik
yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang bemgna
menyelesaikan barang rampasan maupun Kepala KejakEaggi
atau Kepala Kejaksaan Negeri segera dilaksanakgmelgtangannya
dengan perantaraan Kantor Lelang Negara sekaranpikRelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengstenkuan
yang berlaku. Setelah diterbitkannya keputusan liglang tersebut,
maka pihak Panitia Lelang melakukan pengumumamdel®encari

dan mengumpulkan perserta lelang, baik peserta yzertempat
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tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupeserta yang
berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barangpaaan tersebut.
Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adaeserta lelang
yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksa
pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh ®d&etyelesaian
Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan.

8) Lelang eksekusi Fidusia
Lelang terhadap objek Fidusia karena debitor cidgaaiji,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42iTdi®99
tentang jaminan Fidusia. Parate eksekusi Fiduseitor tidak perlu
meminta fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Neggabila akan
menjual secara lelang barang agunan kredit yarkgtdiidusia, jika
debitor cidera janiji.

9) Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal BeaQl&ai (barang tak
bertuan)
Lelang ini dapat diadakan terhadap barang yangatihkgn tidak
dikuasai, barang yang dikuasai negara dan baramg ry@njadi milik
negara. Direktorat Bea dan Cukai telah mengelomgokkarang
menjadi tiga, yaitu barang yang dinyatakan tidakudsai, barang
yang dikuasai negara dan barang yang menjadi méddara. Lelang
barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut delgang
dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waknyg yitentukan
tidak dibayar Bea Masuknya.

10) Lelang eksekusi Barang Temuan
Lelang terhadap objek yang ditemukan oleh apanatgara seperti
lelang temuan kayu dan sebagainya.

11) Lelang eksekusi Gadai

12) Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 18 ayat (2) ngadadang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinadn®iKorupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Na@ndahun
2001.
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b. Lelang non eksekusi
Lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang eksekusi wajib
dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang non eksekajib yaitu lelang
untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh yvaratperundang-
undangan diharuskan dijual secara lelang. Berdasafkasal 6 PMK
Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksandaetang,
menyatakan bahwa lelang non eksekusi wajib termastidpi tidak
terbatas pada :
1) Lelang Barang Milik Negara/Daerah;
2) Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Dae(BlMN/D);
3) Lelang Barang yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai;
4) Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Teagye
(BMKT);
5) Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangarigrea.
Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang ataanbamilik swasta,
orang atau badan hukum / badan usaha yang diledaogra sukarela.
Berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010atemtPetunjuk
Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa lelang noekuis sukarela
termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero;
2) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecualiatitukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;
3) Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing dandmj Barang
Milik Swasta.

2. Dilihat dari cara penawarannya lelang dapat dibadaebagai :
a. Lelang terbuka / lisan
Lelang yang dilakukan secara lisan dengan penawaaeaga meningkat
(naik-naik) atau menurun (turun-turun).
b. Lelang tertutup / tertulis
Lelang dilakukan secara tertulis dengan penawaatanmdamplop tertutup.

Lelang tertutup / tertulis dapat dilanjutkan dendelang terbuka / lisan
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bila terdapat dua atau lebih penawaran tertingginrbemencapai limit

yang dikehendaki.

3. Dilihat dari pembebanan lelang, dapat dibedakaarartin :

a. Lelang eksklusif
Dalam harga penawaran yang diajukan peserta / pentefang belum
terhitung pungutan-pungutan lelang (Bea Lelang dang miskin). Pada
umumnya, lelang yang dilakukan adalah lelang elssklu

b. Lelang Inklusif
Dalam harga penawaran yang diajukan peserta / pergelelang sudah
terhitung pungutan-pungutan lelang (Bea Lelang dsng Miskin).
Lelang inklusif dilakukan apabila ada permintaantules dari penjual
(Surat Edaran Kepala BUPLN Nomor SE-59/PN/1994 gah@2 Oktober

1994 tentang Tata Cara Penawaran Lelang).

4. Dilihat dari penetapan pemenang ketika penawaréah tenencapai harga

tertinggi, lelang dapat dibedakan menjadi :

a. Lelangwith reserved pricéDengan Harga Limit)
Pejabat Lelang menetapkan penawar tertinggi selj@gaenang lelang
apabila penawarannya sudah mencapai / melampaarved priceyang
dikehendaki penjual.

b. Lelangwithout reserved pricéTanpa Harga Limit)
Pejabat lelang menetapkan penawar tinggi berapabpsarnya penawar
yang diajukan, diputuskan sebagai pemenang leReigetapan pemenang

dalam lelangvithout reserved pricbelum lazim dilakukan di Indonesia.

1.6. Pihak-pihak dalam Lelang

Pihak-pihak atau subjek dalam proses lelang ad&eajabat Lelang,
Penjual dan Pembeli (Peserta Lelang). Subyek-suinyekemiliki peranan yang
sangat dominan. Masing-masing mempunyai hak darajdeam yang berbeda
tetapi saling berkaitan, sehingga ketiga subjelnigltersebut dituntut untuk

bertanggung jawab dalam pelaksanaan lelang.
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1. Pejabat Lelang
Menurut Pasal 1 angka 14 PMK Nomor : 93/PMK.06/2G&8tang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang adaiahg yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan diberi wewenang khustik melaksanakan
penjualan barang secara lelang.
Berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010atemtPetunjuk
Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang dibedakan menjad
a. Pejabat Lelang kelas | yang berwenang melaksanakamg untuk semua
jenis lelang atas permohonan penjual / pemilik thgra
b. Pejabat Lelang kelas Il berwenang melaksanakamdel@on eksekusi
sukarela atas permohonan Balai Lelang atau pehpehilik barang.
Secara umum Pejabat Lelang berperan dalam mengdankgasnya
sebagai :

a. Pemimpin lelang yang menjamin ketertiban, keamatiam kelancaran
serta mewujudkan pelaksanaan lelang sesuai deng@ntian yang
berlaku. Dalam memimpin lelang, Pejabat Lelangrdiitiuntuk bersikap
komunikatif, tegas dan berwibawa;

b. Perantara antara penjual yang ingin menjual bassgara lelang dan
peserta lelang yang bermaksud membeli barang yiselgray;

c. Hakim dalam pelaksanaan lelang yang menetapkaarsg@eserta lelang
menjadi pemenang lelang; dan

d. Pejabat Umum yang membuat akta otentik sebagaii lpgiaksanaan
lelang berupa Risalah LelaAY.

Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugasnya memiégwenang,
kewajiban dan larangan. Berdasarkan PMK Nomor /AMK.06/2010 tentang
Pejabat Lelang kelas | Jo. PMK Nomor : 175/PMK.08/2 tentang Pejabat

Lelang kelas Il, Pejabat Lelang berwenang :

a. Menolak melaksanakan lelangglam haltidak yakin akan kebenaran
formal berkas persyaratan lelang;

b. Melihat barang yang akan dilelang;

c. Menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atawmeng lelangika
menggangu jalannya pelaksanaan lelang dan/ataunguela tata tertib
pelaksanaan lelang;

2 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPR&ngetahuan Lelang :
Penghapusan BMNJakarta : Pusdiklat Depkeu RI, 2007), hal. 21.
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Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementaratuywaspabila
diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaeatelang

Meminta bantuan aparat keamamktam hadiperlukan;

Mengesahkan pembeli lelang; dan/atau

Membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wamgiest

Berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor : 174/PMK.06/201falb2¢ Lelang

kelas | dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban

a.

= @™o

Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihaland menjaga
kepentingan pihak yang terkait;

Meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;

Membuat bagian kepala Risalah Lelang sebelum patales lelang;
Membacakan bagian kepala Risalah Lelang di hadpeserta lelang pada
saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam lelang r@ekeasi sukarela
melalui internet;

Menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;

Membuat Minuta Risalah Lelang;

Membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalahahgl atauGrosse
Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undadgan;

Meminta dan meneliti keabsahan bukti pelunasan ahdejang, Bea
Lelang, Pajak Penghasilan Final, Bea Perolehandiak Tanah dan/atau
Bangunan dan pungutan-pungutan lain yang diatunaseperaturan
perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 14 PMK Nomor : 175/PMK.06/201ak2¢ Lelang

kelas Il dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban

Memiliki rekening khusus atas nama jabatan Pejablaing kelas I,
Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihaland menjaga
kepentingan pihak yang terkait;

Mengadakan perikatan perdata dengan Balai Lelamgnjual / pemilik
barang mengenai pelaksanaan lelang;

Meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;

Melaksanakan lelang dalam hal yakin akan legalitasial subjek dan
objek lelang;

Membuat bagian kepala Risalah Lelang sebelum patales lelang;
Membacakan bagian kepala Risalah Lelang di hadpeserta lelang pada
saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam lelang r@ekeasi sukarela
melalui internet;

Menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;

Membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya aeperaturan
perundang-undangan;

Membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalahahgl dan Grosse
Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan,;
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Menyelenggarakan pembukuan, administrasi perkamtdi@n membuat
laporan pelaksanaan lelang, sebagaimana format yhaiyr dalam
Peraturan Direktur Jenderal.

Berdasarkan PMK Nomor : 174/PMK.06/2010 tentangalfa Lelang

kelas | Jo. PMK Nomor : 175/PMK.06/2010 tentangaBaj Lelang kelas I,

Pejabat Lelang dilarang :

a.
b.

C.

Melayani permohonan lelang di luar kewenangannya,;

Dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelgamng telah
dijadwalkan;

Membeli barang yang dilelang dihadapannya secamgsiang maupun
tidak langsung;

Menerima uang jaminan penawaran lelang dan kewajiembayaran
lelang dari pembeli, dalam hal Balai Lelang sebaganohon lelang;
Melakukan pungutan lain di luar yang telah diteatuldalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kematsébagai Pejabat
Lelang;

Menolak permohonan lelang, sepanjang dokumen peitsya lelang
sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas forrabjek dan objek
lelang;

Merangkap jabatan atau profesi sebagai Pejabatrdlel§arator, Penilai,
Pengacara / Advokat;

Merangkap sebagai Komisaris, Direksi, Pemimpin ¢egawai Balai
Lelang;

Menerima / menetapkan permohonan lelang dalam masalan/atau
Melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke aan ke bawah
derajat pertama, suami / isteri serta saudara dekgnPejabat Lelang
dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya

2. Penjual

Pengertian penjual berdasarkan PMK Nomor : 93/PMR@10 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka 19 atiadahg, badan hukum /

usaha atau instansi yang berdasarkan peraturanndasrg-rundangan atau

perjanjian berwenang untuk menjual barang secdaadé Sedangkan Pasal 1
angka 20 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petkiifelaksanaan Lelang,

pemilik barang adalah orang atau badan hukum/usetmmy memiliki hak

kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

Penjual dapat berstatus pemilik barang, kuasa pebalang atau orang /
Badan yang oleh Undang-Undang atau peraturan yamigkin diberi
wewenang untuk menjual barang secara lelang. Sebgnakunci
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kesuksesan dari lelang sehingga terciptanya hasigad yang optimal
berada ditangan penjual. Pelaksanaan pengumunsargldbn pemberian
kesempatan yang sama dan kemudahan kepada parsapéstang untuk
menjadi peserta lelang serta pilihan tempat lelgagg baik, (mudah
dijangkau oleh peserta lelang) adalah beberapgdating yang harus
dilakukan oleh penjual dengan sebaik-baiknya sedeagan esensi dari
tahapan tersebat.

Berdasarkan PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Ratu
Pelaksanaan Lelang Pasal 16, penjual / pemilik ngaraertanggung jawab
terhadap keabsahan kepemilikan barang, keabsatkamea persyaratan lelang
serta bertanggung jawab terhadap gugatan perdatpumauntutan pidana yang
timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundandangan di bidang lelang.

Penjual lelang / pemilik barang memiliki hak danwk@ban dalam
pelaksanaan lelang.

a. Hak penjual lelang / pemilik barang :
1) Memilih cara penawaran lelang;
2) Menetapkan syarat-syarat lelang (bila dianggapuperl
3) Menerima uang hasil lelang;
4) Menerima Salinan Risalah Lelang.
b. Kewajiban penjual lelang / pemilik barang:
1) Mengajukan permohonan lelang secara tertulis;
2) Melengkapi syarat-syarat / dokumen-dokumen yangrtligan;
3) Melaksanakan pengumuman lelang;
4) Menetapkan harga / harga limit yang wajar atasrgayang dilelang;
5) Membayar Bea Lelang, Biaya Administrasi dan PajaRuhgutan
lainnya (misalnya : PPh Pasal 25);
6) Menyerahkan barang dan dokumen-dokumennya kepadgbghe
lelang; dan
7) Menaati tata tertib lelang.

3. Pembeli

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 PMK Nomor: 9%Ra/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pembeli adataiy atau badan hukum /
badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi disahkan sebagai
pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Sebelum disabébagai pembeli lelang,
orang atau badan hukum tersebut menjadi peseaiagleerlebih dahulu. Peserta

lelang mempunyai hak dan kewajiban.

2 Ibid., hal. 23.
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Hak peserta lelang, yaitu:

a. Melihat dan meminta keterangan atas dokumen-dokuraesing yang
akan dilelang;

b. Melihat dan memeriksa barang yang akan dilelang;

c. Meminta kembali uang jaminan bila tidak ditunjukbagai pembeli
lelang;

d. Meminta Kutipan Risalah Lelang / Grosse dan kwitdekng bila
ditunjuk sebagai pembeli lelang;

e. Mendapatkan barang beserta dokumen-dokumennya dilanjuk
sebagai pembeli lelarf§.

Sedangkan kewajiban peserta lelang yaitu :

a. Menyetor uang jaminan kepada Pejabat Lelang, bikyadatkan
demikian;

b. Peserta / kuasanya hadir dalam pelaksanaan lelang;

c. Mengisi Surat Penawaran dengan baik dan benar dakdnelang
tertutup / tertulis;

d. Membayar Pokok Lelang, Bea Lelang, dan Pajak/pwamguainnya
(misalnya : BPHTP) bila ditunjuk jadi pembeli letgn

e. Menaati tata tertib pelaksanaan leldhg.

Peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggitad harga limit
ditetapkan oleh Pejabat Lelang sebagai pembeliel@etditetapkan menjadi
pembeli, kewajiban yang utama adalah membayar Hefgag, Bea Lelang dan
pungutan lainnya yang dapat dilakukan secara tun@iash atau dengan
menggunakan cek / giro paling lama 3 (tiga) harjeksetelah pelaksanaan lelang.
Apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya tersebBejabat Lelang

membatalkan penetapannya sebagai pembeli.

1.7. Persyaratan Lelang

Dalam persiapan lelang terdapat beberapa hal yangs hdilaksanakan
guna kelancaran pelaksanaan lelangnya. Persiapangletu diantaranya,
kelengkapan dokumen, jadwal waktu pengumuman dasyg@@tan-persyaratan
hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan lelangntlirse

Syarat-syarat umum dalam setiap pelaksanaan |gbaag prinsipnya
yaitu:

1. Dilakukan di hadapan Pejabat Lelang atau ditutup digahkan oleh
Pejabat Lelang dalam hal lelang internet;

22 bid., hal 24.
2 |bid., hal 24-25.
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2. Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penjual dafsatu) orang
peserta lelang atau lebih;
3. Pengumuman lelang;
4. Harga lelang dibayar secara tunai selambat-lamb&ir(yiga) hari kerja
setelah pelaksanaan lelafig.
Sedangkan syarat lainnya yang harus dipenuhi daktiap pelaksanaan
lelang yaitu :
1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

Kelengkapan dokumen atas objek yang akan dilelasejah kewajiban
penjual atau pemohon lelang. Untuk lelang gyamerupa tanah dan/atau
bangunan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (S&dalah dokumen penting
yang harus dilengkapi oleh penjual / pemilik bargPgrmintaan penerbitan SKPT
kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat diajulednkepala KPKNL atau
Pejabat Lelang Kelas Il selambat-lambatnya 7 (fujblari kerja sebelum
pelaksanaan lelang. SKPT tersebut dapat diperganagekali-kali apabila tidak
ada perubahan data fisik atau data yuridis daahtatan/atau bangunan yang akan
dilelang, sepanjang dokumen kepemilikan dikuassh plenjual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMK Nom@s/PMK.06/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakamnjadpblaksanaan lelang atas
tanah dan/atau bangunan wajib dilengkapi denganTSkd?i Kantor Pertanahan
setempat. Oleh karena itu, Kantor Lelang atau Balelang tidak dapat
melaksanakan lelang tanah dan/atau bangunan apidaitaada SKPT atas tanah
dan/atau bangunan dari Kantor Pertanahan seter@pktin itu, Kantor Lelang
atau Balai Lelang dapat menunda pelaksanaan l¢lmah dan/atau bangunan
apabila terdapat perbedaan data pada SKPT dengampada sertifikat hak atas
tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang ataupdata putusan / penetapan
Pengadilan Negeri / PUPN / Pengadilan Pajak untekudian diumumkan

kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang.

2. Pengumuman Lelang
Setelah melengkapi dokumen persyaratan lelangugemwajib melakukan

pengumuman lelang. Pada prinsipnya, pengumumamglelaarus dilakukan

24 EX. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, Isti Indri Lisni, Teori dan Praktek Lelang
(Jakarta : BPPK Departemen Keuangan RI), him. 2Z7&&-2
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melalui surat kabar harian, selebaran atau tempgdenry mudah dibaca oleh
umum dan/atau melalui media eletronik termasukrmate di wilayah kerja
KPKNL / wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas Il panhbarang akan dijual.
Dalam hal tidak ada surat kabar harian yang telibiempat barang akan dijual,
maka pengumuman lelang diumumkan dalam surat kbbaan yang terbit
ditempat yang terdekat dan beredar di wilayah K€BENL atau wilayah jabatan
Pejabat Lelang kelas Il tempat barang akan dijual.

Maksud diadakannya pengumuman lelang ini adalah :

a. Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehithggh yang berminat
dapat menghadiri pelaksanaan lelang (menghimpunina¢ntelang /
aspek publikasi);

b. Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang saedaugikan
untuk mengajukan sanggaharefzet(aspek legalitas);

c. Sebagaishock therapybagi masyarakat agar menimbulkan efek jera,
sehingga diharapkan debitur yang tadinya bermaklasan memenuhi
kewajibannya akan timbul kesadaran untuk melunaswaliban-
kewajibannya karena takut barang miliknya bisa shl@lang sebagai
bagian pelunasan hutang-hutangfiya.

Dalam Pasal 42 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentangtuRjuk
Pelaksanaan Lelang, mengatur mengenai hal-hal diamgat dalam pengumuman
lelang. Diantaranya; identitas penjual, waktu dangat pelaksanaan lelang, jenis
dan jumlah barang, lokasi tanah dan/atau bangyeais, hak atas tanah khusus
untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/aaguman, spesifikasi barang
untuk barang bergerak, waktu dan tempat melihargayang akan dilelang, nilai
limit kecuali lelang tertentu, cara penawaran lgldan uang jaminan penawaran

lelang yang meliputi besaran dan jangka waktu.

3. Uang jaminan penawaran lelang

Bagi calon peserta lelang, untuk dapat menjadi rfeeskelang harus
memenuhi syarat yaitu melakukan penyetoran uangng@mpenawaran lelang.
Uang jaminan penawaran lelang ini sebagai jamiresukgguhan peminat dalam
penawarannya. Uang jaminan penawaran lelang adalaty yang disetor terlebih
dahulu sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelzang lelang yang
dipersyaratkan adanya uang jaminan. Besarnya @wmman ini ditentukan oleh

penjual dengan memperhatikan saran dari KPKNL. gbamg waktu antara

% |pid.

UNIVERSITAS INDONESIA
Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



40

penyetoran uang jaminan dengan tanggal pelaksdekanry tidak boleh terlalu
lama karena bertentangan dengan ketentuan umumygl€ldde Surat Edaran

Kepala BUPLN No. SE-22/PN/1993 tanggal 21 Juli 1883tang syarat-syarat

lelang dari penjual®

Maksud diadakannya uang jaminan penawaran lelaitg sgbagai salah satu
cara untuk menyeleksi peserta lelang yang mempkaraampuan membeli dan
benar-benar berminat untuk mengikuti lelang serttlu menjamin agar lelang
dibayar tepat pada waktunya oleh pemenang lelaisgniping itu, uang jaminan
juga untuk menjadi uang muka bagi pemenang lelang.

Tata cara penyetoran uang jaminan penawaran |elatgr dalam Pasal 30,
31, 32, PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang PetunRedaksanaan Lelang
sebagai berikut :

Pasal 30 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Peturitelaksanaan

Lelang :

a. Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan:

1) melalui rekening KPKNL atau langsung ke BendahaemeFmaan
KPKNL atau Pejabat Lelang kelas | untuk lelang yasglenggarakan
oleh KPKNL;

2) melalui rekening Balai Lelang atau langsung ke Bladdang untuk jenis
lelang non eksekusi sukarela yang diselenggaraledmnBalai Lelang dan
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang kelas | atau Bejadlang kelas II;
atau

3) melalui rekening khusus atas nama jabatan Pejatdand; kelas Il atau
langsung ke Pejabat Lelang kelas Il untuk lelanggydiselenggarakan
oleh Pejabat Lelang kelas II.

b. Dalam setiap pelaksanaan Lelang, 1 (satu) penyetoeamg jaminan
penawaran lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) lgaatau paket barang
yang ditawar.

Pasal 31 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Peturirelaksanaan

Lelang :

a. Uang jaminan penawaran lelang dengan jumlah pabagyak Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat digatorsecara langsung
kepada Bendahara Penerimaan KPKNL, Pejabat Lelates K, Balai
Lelang atau Pejabat Lelang kelas Il paling lamakab lelang dimulai;

b. Lelang dengan uang jaminan penawaran lelang diRya20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) harus disetorkan melallkieneng Bendahara
Penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang atau rekgrkhusus atas
nama jabatan Pejabat Lelang kelas Il paling lam@atu) hari kerja
sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektifredaing tersebut.

2 |pid.
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Pasal 32 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Peturirelaksanaan
Lelang, besarnya uang jaminan penawaran lelangntdkan oleh
penjual/pemilik barang paling sedikit 20% (dua pupersen) dari nilai limit
dan paling banyak sama dengan nilai limit.

Pasal 32 tersebut menegaskan jumlah uang jaminaawpaean lelang
minimal yang harus disetorkan yaitu 20% dari rilait dan paling banyak sama
dengan nilai limit. Nilai limit adalah nilai mininhébarang yang dilelang dan
ditetapkan oleh penjual / pemilik barang untuk daiadalam suatu pelelangan.
Penjual menentukan harga limit barang yang akaeladity secara tertulis untuk
masing-masing barang atau paket barang yang akalardj kepada Pejabat
Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai. Pednjuapemilik barang
menetapkan nilai limit berdasarkan penilaian olednili yaitu pihak yang
melakukan penilaian secara independen berdasadtapéiensi yang dimilikinya
dan berdasarkan penaksiran oleh Penaksir / TimkBenaitu merupakan pihak
yang berasal dari instansi atau perusahaan peygumg melakukan penaksiran
berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabd@masuk kurator untuk
benda seni dan benda antic / kuno. Misalnya, bayang dilelang berupa barang
tidak bergerak yaitu apartemen yang oleh tim pedaa tim penaksir dinilai dan
ditaksir seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat milggpiah). Besarnya uang
jaminan penawaran lelang adalah minimal atau pa@aikit 20 % dari nilai limit
dan paling banyak sama dengan nilai limit. Sehinggdnitungan besarnya uang
jaminan penawaran lelang terhadap apartemen tdrsetsesar : 20 % x Rp.
4.000.000.000,- = Rp. 800.000.000,- Jadi palimtik#eRp. 800.000.000,- hingga
paling tinggi Rp. 4.000.000.000,-

Nilai limit bersifat tidak rahasia. Untuk lelang sa&kusi, lelang non
eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarek lzdigang tidak bergerak, nilai
limit harus dicantumkan dalam pengumuman lelanglaBgkan untuk lelang
kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertanréa delang non eksekusi
sukarela barang bergerak, nilai limit dapat tidedadtumkan dalam pengumuman

lelang.
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Dalam persyaratan kewajiban bagi penawar untuk eterkan uang
jaminan dalam jumlah tertentu tersebut, juga diteah ketentuan-ketentuan

tentang uang jaminan, yaitu;

Pasal 33 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petkirjelaksanaan

Lelang :

a. Uang jaminan penawaran lelang yang telah disetoridsembalikan
seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelargytydak disahkan
sebagai pembeli.

b. Pengembalian uang jaminan penawaran lelang padin@ |1 (satu)
hari kerja sejak permintaan pengembalian dari pe$slang diterima.

c. Permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pyafa (2)
disertai penyerahan asli bukti setor dan fotokaj@ntitas dengan
menunjukkan aslinya serta dokumen pendukung lainnya

d. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelamy ydisahkan
sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pennasluruh
kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang.

Pasal 34 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petirijelaksanaan

Lelang :

a. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi dan lelang neekeki wajib,
jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaralanig sesuai
ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaramdetlisetorkan
seluruhnya ke kas negara dalam waktu 1 (satu) Keaja setelah
pembatalan penunjukan pembeli oleh Pejabat Lelang.

b. Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang
diselenggarakan oleh KPKNL, jika pembeli tidak nmelsi kewajiban
pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestaaig gaminan
penawaran lelang disetorkan sebesar 50% (lima padusen) ke kas
negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah p&atdan penunjukan
pembeli oleh Pejabat Lelang dan sebesar 50% (linl@hppersen)
menjadi milik pemilik barang.

c. Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang
diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerjasama dengejabat
Lelang kelas I, jika pembeli tidak melunasi kewajibpembayaran
lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang janpeaawaran lelang
disetorkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke legmra dalam
waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan petanj pembeli oleh
Pejabat Lelang dan sebesar 50% (lima puluh persemjadi milik
pemilik barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesdpak antara
pemilik barang dan Balai Lelang.

d. Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan Béddi Lelang
bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas Il, jikenbed tidak
melunasi  kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentu
(wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang memdi# pemilik
barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakataaraamemilik
barang dan Balai Lelang.
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e. Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan &djatang Kelas
I, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayatalang sesuai
ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawarangeimenjadi
milik pemilik barang dan/atau Pejabat Lelang kelds sesuai
kesepakatan antara pemilik barang dan Pejabat d &klas II.

1.8. Persiapan dan Tempat Pelaksanaan Lelang

Persiapan dan Tempat Pelaksanaan Lelang diatund@éesal 10, 11, 12,
16, 17, 18, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuahgmanor 93/PMK.06/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Penjual yang bermaksud melakukan penjualan seekmagl mengajukan
surat permohonan lelang secara tertulis kepada HPEKtdu Pemimpin Balai
Lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelaDglam hal lelang
sebagaimana dimaksud berupa Lelang Eksekusi Pamtisan Piutang Negara,
surat permohonan diajukan dalam bentuk Nota Dimhels Kepala Seksi Piutang
Negara KPKNL kepada Kepala KPKNL.

Surat permohonan kepada Pemimpin Balai Lelang séipaga dimaksud
diteruskan kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan wjald pelaksanaan
lelangnya. KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas Il akd boleh menolak
permohonan lelang yang diajukan kepadanya separgakgmen persyaratan
lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalithgels dan objek lelang®
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permamdetang dan dokumen
persyaratan lelang diatur dengan Peraturan Dirdienderal.

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadsgb&ahan barang
dokumen persyaratan lelang dan penggunaan JasaglLelah Balai Lelang,
Penjual bertanggung jawab atas tuntutan gantitexgadap kerugian yang timbul
karena ketidak absahan barang, dokumen persydeddag dan penggunaan Jasa
Lelang oleh Balai Lelang. Dalam hal yang dilelangramg bergerak,
Penjual/Pemilik Barang wajib menguasai fisik barabgrgerak yang akan

dilelang?®

?’ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangandi®3/PMK.06/20106 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.
% Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan NomoP9B.06/20106 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.
» Lihat Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan NomoP9B.06/20106 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.
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Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syaratasylatang tambahan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan gsrgrundangan yang
berlaku, antara laif

a. Jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat,efitesecara fisik

barang yang akan dilelang;

b. Jangka waktu pengambilan barang pembeli; dan/atau

c. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lealndusehmelaksanaan

lelang(aanwijzing).

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dilampirkamdalaat permohonan
lelang, yaitu sebagai berik@ft:

(1) Penjual/Pemilik barang wajib memperlihatkan ataunyeeahkan asli
dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang palintb& 1 (satu) hari
kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelargglgksi yang menurut
peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanaileskipun asli
dokumen kepemilikannya tiak dikuasai Penjual.

(2) Dalam hal Penjual/Pemilik barang menyerahkan asbkuthen
kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)deePajabat Lelang,
Pejabat Lelang wajib memperlihatkan kepada Pesebi&ang
sebelum/pada saat lelang dimulai.

(3) Dalam hal Penjual/Pemilik barang tidak menyerahlesti dokumen
kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)deePajabat Lelang,
Penjual wajib memperlihatkan kepada Peserta Letamiglum/pada saat
lelang dimulai.

Tempat pelaksanaan lelang harus di wilayah kerjgMlPatau di wilayah
jabatan Pejabat Lelang Kelas Il tempat barang laefBeimpat pelaksanaan lelang
ditetapkan oleh kepala KPKNL atau Pejabat Lelanda¥édl. Pengecualian
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud hanya dhlséiukan setelah

mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenaugak ditentukan lain oleh

* Lihat Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangamdi®3/PMK.06/20106 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

* Lihat Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan NomoiPMIB.06/20106 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.
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peraturan perundang-undangan. Persetujuan sebagaidirmaksud dikeluarkan
oleh:
a. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk baramg yeerada diluar wilayah
Republik Indonesia;
b. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk utbakang yang berada dalam
wilayah antar Kantor Wilayah DJKN; atau
c. Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat untuk baranggy®erada dalam
wilayah Kantor Wilayah DJKN setempat.
Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atamgbawng berada
diluar wilayah kerja KPKNL atau diluar wilayah jdba Pejabat Lelang Kelas I
diajukan oleh Penjual dan ditujukan kepada Pejadeebut diatas. Terhadap
Lelang Eksekusi, KPKNL mensyaratkan kepada Penjurlk menggunakan

tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleiiNDJ

1.9. Pelaksanaan Lelang

Sebagaimana diketahui pelaksanaan lelang harusumedsbagai tahapan
dan harus dipenuhi oleh Pejabat Lelang, penjualpumawleh peserta lelang.
Keberhasilan suatu pelaksanaan lelang sangatukismkolaborasi antara Pejabat
Lelang dan penjual. Lelang telah diatur dalsiendu Reglemerdan peraturan
pelaksanaanya, sehingga diharapkaie of the gamelelang benar-benar
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada yaowm, sehingga tujuan
utama penjualan secara lelang untuk menciptakagahgang optimal dapat

dicapai dalam setiap pelaksanaan lelang.
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Prosedur lelang secara umum tergambar dalam skezbaga
berikut?2

Penjual
t ot

5¢c 1b |a
| 1 _+

Ll ¢ ->
KPKAL Kas Negara
| 5a 50
| R/
3 >
{
eteflo lelang Rekening KPKAL

Keterangan :

Persiapan lelang (1a, 1b, 2, 3)

1l.a. Penjual mengajukan permohonan lelang kelkBR#aNL
Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang setemtalis
kepada KPKNL di tempat benda tersebut berada disdgngan
dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenigyi®ja.

1. b. Kepala KPKNL menetapkan jadwal lelang.
Apabila dokumen persyaratan lelang telah memenydnias maka
Kepala KPKNL menetapkan tempat, tanggal dan walany.
Penjual berhak mengusulkan tempat dan waktu lel®egetapan
hari dan tanggal lelang memperhatikan jadwal daPKKL dan
keinginan penjual.

32 BPPK,Op.Cit, hal. 50.
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2)

3)

a7

Pengumuman lelang oleh penjual

Pada prinsipnya, pengumuman lelang harus dilakukelalui surat
kabar harian yang terbit di Kota / Kabupaten tenpmiang berada.
Dalam hal tidak ada surat kabar harian, maka peogwan lelang
diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit @tiak Kabupaten
terdekat atau di Ibukota Provinsi atau lbukota Negian beredar di
wilayah kerja KPKNL tempat barang akan dilelangjaBe mungkin

pengumuman lelang tersebut dimuat di surat kabararhayang

memiliki peredaran luas dan diperkirakan dibac& @kdangan bisnis.

Peminat menyetor uang jaminan sesuai yang tercandafam

pengumuman lelang.

Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap pedwatas menyetor
uang jaminan penawaran lelang.

Pelaksanaan Lelang

4)

Pelaksanaan Lelang

Penawaran lelang dilakukan oleh peserta lelangkatasanya pada
saat pelaksanaan lelang. Cara penawaran lelang diapalkan secara
tertulis oleh penjual kepada Kepala Kantor Lelangbetum
pengumuman lelang. Dalam hal penjual tidak mendgasulcara
penawaran lelang, Kepala Kantor Lelang menentukaa penawaran
lelang. Penjual tidak diperkenankan mengusulkaa panawaran lisan
untuk sebagian barang dan cara penawaran tertotisk Lsebagian
barang lainnya dalam satu pelaksanaan lelang. Hegawaran yang
telah disampaikan oleh peserta lelang dan dicétat Bejabat Lelang,
tidak dapat dibatalkan oleh peserta lelang yangdmgkutan. Dalam
hal pelaksanaan lelang dilakukan secara tertulisatspenawaran
dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimasukkan kkéak
transparan.

Dalam penawaran tertulis, apabila tidak mencapagahdimit,
maka biasanya penawaran dilanjutkan dengan penawsaa. Namun
demikian, tidak setiap kegagalan dalam penawardulitelangsung
dapat dilanjutkan seketika dengan penawaran terbegara lisan. Hal
ini tergantung pada syarat lelang yang ditetapkieh penjual. Jika
syarat lelang tidak menetapkan bahwa penawaramliserakan
dilanjutkan dengan penawaran lisan apabila belumcamai harga
limit, maka penawaran tertulis tidak boleh dilakan dengan
penawaran lisan. Namun, apabila memang penjual nesigki
penawaran tertulis dilanjutkan dengan penawaram limmaka penjual
dapat saja menambah syarat tersebut dalam syarait-dglang yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Penawar yang tertinggi dan telah mencapai ataumpalai nilai
limit disahkan sebagai pemenang lelang / pembddjaldat lelang
membuat Minuta Risalah Lelang dan melakukan tindadministrasi
yang berkaitan dengan proses pembayaran / pundpataya lelang,
Bea Lelang, PPh Final, BPHTB dan pungutan sah yainsesuali
dengan ketentuan yang berlaku.
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Untuk pelaksanaan lelang yang tidak ada penawaliagatakan
oleh Pejabat Lelang sebagai Lelang Tidak Ada Perseawdan Pejabat
Lelang membuat Risalah Lelang Tidak Ada PenawaBmtdangkan
untuk lelang yang harga penawaran tertinggi beluemgapai harga
limit, dinyatakan sebagai lelang ditahan dan Pejabang membuat
Risalah Lelang ditahan.

Purna Lelang (5a, 5b, 5c¢)

5.a. Peserta lelang yang disahkan sebpgmenang lelang, wajib
membayar harga lelang dan pungutan lain sesuai tupana
perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran haetgngl
dilakukan secara tunaidashatau cek / giro paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali npatddispensasi
pembayaran harga lelang secara tertulis dari Qirekénderal atas
nama Menteri Keuangan.

5.b. KPKNL menyerahkan kutipan Risalah Lglasebagai akta jual
beli untuk balik nama, kuitansi atau tanda buktmpayaran serta
dokumen kepemilikan barang yang dilelang kepadaepamg lelang.

5.c. KPKNL menyetor hasil bersih lelang kepgsEmohon lelang dan
menyetor Bea Lelang sebagai PNBP dan PPh final gagba
penerimaan negara (dalam hal objek lelang berupdabéetap) ke
Kas Negara.

Pelaksanaan lelang atas barang rampasan sebelpenriyanendapat izin
yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri, Kepala Kegaks Tinggi, dan Jaksa
Agung Muda, sehingga menerbitkan Keputusan lIzirah@lBarang Rampasan.
Permohonan izin tersebut diberikan Kajari atau Kgoa selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari dan Kajati memberikan keputusan apakatang rampasan diberikan
izin dijual lelang atau tidak. Permohonan izin untmenjual lelang barang
rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-gangt berkaitan dengan
pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut, igepenan Putusan Pengadilan
yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telatyatakan dirampas
untuk Negara, pertelaan yang jelas dari barang asarp yang akan dilelang
tersebut dalam satu daftar, kondisi dari barangpesman tersebut, dan perkiraan
harga dasar atau harga limit yang wajar dari Irsstgang berwenang didasarkan
pada kondisi barang rampasan yang telah ditetaplkdmahlinya dan dilakukan

secara tertulis.
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Prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan yiahkgkdin oleh pihak
Kejaksaan yaitu Kejaksaan Negeri, Kepala Kejakstaggi, dan Jaksa Agung
Muda adalah sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Keputusan Izin Lelang Barang Rasan baik yang
dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenangyetesaikan barang
rampasan maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kelgejaksaan Negeri
segera dilaksanakannya pelelangannya dengan pa@amtaantor Lelang
Negara sekarang Kantor Pelayananan Kekayaan dand-&legara (KPKNL)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Setelah diterbitkannya keputusan izin lelangeieut, maka pihak Kejaksaan
melakukan pengumuman lelang.

Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 18 PesatiMenteri Keuangan
Nomor 118 / PMK. 07 / 2005 tentang Balai Lelanggyamenyebutkan bahwa :
“ Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepadagamnaskst tentang
adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun péntelang dan
pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepemtiridy

Pengumuman lelang ini diumumkan di Harian atau @is$1Media lainnya
bahwa Kejaksaan setempat akan melakukan pelelabgeang — barang
rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.

3. Mencari dan mengumpulkan perserta lelang, ba@&gepa yang bertempat

tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupeserta yang berada di
luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasaeliet.
Terhadap barang — barang rampasan tertentu sd&@dl penangkap ikan
diusahakan agar peserta lelang harus memilikipeimangkapan ikan dan lain
sebagainya. Hal ini perlu dilakukan supaya kapdtapal tersebut jangan
sampai jatuh kepada pemilik yang berasal dariregeri.

4. Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adpegerta lelang yang
cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanpktglangan barang
rampasan dilaksanakan oleh Panitia PenyelesaiaangaRampasan oleh
pihak Kejaksaan.

Jika ada pelelangan tersebut ternyata penawaramgggrbelum mencapai
harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan tdrskbyatakan batal dan

3 Dikutip dari Tugas Peraturan Lelang, Kumpulan — Kumpulan Peraturan Lelang, him. 3.
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dibuatkan Berita Acara yang menyatakan pembatatakganaan lelang. Sepuluh
hari dari pelelangan itu pertama batal, maka pefgla atas barang rampasan
dimaksud diulang kembali, dan jika pelelangan y&edua penawaran tertinggi
juga belum mencapai harga dasar yang ditentukaka rpalelangan ini pun
dinyatakan batal yang dituangkan dalam Berita Acara

Pelelangan yang ketiga kali adalah merupakan pejala terakhir dan
diusahakan harga penawaran tertinggi yang pernatapai pelelangan
sebelumnya sebagai harga dasar.

Dalam pelelangan terakhir ini memerlukan izin. lam diberikan oleh
Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tiatgg Jaksa Agung Muda
yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.ildampolkan dalam Berita
Acara Lelang yang batal dan Risalah Lelang.

Langkah selanjutnya setelah pelaksanaan lelangdaphbarang rampasan
itu selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya yaags dilakukan oleh pihak
panitia yang menyelenggarakan lelang tersebut haaéakukan Penyetoran dan
Laporan. Hasil penjualan lelang barang rampasamupagan penerimaan hasil
dinas Kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negargadenang tunai dan hasil
penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpaofomgan bentuk apapun
harus segera di setor ke Kas Negara dalam wakt?2 jam. Penyetoran hasil
lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan jolehlelang atas nama
Bendaharawan Khusus / Penerima Kejaksaan yang rniggxgan dan
Bendaharawan Khusus / Penerima Kejaksaan yangnggagan. Apabila pada
Kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara makg hasil lelang tersebut
disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Patuk rekening Kas Negara
dan terhadap Bea Lelang dibebankan kepada penthalipgmegang lelang dan

tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

1.10. Membuat Risalah Lelang

Risalah Lelang adalah Berita Acara Lelang sebagaantimaksud dalam
Pasal 35/endu Reglementing bentuknya dapat diatur dalam Pasal 37, 3&8#dan
Vendu Reglement. Pada PasaM&ndu Reglememlinyatakan bahwa: “Dari tiap-

tiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabaangldan kuasanya, selama
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penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atayysgan harus dibuat berita acara
tersendiri”.

Istilah Risalah Lelang sinonim dengan istilah BeAicara, dan merupakan
terjemahan langsung dari istildRrocess Verbal’ dalam bahasa Belanda. Dan
menterjemahkan istilaprocess verbasendiri hingga saat ini belum ada kata yang
tepat mengenai istilah Indonesianya, dalam menggegah isiprocess verbal
tersebut’

Eksistensi penggunaan istilah-istilah ini dalamkfel sampai saat ini
tidak terdapat keseragaman diantara para pemaldi, dkeh instansi-instansi
pemerintah maupun swasta. Ada yang tetap mengguriakiah process verbal
baik dengan mengubah cara penulisannya, dan dikasudengan ejaan bahsa
Indonesia yakni “proses verbal’, ada yang mengganakrjiemahannya dengan
surat sengketa, surat pemeriksaan perkara, becisa adelang dan Risalah
Lelang®®

Penafsiran secara gramatikal, interprestasi Ridaddding adalah memori
penjelasan tertulis tentang sesuatu hal tert¥dan dalam pengertian lain
disebutkan bahwa Risalah Lelang merupakan aktatiltetfan mempunyai
kekuatan pembuktian yang semputhdalam setiap pelaksanaan lelang harus
dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dan dibuatkartabacara yang disebut
Risalah Lelang. “Risalah Lelang mempunyai akta titemlan mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurfia”.

Risalah Lelang sebagai akta otentik, hal ini dagidbat bahwa untuk
dapat dikategorikan sebagai akta otentik, makashdipenuhi persyaratan formal
sebagaimana yang diatur pada Pasal 1868 jo Pa%al HBHPerdata. Dalam
Pasal 1868 KUHPerdata disebutkan: “Suatu akta i@tesiah suatu akta yang
didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Unddimyat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu diégmgimana akta
dibuatnya”. Selanjutnya dalam Pasal 1870 KUHPerdatgatakan: ‘Suatu akta

*s. Mantayborbir dan V.J. Mantayborbir, Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan
Lelang Negara, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, him.147

* Ibid,. him.147

% Subekti Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, him.68-69.

s, Mantayborbir dan Iman Jauhari, Hukum Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa Press,
Jakarta, 2003, him.13

* Ibid,. him.13
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otentik memberikan di antara para pihak besertavadris-ahli warisnya atau

orang-orang yang mendapat hak dari mereka, su#til yang sempurna tentang

apa yang dimuat di dalamnya”.

Jika menghubungkan kekuatan pembuktian Risalah ngeldengan

tanggung jawab Pejabat Lelang, maka Pejabat Lebmmtanggung jawab atas

keotentikan Risalah Lelang karena itu dentfan:

1)

2)

Risalah Lelang mempunyai kekuatan pembuktian kaifniri

Risalah Lelang sebagai akta otentik mempunyai Kekugembuktian
lahiriah. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsurtalotentik sebagaimana
diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata menentukan balSuatu akta
otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yattgntukan oleh
Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegaggawai umum
yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dity@t Dalam
ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, maka Risalah getamiliki ketiga
unsur dari akta otentik sebagaimana dalam passlet. Risalah Lelang
diatur dalam Pasal 37, 38 dan \28ndu Reglememtan dibuat dihadapan
Pejabat Lelang selaku pejabat umum sesuai Pasdkeddu Reglement
Dan Risalah Lelang juga harus dibuat oleh Pejabatarlg yang
berwenang diwilayah hukumnya sesuai PasalvVé@ndu Reglement
Sehingga dengan demikian Pejabat Lelang bertanggangb dalam
membuat Risalah Lelang sesuai dengan bentuk Rikalahg yang diatur
pada Pasal 37, 38 dan $8ndu Reglement

Risalah Lelang mempunyai kekuatan pembuktian forrfebrmale
Bewijskracht)

Dengan Risalah Lelang telah memberikan kekuatanbpktian formal,

maka pejabat lelang bertanggung jawab untuk meBRisdlah Lelang

yang terjamin kebenaran/kepastian, tanggal leldagda tangan para
pihak dalam Risalah Lelang, identitas dari orargagryang hadir dalam
pelaksanaan lelang, vyaitu Penjual, calon peminaijed lelang.

Demikian pula tempat pelaksanaan lelang.

¥, Mantayborbir dan V.J. Mantayborbir, Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan
Lelang Negara, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, him.145-146.
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3) Risalah Lelang mempunyai kekuatan pembuktian nat@fateriele
Bewijskracht)

Keterangan yang dimuat dalam Risalah Lelang berlsébagai yang
benar, sehingga jika digunakan sebagai bukti dinpgkagadilan dianggap
cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk memimaa bukti lannya.

Selanjutnya mengenai Risalah Lelang diatur dalamat®&n Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjukk2al@aan Lelang, bahwa
“Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaandeyang dibuat oleh Pejabat
Lelang yang disempurnakan akta otentik dan mempukskuatan pembuktian
sempurna bagi para pihak”.

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barangasanpselesai, maka
pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksalang Barang Rampasan
membuat Risalah Lelang dari pelaksanaan pelelabgeang rampasan tersebut.
Adapun isi dari Risalah Lelang tersebut adalah gaidaerikut :

a. bagian kepala, yang berisikh :

- tanggal dan huruf ;

- nama kecil, nama dan tempat kedudukan juru lejagg nama kecil,
nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika pemwilakukan di
depannya.

- nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediamaanodang untuk
siapa penjualan dilakukan, dengan uraian jika daktidibuat atas
namanya sendiri, tentang kedudukannya, ia min@a#ten penjualan,
dan dalam keadaan bahwa juru lelang berdasar Pdsaharus
menyakinkan bahwa penjual berhak untuk menjual @eathya
tentang itu ;

- tempat, di mana penjualan itu dilakukan ;

- keterangan secara umum tentang sifat dari bayang dijual, tapi
dalam menunjukkan letaknya dan batasnya barangrandaidak
bergerak bukti milik mutlak harus menurut bunyi &kat katanya,

% Rochmat Soemitro. Peraturan dan Instruksi Lelang. Bandung : PT. Eresco 1987 him. 184 — 186.
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dengan menyebutkan hak dari tanah — tanah lain gdagli atasnya
dan beban yang membebani barang — barang tersebut .
b. bagian badan, yang berisikan :

- uraian dari yang dilelangkan ;

- hama, pekerjaan dari tiap pembeli, juga tempdigkeannya, jika ia
tidak berkediaman di tempat, dimana penjualan ;

- harga, yang dibrikan dengan angka ;

- dalam penjualan dilakukan sesuai dengan ayaté&etiari Pasal 9
juga dengan angka tawaran atau persetujuan haiyag yetap
mengikat nama dan pekerjaan dari penawar atau wagyetujui
harganya yang bersangkutan juga tempat kediamaiikgaia tidak
bertempat kediaman, di mana dilakukan penjualan,

c. bagian kaki, yang berisikan :

- penyebutan jumlah barang lelang yang laku, dehgamf dan angka ;

- jumlah semua, yang diberikan untuk itu, dan jumyang ditawarkan
untuk itu, semuanya dengan huruf dan angka — angka.

Sebelum Risalah Lelang ditutup dan ditandatangaaka boleh dilakuakn
pembetulan terhadap kesalahan Risalah Lelang. Relabekesalahan Risalah
Lelang berupa pencoretan, penggantian, dilakukaagse berikuf

a. Pencoretan kesalahan kata, huruf atau angka dalesalaR lelang
dilakukan dengan garis lurus tipis, sehingga yaimgrdt dapat dibaca;
dan/atau

b. Penambahan atau perubahan kata atau kalimat Risalamg ditulis
sebelah pinggir kiridari lembar Risalah Lelang athiwlis pada bagian
bawah dari bagian kaki Risalah Lelang dengan mekuembar dan garis
yang berhubungan dengan perubahan itu, apabildipemuali pinggir dari
lembar Risalah Lelang tidak mencukupi.

Mengenai pencoretan ini, maka jumlah kata, hurati a&ngka yang dicoret atau
yang ditambahkan diterangkan pada sebelah pinggnbdr Risalah Lelang,
begitupula banyaknya kata/angka yang ditambahkarub@han sesudah Risalah
Lelang ditutup dan ditandatangani tidak boleh dilkaa.

4 Lihat, Pasal 57 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang
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Penandatangan Risalah Lelang dfeh:

Pejabat Lelang pada setap lembar disebelah karem dari Risalah
Lelang, kecuali lembar yang terakhir;

Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual pada letatakhir dalam hal
lelang barang bergerak; dan

Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual dan PéKimda Pembeli
pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tiakerak.

Dalam hal Penjual tidak menghendaki menandatanB#salah Lelang

atau tidak hadir setelah Risalah Lelang ditutupalb® Lelang membuat catatan

keadaan tersebut pada bagian Kaki Risalah Lelang rdanyatakan catatan

tersebut sebagai tanda tangan Penjual. MinutadRidadlang ditandatangani oleh

Pejabat Lelang pada saat penutupan pelaksanaany.léd@KNL atau Pejabat

Lelang Kelas Il hanya dapat memperlihatkan atau begitahukan Minuta

Risalah Lelang kepada pihak yang berkepentingagslamgy dengan Risalah

Lelang, ahli warisnya atau orang yang memperoléf) kecuali ditentukan lain

oleh peraturan perundang-undangan.

Jika terdapat hal-hal penting yang diketahui shtéf&nutupan Risalah

Lelang, Pejabat Lelang harus membuat mencatat dialeinsebut pada bagian

bawah setelah kaki Minuta Risalah Lelang dan membultanggal dan

tandatangan. Hal-hal penting sebagaimana dimakstligurti:**

a.
b. Adanya Pembeli wanprestasi;

C.

d. Adanya pemberian duplikat Kutipan Risalah Lelangaggi pengganti asli

- O

g.

Adanya atau tidak adanya bantahan atas pembayarga Helang;
Adanya Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasgla4§3);

Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak;

Adanya pemberian Grosse Risalah Lelang atas peaanirRembeli;
Adanya Pembatalan Risalah Lelang berdasarkan putbs&iim yang
sudah berkekuatan hukum tetap; atau

Hal-hal lain yang akan ditetapkan kemudian oletekur Jendral.

a2 Lihat, Pasal 58 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang

* Lihat, Pasal 58 ayat (2), (3) dan (4) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang
Pelaksanaan Lelang

4 Lihat, Pasal 59 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang, selanjutnya
dalam ayat (3) dinyatakan, dalam hal Pejabat Lelang Kelas | dipindahtugaskan/meninggal dunia,
maka pencatatan dan penandatangan dilakukan oleh Kepala KPKNL.
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Minuta Risalah Lelang dibuat paling lambat 3 (tigeri kerja setelah
pelaksanaan lelang. Minuta Risalah Lelang yangailitejabat Lelang Kelas |
disimpan oleh KPKNL. Minuta Risalah Lelang yanguhib Pejabat Lelang Kelas
Il disimpan oleh yang bersangkutan. Jangka Wakimp&n Minuta Risalah
Lelang selama 30 (tiga puluh) tahun. Pihak yangkdpmentingan dapat
memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik ddinuta Risalah Lelang
dengan dibebani Bea Materai. Pihak-pihak yang Ipetkéngan sebagaimana
dimaksud meliput??

a. Pembeli dapat memperoleh Kutipan Risalah LelanggabAkta Jual Beli
untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalalange sesuai
kebutuhan;

b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untukrkap pelaksanaan
lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutyhaann

c. Superintenden (Pengawas Lelang) memperoleh SaRisalah Lelang
untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas.

Salinan/Grosse/Kutipan yang otentik dari Minuta aRil Lelang
ditandatangani, diberikan teraan cap/stempel daeridianggal pengeluaran oleh
Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Il setelah Pemlipeényerahkan bukti
pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BandBRAHTB). Grosse
Risalah Lelang yang berkepala “Demi Keadilan Beadean Tuhan Yang Maha
Esa”, dapat diberikan atas permintaan Pembeli.

Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotoddjpyta Risalah
Lelang dan/atau surat-surat yang dilekatkan padaufdi Risalah Lelang dapat
diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau hadBngan persetujuan
Superintenden (Pengawas Lelang) bagi Pejabat Lekelgs Il atau Kepala
KPKNL bagi Pejabat Lelang kelas I. Atas pengambfl@ocopy Minuta Risalah
Lelang dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksudiatdi Berita Acara

Penyerahanny®.

4 Lihat, Pasal 60 dan 61 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan
Lelang

a6 Lihat, Pasal 63 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang

UNIVERSITAS INDONESIA
Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



57

Dari uraian diatas diperoleh pemahaman bahwa Rishéang dibuat
dengan prosedur pembuatan suatu akta yaitu dihadBpgabat Lelang dari
KPKNL yang telah mendapat izin dari Menteri Keuamgi wilayah hukumnya,
sehingga dengan demikian Risalah Lelang adalahpakam akta otentik, yang
berguna untuk: bagi Penjual, sebagai bukti bahwguBk telah melaksanakan
penjualan sesuai prosedur lelang, bagi Peminattdeselang sebagai bukti
pembelian, dan bagi pihak ketiga, misalnya Kantentdhahan, merupakan dasar
hukum untuk balik nama atas tanah, dan bagi Samsatpakan dasar hukum
untuk balik nama atas kendaraan bermotor, demjkiga bagi administrasi lelang
sendiri adalah sebagai dasar perhitungan Bea LelamgUang Miskin serta

pertanggungjawaban lelang (pengawasan pelaksaesaatu@n lelang)

2. Kepolisian Republik Indonesia

2.1. Latar belakang

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari RiBtanggal 1 April
1999, sebagai bagian dari proses reformasi hardgi@mdang dan disikapi secara
arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebamali negara yang
profesional dan dekat dengan masyarakat, menujubpban tata kehidupan
nasional kearah masyarakat madani yang demokratngn, tertib, adil dan
sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah kimdenjadikan institusi yang
tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, natetepp dalam kerangka ketata
negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Repmbldnesia yang utuh
termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah semrgan Undang-undang
No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undangng No.25 tahun
1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusdaeaah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selagputdisingkat Polri
adalah alat negara yang berperan dalam memeliteamdnan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikamgamgan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkaibemaelya keamanan dalam

negeri*’

* Lihat, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2009
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Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciniversal yang dapat
ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik secfanagsi atau organ. Pada dasarnya
polisi lahir bersama rakyat untuk menjaga sisteapakuhan (konformitas)
anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar waaggarakat itu sendiri
terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingayimpangan perilaku dan
perilaku kriminal dari warga masyarakat. Ketika yeaakat sepakat untuk hidup
didalam suatu Negara, pada saat itulah polisi dikesebagai lembaga formal
yang disepakati untuk bertindak sebagai pelinddag penjaga ketertiban dan
keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fusgherheitspolitizei”.
Kehadiran polisi sebagai  organisasi sipil yang edipnjatai agar dapat
memberikan efek pematuhéenforcing effectf®

Semua Negara di dunia ini selalu memiliki apasatdgaraan yang disebut
polisi. Bentuk dan namanya dapat bermacam-macartuaan tugasnya pun
dapat bermacam-macam. Namun pada teori dasarfigaifpomempunyai tugas
menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.sTiigalalu diperinci
dalam tugas yang bersifat prevensi atau pencegaddwaryang bersifatepresif
atau penindakan pelanggaran hukum. Keduanya dianaklkpada kehidupan
masyarakat yang tertib agar dapat mewujudkan ddtatenteraman dalam
bekerja. Di Indonesia pola tindak itu dijadikan st#flah Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau disingkat Polri dengan rsemy Polri pada hakikatnya
bertugas mewujudkan masyarakat yang Tata, Tentéartg, Raharj&’

Polisi merupakan salah satu pilar yang pentingisiPadalah hukum yang
hidup. Melalui polisi ini janji janji dan tujuan juan untuk mengamankan dan
melindungi masyarakat menjadi kenyatddrKita dapat melihat pada era
reformasi telah melahirkan paradigma baru dalanerssg tatanan kehidupan
bermasyrakat, berbangsa dan bernegara yang adanglsmemuat koreksi
terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearatanatadonesia baru yang
lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lapesnasi hukum, Hak Azasi

Manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilfasg diterapkan dalam

“® Dr. bibit samad Rianto,2006, Pemikiran menuju polri yang proesional, mandiri, berwibawa dan
dicintai rakyat, Restu Agung, Jakarta,him.36

* Jend. Pol (purn) Drs. Kunarto, 1997 HAM dan POLRI, Cipta manunggal, Jakarta him. 1

* Drs. DPM. Sitompul, 1985,Hukum kepolisian Indonesia, Tarsito, Bandung him. 133
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praktek  penyelenggaran pemerintahan negara termagiialamnya
penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Pengidentifikasian polisi sebagai birokrasi kohtrsosial memang
memberi deskripsi mengenai polisi itu. Polisi sekaga kita lihat tidak hanya
menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga bexn pelayanan dan
interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalmdékan-tindakannya. Dengan
kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasetert menjadi lebih lengkaplah
bahwa polisi mewujudkan janji-janji hukum.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketentibsyarakat serta
pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugak polisi sebagai profesi
mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada ssgalitas, undang-undang yang
berlaku dan Hak Azasi Manusia. Atau dengan kata ferus bertindak secara
profesional dan memegang kode etik secara ketatkeéaas, sehingga tidak
terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat

Perilaku polisi adalah wajah hukum sehari-hari. Bijgakita menyadari
bahwa polisi merupakan ujung tombak penegakan huk@mg berarti bahwa
polisi yang secara langsung berhadapan dengan ra&ayadan khususnya,
pelanggar hukum dalam usaha menegakkan hukum. Belegaikian, bagaimana
perilaku polisi dengan cara-cara kotor dan korupakan secara otomatis
masyarakat pun memandang hukum sebagai sesuatkgtorgdan korup, juga
andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, makgalwaukumpun akan
dipandang baik. Karena itu, pandangan masyaraiktedrig polisi akan membawa
implikasi pada pandangan mereka terhadap hukumerfpek Kepolisian yang
tertanam kedalam masyarakat dapat kita lihat baayanstruktur sosial, kultural
dan ideologis telah menentukan pemberian tempatadeeppolisi dalam
masyarakatnya, bagaimana ia diterima oleh masyard&a bagaimana ia harus
bekerja.

Pergeseran serta perubahan dalam fungsi yang tigalaskan oleh suatu
badan dalam masyarakat merupakan hal yang biadayafng agak istimewa
adalah bahwa kita sekarang hidup dalam dunia dasyamakat yang sedang
mengalami perubahan yang sangat intensif dibandmglengan waktu- waktu

yang lalu. Pekerjaan polisi yang berhadapan larggsdengan masyarakat itu
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berkualitas penuh, sehingga tidak hanya bisa dikatabahwa mereka berhadapan
dengan rakyat, melainkan lebih dari itu beradandiéd tengah rakyat. Polisi juga
disebut-sebut sebagai melakukan jenis pekerjaarg yi@gek sederhana, yaitu

melakukan pembinaan dan sekaligus pendisiplinanyanakat. kedua-duanya

memiliki ciri-ciri yang beda sekali.

Profesionalisme polisi dapat tumbuh melalui penatghk standar profesi
yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan dadeurm serta prilaku sesuai
dengan hukum yang dicetuskan mulai dari sisteecruitmen and training”
kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pgahgan dan teknologi.
Dewasa ini, usaha Polri mengembangkan profesonatiganterus diperjuangkan.
Usaha-usaha itu terus dilakukan antara lain dengéan mengikutsertakan
anggotanya kedalam berbagai kegiatan-kegiatanyairyang dapat menunjang
peningkatan kualitas kerja dan profesionalismeiPolr

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta pengglekaatan
Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukpatpksanaan tugas dan
tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamdalam negeri. Tugas
dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan aasan kepada negara,
masyarakat, harta benda dari tindakan kriminaldas bencana alam. Upaya
melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakanbaigan-perubahan
melalui tiga aspek yaitu:

1. Aspek Struktural
Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalanat&enegaraan,
organisasi, susunan dan kedudukan;

2. Aspek Instrumental
Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrikkewenangan, kompetensi,
kemampuan fungsi dan Iptek.

3. Aspek Kultural
Adalah muara dari perubahan aspek struktural datrumental, nkarena
semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayaRalri kepada
masyarakat, perubahan meliputi perubahan mangjesislem rekrutmen,
sistem pendidikan, sistem material fasilitas daa,ja&istem anggaran, sistem

operasional.
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Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, makadRaini terus melakukan
perubahan dan penataan baik di bidang pembinaampunaaperasional serta

pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi

2.2.  Tujuan Kepolisian

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Pasal 1 ayat (1)PanakKepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tujpenggunaan kekuatan
dalam tindakan kepolisian adalah:

a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakakupkejahatan atau
tersangka yang sedang berupaya atau sedang matakuidakan yang
bertentangan dengan hukum;

b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka Reeladiri atau melakukan
tindakan yang membahayakan anggota Polri atau medsya

c. melindungi diri atau masyarakat dari ancamarbysan atau perbuatan
pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat merkarbulka parah atau
mematikan; atau

d. melindungi kehormatan kesusilaan atau hartaddediri sendiri atau
masyarakat dari serangan yang melawan hak danfaengancam jiwa

manusia.

2.3. Fungsi,Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian
Di dalam undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentagygpksian Negara
Republik Indonesia, fungsi dari kepolisian diatadp pasal 2 yang berisi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pertetan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakahegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaana&sy’

Pelaksanaan fungsi Kepolisian ini diemban oleh HKsjam Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh :
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a. Kepolisian khusus
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

c. Bentuk bentuk pengamanan swakarsa.

Secara universal, tugas POLRI pada hakekatnya radalayaitu tugas
preventif dan tugas represif. Tugas preventif ddaltugas terbatas,
kewenangannya dibatasi oleh KUHAP, sehingga asabassifat legalitas yang

berarti semua tindakannyan harus berdasarkan hetkum.

Pelaksanaan tugas preventif itu dapat dibagi dalaenkelompok besar.
Pencegahan yang bersifat fisik dilakukan dengan aénijgegiatan pokok,
mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWAISgrta pencegahan
yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan t@ggenyuluhan, pembinaan,
arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan raagyaang sadar dan taat
hukum serta mempunyai daya cegah-tangkal atas d&ejah Dalam hal hal
tertentu melakukan tugas preventif itu harus dikakudengan keras. Tindakan ini

yang disebut diskresf.

Sedangkan tugas preventif adalah tugas yang luagihdanpa batas
dirumuskan dengan kata kata berbuat apa saja lagi@hkeamanan terpelihara
dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan begiada tugas ini yang

digunakan adalah asas oportunitas, utilitas das lessajibarr?

Dimasa sekarang, di masa universalisasi HAM, tiadakolisi dalam
menegakkan hukum itu, telah dipagari dengan kd&t asas asas HAM, yang
tertuang dalam KUHAP, dari mulai tindakan penyédi, penggerebekan,

penangkapan, penyidikan ivestigasi sampai peraujtatf

Didalam Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 mencardaonintang tugas
pokok kepolisian yang tertera pada Pasal 13 yarigibe

>! Jend. Pol. (purn) Drs. Kunarto MBA, Perilaku Organisasi Polri, 2001, cipta manunggal, Jakarta,
him 109.

*? Ibid, him 109.

> Ibid, him 109.

** Ibid, him 110.
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“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesialah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pedayk@pada masyarakat.”

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaksimadalam Pasal 13,

Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalapatiani terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamiméean, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakattgp hukum dan
peraturan perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaanstedrhadap kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentektbk pengamanan swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setimglak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundelzgigan lainnya;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokterapolisian, laboratorium
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingageas kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, arakgat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencamageik memberikan bantuan
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasusia;

j.  Melayani kepentingan warga masyarakat untuk semees&belum ditangani oleh
instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuaim&egantingannya dalam
lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tlagasesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimarakslich dalam ayat (1) huruf f
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, lstoolimempunyai
wewenang. Hal ini diatur pada Pasal 15 dan 16 Ugdadang Nomor 2 Tahun 2002
yang berisi:

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaidiareksud dalam Pasal 13
dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia segamam berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
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Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakang dapat
mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit meisata

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecadtu mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup é@amgan administratif
kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagiatindidkan kepolisian dalam
rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya sertamogret seseorang;

Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangag giperlukan dalam rangka
pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang darkspaekan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatagyarakat;

. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk senaewttu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuaigdenperaturan perundang-
undangan lainnya

berwenang :

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaiannuman kegiatan
masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi keadarbermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjathaman peledak, dan
senjata tajam;

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawteshadap badan usaha
di bidang jasa pengamanan;

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih apaegdtisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang tekrubskep;

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negaralkaon menyidik dan
memberantas kejahatan internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadapg asing yang berada
di wilayah Indonesia dengan koordinasi instangitier

J.  Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam orgasi kepolisian
internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dataykup tugas kepolisian.
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(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimaraksiich dalam ayat (2) huruf a

dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Penadrint

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaidiareksud dalam Pasal 13

dan 14 bidang proses pidana, Kepolisian Negara Itigpindonesia berwenang

untuk :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledalmepedgitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukiatkejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyiditndalagka penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menaagaerta memeriksa tanda
pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa saldiagsangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgaonya dengan
pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j.  Mengajukan permintaan secara langsung kepada p@jaigeasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalamdaacendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang ysanggla melakukan
tindak pidana;

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepadaigéngegawai negeri sipil
serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawgenesipil untuk diserahkan
kepada penuntut umum; dan

[.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begiamg jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam &lathgruf | adalah tindakan

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jike@menuhi syarat sebagai

berikut:

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskdakan tersebut
dilakukan;

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam linggapabatannya;

Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yamgksa; dan

e. Menghormati hak asasi manusia.

o

Untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Repubtiknesia (Polri)
di wilayah provinsi DKI Jakarta, maka dibentuk Kép@an Negara Republik

Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya ataingkat Polda Metro Jaya.
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Penggunaan kata Metropolitan didasarkan atas kataarth sebagai kota
metropolitan dan ibukota Negara Republik Indonest®hingga penamaan
kepolisian di wilayah DKI Jakarta mulai dari tingkgolda, Polres sampai Polsek

menggunakan kata Metro.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Poidajupakan satuan
pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawalolKaPolda bertugas
menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilagaliPolda dipimpin oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daer@apolda), yang
bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibanteh owakil Kapolda
(Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Bldpundonesia Resor
(Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A danélp. Tipe A dipimpin seorang
perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (ljes@dangkan Tipe B dipimpin
perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Bnpje Setiap Polda menjaga

keamanan sebuah Provinsi.

Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Ind@n&ektor. Untuk
kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Ré&sma Besar. Polres memiliki
satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknyaaRalan dipimpin oleh seorang
Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) ataunAomisaris Besar Polisi
(untuk Polres). Setiap Polres menjaga keamanan akeli{ptamadya atau

Kabupaten.

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajlomisaris Besar
Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) adfamisaris Polisi
(Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Poldarga, Polsek atau Polsekta
dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris iBioftipe rural). Di sejumlah
daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin algsektur Dua Polisi. Setiap

Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Dadradida) memiliki

sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayamimelindungi, yaitu:
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. Direktorat Reserse Kriminal, yang membawabhi unit:

= Subdit Kriminal Umum

= Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)

= Subdit Remaja Anak dan Wanita

= Unit Inafis(Indonesia Automatic Finger Print Identification ssgm) /

Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

= Subdit Tindak Pidana Korupsi
= Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
= Subdit Cyber Crime

. Direktorat Reserse Narkoba

= Subdit Narkotika
= Subdit Psikotropika

. Direktorat Intelijen dan Keamanan

. Direktorat Lalu Lintas

= Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)

= Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)

= Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)

= Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
= Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)

= Subdit Patroli Jalan Raya (PR

. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu BMdra)

= Direktorat Sabhara
= Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)

= Direktorat Polisi Air (Polair)
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= Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)

7. Biro Operasi

Biro SDM

= Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik)
= Bidang Keuangan

= Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)

= Bidang Hukum

= Bidang Hubungan Masyarakat

= Bidang Kedokteran Kesehatan

Dalam hal ini peneliti memilih Polres Bekasi sebafpahan untuk
melakukan penelitian, khususnya dalam lelang banamgpasan dari Polres
Bekasi. Tahun 1997 berdasarkan Keputusan KapolriPidb Kep/06/VII/1997
tangal 10 Juli 1997 jumlah Polsek di Polres Bekestambah lagi menjadi 22.
Setelah terjadi pemekaran wilayah Polres Bekadatgr dua, antara Polres
Kabupaten Bekasi dan Polresta Bekasi Kota.

Kini Polres Kota Bekasi Kota memiliki 7 Polsek, yakPolsek Bekasi
Kota, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi BarekaBi Timur, Pondokgede, dan
Bantargebang dimana jumlah Personelnya 1674 (S&mnlamn Ratus Tujuh Puluh
Empat) anggota sedangkan untuk jumlah anggotaldimdRolresta Bekasi Kota
sendiri berjumlah kurang lebih 800 (Delapan Rataisjgota kepolisian yang
terdiri atas Kapolres Kota Bekasi Kota, Waka Po&r&ekasi Kota, dan beberapa
pejabat utama lainnya setingkat kasat. Sedangkggota Satuan Reskrim atau
Reserse Criminal berjumlah 102 (seratus dua) aadgegolisian yang terdiri atas
unit 1 s/d 6 dengan perincian unit: 1. JATANRAS&katan dan kekerasan), 2.
HARBANG (Harta dan Bangunan), 3. RANMOR (Pencurid#endaraan
Bermotor), 4. KAMNEG (Keamanan Negara), 5. PPA [[Reungan Perempuan
dan Anak) dan 6. KRIMSUS (Kriminal Khusus). Semeat®olres Kabupaten
Bekasi memiliki Polsek Babelan, Tarumajaya, Tami&aty, Cibitung, Cikarang,
Cibarusah, Lemahabang, Pebayuran, Sukatani, Calagigh Serang,
Kedungwaringin, Tambelang, Muaragembong, dan Jatias
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Sebagai salah satu wilayah penyangga ibukota daketkasi memiliki
cukup banyak kompleks perumahan. Di Kecamatan Bé&kasa misalnya ada 19
unit, Bekasi Selatan 21 unit, Bekasi Timur 16 uBiekasi Barat 7 unit, Bantar
Gebang 6 unit, Jatiasih 17 unit, dan Pondok Gede#t5

Kabupaten Bekasi di samping sebagai wilayah Pemtad@am Daerah
Propinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu abilgyenyangga lbukota
Jakarta. Sehingga kompleksitas permasalahan sa@sigl timbul di masyarakat
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugasiskapalalam memelihara,
menjaga serta menjamin keamanan dan ketertiban ameksyt dari berbagai
bentuk gangguan kamtibmas yang semakin kompleksseagara kualitas maupun
kuantitas. Polres Bekasi selaku institusi Polradaimengemban fungsi keamanan
dan ketertiban, dituntut untuk dapat menjamin ténpeanya situasi dan kondisi
kamtibmas mantap. Dengan cara memberikan perlimiyngengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat serta penegakan sspherkam dan HAM.

Luas wilayah Kabupaten Bekasi mencapai 1.273,88 Kta@ 127.388 ha.
Di utara berbatasan dengan Laut Jawa, di baratatleKgta Bekasi dan Jakarta
Utara, di selatan dengan Kabupaten Bogor, dan ndurtidengan Kabupaten
Karawang. Kecamatan yang berada di wilayah KabupBgkasi tersebut ialah
Kecamatan Setu, Serang Baru, Cikarang Selatan,rafigaPusat, Cikarang
Timur, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cibarusah,ojoBgmangu,
Kedungwaringin, Karang Bahagia, Kecamatan CibituAiggmbun Selatan,
Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Sukawangi, Thmbe Sukatani,
Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, dan Muaraggmbon

Perkembangan, pertumbuhan kawasan industri, daukperan baru di
Kabupaten Bekasi dinilai cukup pesat, terutama yaita Cibitung, Cikarang,
Serang dan Lemahabang. Akibatnya, terjadinya pangan lahan
pertanian/sawah sebagai dampak berkembang pesdtay@san tersebut,
sehingga tidak jarang terjadi kasus persengketaaaiht Saat ini perkembangan
Ibukota Kabupaten Bekasi yang berlokasi di wilayadrbatasan Kecamatan
Serang dan Lemahabang dengan lahan selud® Ha akan mengurangi lahan

pertanian yang ada selama ini karena akan berulmtjach sarana perkotaan.

UNIVERSITAS INDONESIA
Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



70

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 1.866/g44. .Dengan
kepadatan wilayah rata-rata sebesar 1.290 jiwa/km2.

Meski memiliki 23 kecamatan namun wilayah hukumréoBekasi hanya
membawahi 15 polsek dan 15 pos pol, yang melipuilsék Babelan,
Tarumajaya, Tambun, Setu, Cibitung. Cikarang, Leabahg, Pebayuran,
Sukatani, Cibarusah, Cabang Bungin, Serang, KetNagngin, Tambelang, dan
Muaragembong.

Berdasar hasil wawancara Peneliti di Polresta Betesgan Brigadir.
Agung Pribadi Soegito Penyidik Pembantu Unit RANM@ncurian Kendaraan
Bermotor) Polresta Bekasi Kota jumlah personel ateytynit Ranmor berjumlah
15 Orang yang bertugas sebagai Penyidik Pembamjwuntieh 7 (Tujuh Orang)
dan 8 (delapan) anggota lainya bertugas sebagalEBU@uru Sergap) dari
keterangan Brigadir Agung Pribadi Soegito, SH, bahkejahatan pencurian
kendaraan bermotor berdasarkan data dari Polrea Bekasi dari tahun 2010
prosentaserime totalatau total kejahatan yaitu 310 kasus atau dalarseptase
20 %, namun sampai dengan tahun 2011 peningkataoupan kendaraan
bermotor mengalami peningkatanme total atau total kejahatan yaitu menjadi
340 kasus atau dalam prosentase 21,7 % yang dihitwdai dari bulan Januari
sampai dengan Desember, dengan modus menggunak&n palsu maupun
dengan kunci leter T, dan kejahatan pencurian kaadabermotor tersebut biasa
dilakukan dengan terorganisir melibatkan oknum pert&han, para pelaku
adalah sindikat jaringan antar daerah yang jumlalsangat banyak dan residivis
biasanya mengulangi perbuatannya. Pelaku tidaknssggan melukai korbannya
dan kejahatan ini sangat terorganisir yang terdari pelaku, penadah dan
lainnya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotdéakpguga banyak melakukan
kejahatan disertai dengan kekerasan sampai dengamggmnakan alat baik
Senjata Tajam (sajam), Senjata Api (senpi) paraakpelbiasa melakukan
kejahatan mulai dari pemukiman — pemukiman perumakampai dengan
perkantoran dan pusat perbelanjaan para pelakua bmaslakukan aksinya
menggunakan kendaraan bermotor berboncengan, palalikukan aksinya pada
kisaran antara Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB, 150 18.00 WIB dan 03.00

s/d 06.00 WIB, seringkali pelaku merubah modus dangara menipu para

UNIVERSITAS INDONESIA
Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



71

korban maupun melakukan penggelapan terhadap katarpara pelaku tidak
mengenal ruang dan waktu saat melakukan kejahats@biut, dengan banyaknya
para pelaku kejahatan pencurian kendaraan berndotBolres Kota Bekasi ini
dapat dilihat pada saat saya mengunjungi dan memcaxa piket SPK Polresta
Bekasi Kota, untuk satu hari masyarakat yang mekapo kehilangan
kendaraannya baik kendaraan roda dua lebih dan sa&ka apabila dihitung
secara materi kerugian masyarakat cukup besamdadtu bulan walaupun pihak
aparat Kepolisian selalu melakukan tindakan bagv@ntif maupun persuasif
untuk menekan angka kejahatan pencurian kendaraanobor tersebut, upaya-
upaya terus dilakukan oleh pihak Kepolisian nhamangypaling berperan adalah
peran masyarakat sendiri pada saat mengamankaarkentdya masing-masing,
baik dengan upaya membuatkan kunci tambahan lawtga selalu mengunci
stang dan kontak disetiap memarkirkan kendaraaratga, yang paling penting
dalam hal ini ialah ketika masyarakat sudah sallan &aukum untuk tidak ada
yang membeli kendaraan hasil kejahatan dari pdekye

Aparat Kepolisian dalam melakukan pengungkapan skasencurian
kendaraan bermotor kadang mengalami kendala, sdy@@ryaknya masyarakat
yang pada saat kehilangan kendaraannya tersebittidlaporkannya, atau saat
pelaku tertangkap dan pihak Kepolisian melakukanyjpkkan kepada barang
bukti kendaraan sepeda motor dengan melakukan pekaye identifikasi tentang
asal usul kendaraan tersebut kepada si Pemilikhsadia yang pindah alamat atau
tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan yang s&ds adentitas kendaraan
tersebut. Dengan banyaknya pengungkapan dari pibpklisian terhadap kasus
pencurian kendaraan bermotor maka kerugian yankgandiamasyarakat dapat
dikurangi dimana banyak sepeda motor yang telahendlalikan kepada
masyarakat. Setelah dilakukan penyitaan oleh pKegolisian dan saat berkas
dinyatakan P21, pihak Kepolisian berkoordinasi @engaksa untuk selanjutnya
mengirim tersangka kepada Kejaksaan untuk diajplesnuntutan. Setelah adanya
kepastian hukum terhadap pelaku, maka Jaksa memgkamu pemberitahuan
kepada masyarakat dalam kurun waktu 3 (tiga) bafzakah kendaraan tersebut
ada pemiliknya berdasarkan Pasal 273 ayat (3) KUHFP apabila dipastikan
tidak ada yang melaporkan atas kepemilikan kendataesebut, maka pihak

UNIVERSITAS INDONESIA
Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



72

kejaksaan mengajukan barang bukti itu untuk didkdia lelang ke KPKLN agar
dapat segera diselenggarakannya lelang, maka gismeliti mencoba meneliti

tentang perlidungan bagi si pemenang lelang tefhbdeang rampasan tersebut.

3. Pengertian Tentang Barang Rampasan

3.1. Pengertian

Barang rampasan itu adalah barang yang merupakdnatdu barang

bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelangbdp@aelah diputuskan

oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yetag®

Pengertian rampasan, yaitu hukuman tambahan yanmgungkinkan

pemilikan suatu barang oleh atas benda — benda dgiambki / dikuasai

atau yang berasal dari kejahatan yang telah dikuan telah dijatuhi
hukumart?

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indanmgsimor: KEP-
089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasiayatakan barang
rampasan adalah barang bukti yang berdasarkangouengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirarapagk Negara (Pasal 1).
Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengadipgsablelang melalui Kantor
Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingagafde kepentingan sosial
atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapatrglinakan lagi (Pasal 3).
Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampastambat-lambatnya
4(empat) bulan setelah putusan Pengadilan mempekalkuatan hukum tetap
(Pasal 4).

Barang rampasan yang telah diputus oleh Pengadiliimpahkan
penanganannya kepada bidang yang berwenang meaikatedarang rampasan
sesegera mungkin setelah keputusan Pengadilan mastpé&kekuatan hukum
tetap, dengan menyertakan salinan vonnis atau céxtt@nnis dan pendapat
hukum. Setelah menerima barang rampasan, bidangg yaerwenang

menyelesaikan barang rampasan mengajukan permoh&epada Kepala

> Kejaksaan Agung RIl. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta : Kejaksaan Agung RI.
1988 him. 1206.
%6 Simorangkir, J.C.T.,dkk. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika 2000 him. 126.
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Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi delesa Agung Muda yang

berwenang menyelesaikan barang rampaSan.

Barang rampasan ini apabila akan dilakukan pelalanw dilaksanakan
secara bersama, tidak dapat dilakukan secara dbargiecuali bila keadaan
terdesak seperti yang dijelaskan di dalam poinu&iSEdaran Kejaksaan Agung
Republik Indonesia Nomor : SE — 03 / B / B.5 / 8988 tentang Penyelesaian
Barang Rampasan yang menyebutkan bahwa : “ Terhaalanmg rampasan yang
termasuk dalam satu putusan Pengadilan pada pryssidak diperkenankan di
jual lelang secara terpisah — pisah, kecuali d&eataan terdesak®®

Barang rampasan yang termasuk dalam satu putusagadian tidak
diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisatu&li dalam keadaan yang
mendesak, dan harus mendapat izin untuk menjuahgaampasan yang dipisah-
pisahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepajaksaan Tinggi atau Jaksa
Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barangasenp Adapun barang
rampasan suatu putusan Pengadilan yang tidak eipankan dijual lelang secara
terpisah kecuali dalam keadaan yang mendesak;Yaitu
a. Barang sengketa dalam perkara perdata, yaitu apaailam satu Putusan

Pengadilan terdapat barang rampasan yang terkkitndperkara perdata,
sambil menunggu Putusan perdatanya dapat diajuianghonan izin untuk
dijual lelang.

b. Barang yang dituntut oleh pihak ketiga, yaitu afgaldialam satu Putusan
Pengadilan terdapat lebih dari satu barang rampasambil menunggu
penyelesaian tuntutan tersebut barang-barang rampaisnya dapat diajukan
permohonan izin untuk dijual lelang.

c. Barang yang diajukan bagi kepentingan Negara atsials yaitu:

1) Barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkaad&epalah satu

Bank. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalstnuksi Mahkamah

>’ Lihat, Pasal 5 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang
Penyelesaian Barang Rampasan

>8 Kejaksaan Agung RIl. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta : Kejaksaan Agung RI.
1988 him. 1210.

> Lihat, Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang
Penyelesaian Barang Rampasan, dan lihat juga Bagian Il Izin Lelang dan Pendapatan Umum angka
9 Surat Edaran Nomor: SE-03.B/B.5/1988 tentang penyelesaian Barang Rampasan.
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Agung R.I Nomor 01/1971 dan Surat Edaran Mahkamgihng Nomor 3
Tahun 1993, yang antara lain berbunyi: “ Barangbgrbukti yang disita
dari Bank atau yang menurut hukum yang paling Bed@dalah Bank,
supaya dikembalikan kepada Bank, kecuali Undangadgdnenentukan
lain”.

2) Barang-barang rampasan yang akan diajukan permohobagi
kepentingan Negara atau Sosial oleh Badan-baddanBisPemerintah.
Permohonan izin bagi kepentingan Negara atau Sdisjalkan bersamaan
waktunya dengan permohonan izin untuk menjual ¢plzerang rampasan
lainnya.

. Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ahl Rhsal 12

Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor. KEP-089/J.A/1@8ftaing Penyelesaian

Barang Rampasan, yaitu apabila dalam satu PutusagaBilan terdapat

diantaranya barang-barang rampasan berupa narkddikaatau elektronika

yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenisguest penerima siaran radio
dan televise dalam keadaan terpasang, bawang powiah-buah segar,
makanan dalam kaleng, kertas koran dan lain-laimg \l@erasal dari perkara
penyelundupan, penyelesaiannya tidak dijual lelatan barang-barang
tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan Agung Rulikuditentukan lebih

lanjut.

. Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu dpatdlam satu Putusan

Pengadilan terdapat barang rampasan yang akarkalajuntuk dimusnahkan,

permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaam@\&.!.

Barang rampasan yang berada diluar daerah hukunak$agn yang

bersangkutan, yaitu apabila Kejaksaan Tinggi, Ksgak Negeri, cabang

Kejaksaan negeri mempunyai barang rampasan yarapdatiluar daerah

hukumnya, maka permohonan izin lelang terhadapngarampasan lainnya

(yang berada di wilayah hukum Kejaksaan tersebupaga didahulukan.

Kecuali apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negedbang Kejaksaan

Negeri yang bersangkutan akan melelang barang-pampasan tersebut

secara bersama-sama.
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Setiap barang rampasan yang akan dijual lelang ib&ghksaan terlebih
dahulu mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Negtau &Kepala Kejaksaan
Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang mesgiign barang rampasan,
menurut harga dan barang rampasan yang dikeluadkain Instansi yang
berwenang®® Terhadap barang rampasan yang berada di wilayedirge itu
sebelum dilakukan pelelangan itu harus mendapat terlebih dahulu dari
Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di dalamty huruf d Surat Edaran
Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Peasalan Barang Rampasan, dan
apabila izin itu telah diberikan maka pelelangarhdadap barang rampasan
tersebut dapat dilaksanakan. Biasanya barang rampds wilayah perairan

tersebut digunakan untuk kepentingan Ne§ara.

3.2. Jenis — Jenis Barang Rampasan
Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputdaisa Agung Nomor
: KEP- 089 / J.A / 1988 tentang Penyelesaian BaRaigpasan di dalam
Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 disebutkan jenjenis barang
rampasan, yaitif?

1. Barang — barang rampasan vyanqg dikenakan laramgaort dan

dilarang untuk diedarkan.

Maksud kalimat di atas adalah barang — barang reampanis ini pada
saat penerimaannya itu tidak memiliki dokumen -wiokn atau surat
— surat yang lengkap atau merupakan barang selanddpnis — jenis
barang rampasan yang termasuk di dalamnya yaitlat: -a alat
elektronik, mobil, kapal dan lain sebagainya, d@&asdnya barang -
barang rampasan ini digunakan untuk kepentingarafdegfau Sosial.
2. Barang — barang rampasan yang digunakan umpéntingan Negara

atau sosial.
Maksud kalimat diatas adalah barang — barang raanpgmis ini

keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentinggarll maupun

% Lihat, Pasal 6 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang
Penyelesaian Barang Rampasan

o1 Kejaksaan Agung RIl. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta : Kejaksaan Agung RI.
1988 him. 1214,

® Ibid him. 1211 - 1219.
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sosial. Jenis — jenis barang rampasan yang termdswalamnya
antara lain seperti : motor, rumah ( dalam kasusgta ), dan lain
sebagainya.

3. Barang — barang rampasan yang dimusnahkan.

Maksud kalimat di atas adalah barang — barang rsampgnis ini
keberadaannya dapat tidak dimanfaatkan bagi keygmti Negara
maupun sosial. Jenis — jenis barang rampgsag termasuk di
dalamnya antara lain : ganja, heroin, obat — ob&darang, morfin
dan lain sebagainya.

Di dalam penyelesaian barang rampasan jenis insalakgung

Republik Indonesia bekerjasama dengan Menteri kKeaah

3.3. Proses Barang Bukti Menjadi Barang Rampasan

Barang sitaan sebagai barang bukti dapat menjadinbarampasan,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Kitab Undawogetyy Hukum Pidana,
bahwa barang kepunyaan si terhukum yang diperaagah kejahatan atau yang
dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahataat dirampas untuk negara.

Barang sitaan yang digunakan sebagai barang balktindperkara pidana,
dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika gatdaeberapa unsur yang
dipenuhi oleh Hakim untuk dapat merampas suatuniganaitu barang sitaan itu
kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatau yang dengan
sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Jadiandahal ini menurut
keterangan hasil wawancara dengan responden, bbamag sitaan itu dapat
menjadi barang rampasan, maka barang tersebutldtaroserupakan barang
kepunyaan pelaku, jadi jika barang sitaan itu waleu dipergunakan oleh
terpidana untuk melakukan tindak pidana atau mdsupéaasil dari tindak pidana
akan tetapi barang tersebut bukanlah milik termgdanaka atas barang tersebut
tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barakty @an harus dikembalikan
kepada yang berhak.

Dengan demikian dari uraian diatas, barang sitaeny yijadikan barang
bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual tglaebelum ataupun sesudah

adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersepabila barang sitaan
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sebagai barang bukti itu merupakan barang yandfétecepat rusak atau busuk
atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi, nieleag dapat dilakukan
sebelum adanya putusan pengadilan, dan uang letaigl digunakan sebagai
pengganti barang bukti dalam perkara pidana tetsebu

Dasar hukum proses barang bukti menjadi barang asamp adalah

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP Pasal 1 @)ajaitu, penyidikan
adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam halrdanurut cara yang diatur
dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengikap bukti yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya. Awalnya Penyidikipom Penyidik
Pembantu melakukan penyidikan suatu peristiwa piddalik), kemudian dalam
melakukan penyidikan, Penyidik melakukan penyitaarnadap barang yang
diduga merupakan barang hasil kejahatan atau bamamg digunakan sebagai
alat kejahatan berdasarkan ketentuan KUHAP.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) KUHAP dimana yanwkisud penyitaan
adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mendaalin atau menyimpan
dibawah penguasaanya benda bergerak atau benteadgerak, berwujud atau
tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalanyikan, penuntutan dan
peradilan. Penyitaan yang dilakukan oleh Penyid#«dbsar pada Pasal 38
KUHAP vyaitu :

(1) Penyitaan hanya dapat dilakakukan oleh Penyidikgalersurat izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat;

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bidafanyidik harus
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapagkaat izin terlebih
dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Pdanyidipat melakukan
penyitaan hanya atas benda bergerak dan untukaifib wegera melaporkan
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna melabgrersetujuannya

Setelah melakukan penyitaan terhadap suatu bar#ng§ memenuhi alat
bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, untekektingan penyidikan
maka Penyidik melakukan penyegelan atas barangbigrsyang merupakan
barang yang digunakan sebagai alat atau sarana datdakukan suatu tindak
pidana maupun barang hasil kejahatan yang akadildija sebagai barang bukti

dalam suatu tindak pidana kejahatan. Selanjutng@abarkan Pasal 8 ayat (1), (2)
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dan (3) KUHAP, maka Penyidik membuat berita acaatang pelaksanaan

tindakan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) KUHAP:

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

a.

AT T Ssae@-oeao0s

Pemeriksaan tersangka,

Penangkapan;

Penahanan;

Penggeledahan;

Pemasukan Rumabh;

Penyitaan Benda;

Pemeriksaan Surat;

Pemeriksaan Saksi;

Pemeriksaan di tempat kejadian;

Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketenalam dindang-undang
ini.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) hlKWHAP, Penyidik

mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan penyitdémuk penempatan

barang bukti atau barang sitaan berdasarkan ketemtasal 44 KUHAP:

(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan k®tada negara.
Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaaaraelitempat yang
bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebutddifakukan di Kantor
Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor &dejaan Negeri, di
Kantor Pengadilan Negeri, di Gedung Bank Pemerirdah dalam keadaan
memaksa ditempat penyimpanan lain atau tetap déerspmula benda itu
disita.

(2) Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebgikydadan tanggung
jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenangi sgsogan tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda wérsiklarang untuk
dipergunakan oleh siapapun juga.

Setelah itu Penyidik menyerahkan berkas perkarad@penuntut Umum

(Pasal 8 Ayat (2) KUHAP) dan penyerahan berkas grarkersebut disebut

sebagai tahap 1 (satu) atau pertama.
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Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dainpenyidikan
sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tagggwab atas tersangka dan
barang bukti kepada Penuntut Umum. Setelah Penuditotm melakukan
tuntutan dan tersangka telah dikenakan pidana k¢gshatannya di muka
pengadilan maka barang bukti menjadi barang ramp&sgksaan, kemudian
selama 3 (tiga) bulan apabila barang bukti tersétdak ada yang memiliki baik
secara pribadi atau badan hukum, maka kejaksadrmalbenengajukan lelang
kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesiakidirat Jendral Kekayaan
Negara dikantor wilayah masing-masing dimana kpsetahukum terhadap
terdakwa dan barang bukti ditetapkan.

3.4. Penyelesaian Barang Rampasan
Mengenai penyelesaian barang rampasan ini diatdaldm Surat Edaran
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : SE —/@/ B.5 / 8 / 1988
tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang mekgathghwa®
1. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rsampdibatasi selambat —
lambatnya dalam masa 4 ( empat ) bulan semenjals&ut Pengadilan
memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tengganguviekiebut mengikat
dan merupakan kewajiban bagi Kejaksaan untuk meryaat
Menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disiedn bahwa : “
a. Ayat (3):
“ Jika Putusan Pengadilan menetapkan bahwa barakyi Birampas
untuk negara, selain pengecualian sebagaimanatérpada Pasal 46,
Jaksa menguasakan benda tersebut kepada Kantagl¢aara sekarang
Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang dan Negara (KPKdan dalam
waktu 3 ( tiga ) bulan untuk dijual lelang, yangsiaya dimasukkan ke
Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.”
b. Ayat (4) :
“ Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayataf®tdiperpanjang

untuk paling lama satu bulan.”

63 Kejaksaan Agung RIl. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta : Kejaksaan Agung RI.
1988 him.1211 - 1212.
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2. Penyelesaian barang rampasan pada umumnyasdis@n dengan cara dijual
lelang melalui Kantor Lelang Negara (sekarang KPIKNkecuali untuk
barang — barang rampasan tertentu Jaksa Agung Repatbonesia dapat
menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingargalke sosial atau
dimusnahkan, seperti barang — barang rampasan geldara penyelendupan
yang dilarang untuk di import dan dilarang untuleddirkan. Terutama
terhadap barang — barang rampasan dalam penyelmgapg dilarang untuk
diimport dan dilarang untuk diedarkan. Dalam halJaksa Agung Republik
Indonesia dapat menetapkan barang — barang tersetult digunakan untuk
kepentingan negara atau sosial atau untuk dimuanahkindakan ini perlu
diambil untuk mengamankan dan atau melindungi lgarabarang yang telah
dapat di produksi dalam negeri.

3. a. Setiap satuan barang rampasan dari suatkarperyang putusan
pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum yatap, dalam
tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari setelah putusasetart di terima sudah
harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yangangani sebelum
menjadi barang rampasan kepada bidang yang bergenan
menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vomtésl extract
vonnis dan pendapat hukum.

Mengenai hal tersebut di atas di dalam Pasal 28(ay&U No. 27 Tahun
1983, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwderigeluaran barang
rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilantgiamgmemperoleh
kekuatan hukum yang tetap, dilakukan atas permmntdaksa secara
tertulis.”

b. Sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3. aishdilakukan dengan
suatu berita acara.

4. Untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sdaial atau barang — barang
rampasan terutama yang berasal dari perkara pemglan dan pelanggaran
wilayah R.l. dalam penyelesaiannya digunakan INPRE®or 9 Tahun 1970
tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan baraagng yang dimiliki

atau dikuasai Negara, dalam rangka pengajuan Pr@amjaran.
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3.5. Prosedur Lelang atas Barang Rampasan
Di dalam Hukum Acara Pidana, kita mengenal adangana pokok dan
pidana tambahan. Hal ini dapat dilihat di dalamaPa$ Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa:
“Pidana terdiri dari:
a. Pidana pokok:
1. pidana mati;
pidana penjara;
pidana kurungan;
pidana denda;

o ~ 0N

pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakiff.”

Dari Pasal 10 KUHP sub pidana tambahan tersebdapat perampasan
barang-barang tertentu, maksudnya pelaksanaantaiukin oleh Jurusita dan
pihak Kejaksaan sebagai eksekutor.

Barang-barang dinyatakan untuk lelang dalam peta@mya
membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebablalam menentukan
layak atau tidaknya atau menentukan harga dasandpdmarang yang akan
dilakukan lelang itu diserahkan kepada ahlinya.

Di dalam peraturan pelaksanaan lelang barang raanpds Kejaksaan,
pelaksanaan lelang itu harus selesai dalam jangk&uwt (empat) bulafT,

Dari yang telah dijelaskan di atas, agar tidak nmapgng dari topik
permasalahan yang akan diangkat, maka penulis nagk@aptentang pelaksanaan
lelang dan badan-badan hukum yang menangani lé&asgbut di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peaatyperaturan yang

* Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 1996 him.5-6.
& Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta:
Kejaksaan Agung RI. 1988 him.1211
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mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampeasan ada di Indonesia

terutama khusus yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentatakgaaan lelang
barang rampasan ini, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaegdapat di
dalam Pasal 1 butir (16), Pasal 46 ayat (1) dah(@yaPasal 39, Pasal 45 ayat
(1) dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

a. Pasal 1 butir (16) KUHAP
Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang HukApara Pidana
(KUHAP) mengenai pengertian penyitaan dalam artingyaluas
menyebutkan bahwa:
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidikkumengambil alih
dan atau menyimpan di bawah penguasaannya bengerderatau tidak
bergerak, berwujud dan tidak berwujud unuk kepeatin pembuktian

dalam penyidikan, penuntutan dan peradif&n.”

b. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP
Di dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab UndangdwadHukum Acara
Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:
e Ayat (1)
“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepadang atau
kepada mereka dari siapa benda itu disita, ataadeemrang atau
kepada mereka yang paling berhak apabila:
a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak merkarudagi;
b) Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukbpkti atau
ternyata tidak merupakan tindak pidana;
c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingaonmu atau
perkara itu ditutup demi hukum, kecuali apabila dzenitu
diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang diganauntuk

melakukan suatu tndak pidana.”

% Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 1996 him.144
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e Ayat (2)
“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yangendikan
penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepadeekaeyang
disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menputusan Hakim
benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnal#an dirusak
sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika henersebut

diperlukan sebagai barang bukti perkara 1&in.”

c. Pasal 39 KUHAP
Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa benda-bendg gapat dilakukan
penyitaan antara lain:
1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung umtlkkukan
delik (Peristiwa Kejahatan)
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halamyigi&an.
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan metakdklik.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dedgak yang

dilakukan

d. Pasal 45 ayat (1) KUHAP
Di dalam pasal ini dinyatakan bahwa: “Dalam haldzesitaan terdiri atas
benda yang dapat lekas rusak atau yang membahaysddaingga tidak
mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilahatap perkara
yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuat&onhwang tetap
atau jika biaya penyimpanan benda tersebut metgadiu tinggi, sejauh
mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasdapat diambil
tindakan sebagai berikut:
a. apabila perkara masih ada ditangan Penyidik atawrRet Umum,
benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat dikameoleh Penyidik
Umum atau Penuntut Umum, dengan disaksikan olebahgka atau

Kuasa Hukumnya;

%7 Redaksi Sinar Grafika. KUHP DAN KUHAP. Jakarta: 2002, hlm 220-221.

UNIVERSITAS INDONESIA
Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



84

b. apabila perkara sudah ditangan Pengadilan, maldaldersebut dapat
diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umuns & Hakim
yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan olebamgka atau

Kuasa Hukumnya®

e. Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP

Di dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP yang disebutkama:

* Ayat (3)
“Jika Putusan Pengadilan juga menetapkan bahwandpabaukti
dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaitersebut pada
Pasal 46, Jaksa mengusahakan benda tersebut ker Kaglang
Negara dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelaggng hasilnya
dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.

* Ayat (4)
“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (&} dgerpanjang

paling lama satu bular?®

2. Keputusan Jaksa Agung

a. Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988
Di dalam keputusan Jaksa Agung tersebut disebuithwa benda-benda
yang dapat dilakukan pelelangan adalah benda ye&laf tlipergunakan
secara langsung untuk melakukan delik dan bendaytng mempunyai
hubungan langsung dengan delik yang dilakukan segsrg disebutkan
di dalam Pasal 39 KUHAP pada pont 1 ddf} 4.

b. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 taten
Penyelesaian Barang Rampasan
Di dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Kepufiadaa Agung Nomor:
KEP-089/J.A/8/1988 ini menyebutkan bahwa:
» Pasal 12

* Ibid, him. 220.
* Ibid, him. 307.
7 Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988
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Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa: “ Kepala Ksgan Tinggi atau
Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang KejakiSageri yang
menguasai barang rampasan terkena larangan impordi@rang
untuk diedarkan segera melaporkan kepada JaksagAguidla yang
berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk |peaign
selanjutnya.”
» Pasal 13

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa: “ Jaksa Aguirepublik
Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tedgstgunakan
bagi kepentingan Negara atau sosial sesuai dengamatupan

perundang-undangan yang berlaku.”

* Pasal 14
Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa: “ Jaksa Agurepublik
Indonesia dengan pertimbangan khusus dapat menksnpagarang
rampasan untuk dimusnahkan atau dirusak sampak tidpat
dipergunakan lagi sesuai dengan peraturan perungdagngan yang

berlaku.”*

3. Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang BElesgian Barang
Rampasaff
Di dalam Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5?8/1988s@tara garis besar
menyebutkan tentang adanya tenggang waktu di dpkmgelesaian barang
rampasan, baik pihak-pihak yang diberi kuasa olemgRdilan terhadap
penyelesaian barang rampasan tersebut, serta aedapelaksanaan barang

rampasan.

Dari ketiga peraturan tersebut, peraturan yangurdigan untuk

penyelesaian barang rampasan dari tindak pidang t@jadi adalah Keputusan

& Kejaksaan Agung RI. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
1988 him. 1208-1209.
" Ibid, him. 1211.
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Jaksa Agung point a dan b serta Surat Edaran No®Er03/B/B.5/8/1988
tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Kedua peraturan inilah yang digunakan untuk pesghin barang
rampasan. Berarti, di dalam pelelangan terhadagngarampasan ada prosedur
atau tata cara yang sesuai dengan peraturan pegHuwthdangan yang berlaku,
yang salah satunya menyebutkan bahwa sebelum kéakupelelangan
diumumkan terlebih dahulu diberitakan di media raasstang benda yang akan
dilelang.

Tetapi pada tahun 2000 yang lalu diberlakukanngpuusan Presiden
Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pemanfaatan Kapal &ek Yang Dinyatakan
Dirampas Untuk Negara yang secara garis besar raskey bahwa terhadap
kapal-kapal asing atau kapal-kapal yang tertangiab pihak yang berwenang,
terhadap kapal-kapal tersebut tidak dilakukan palghn melainkan dihibahkan
kepada Menteri Perikanan dan Kelautan yang selaygutliserahkan kepada
nelayan-nelayan yang membutuhkan kapal-kapal tetselan dari hal inilah
timbulnya ketidaksinkronisasian terhadap peratgp@maturan yang mengatur
tentang pelaksanaan lelang barang rampasan terttah@alap barang rampasan
berupa kapal.

Oleh karena itu, semenjak diberlakukannya Keputuaesiden ini
keberadaan peraturan pelaksanaan lelang barangsammenjadi kurang efektif.

Prosedur barang rampasan di Bekasi, ada yang ,dijligdkai untuk
kepentingan sosial atau negara dan ada juga yamgsdahkan. Barang rampasan
yang dijual atau dilelang, dari pihak Kepolisiandra sitaan tersebut diserahkan
kepada pihak Kejaksaan untuk digunakan sebagabakdi diproses persidangan.
Dari pihak Pengadilan, setelah ada putusan yangpweyai kekuatan hukum
yang tetap, tindak lanjut terhadap barang tersetdati putusan adalah
dilakukannya perampasan untuk dilakukannya pelaandirampas untuk Negara
atau Sosial ataupun dimusnahkan dan selanjutnyd pibak Pengadilan
memberikan perintah kepada pihak Kejaksaan dan Sitauuntuk melaksanakan
tugas tersebut.

Berdasar permasalahan yang ingin didalami oleh IRersdalah,

bagaimana dengan barang rampasan tersebut tidakgkilpi dengan bukti
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kepemilikan yang sah, apakah prosedur untuk metakuklang atas barang
rampasan tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan neans dengan pihak
Kejaksaan Negeri Bekasi, tentunya tetap dapat ukiak dan sebelumnya para
pembeli lelang pun sudah diberitahukan terlebihutiabahwa barang rampasan
tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan. Sertehgk Kejaksaan memberikan
waktu kepada para pembeli lelang untuk dapat mktakpengecekan atas barang
rampasan tersebut, mulai dari fisik luar kendarta@amotor sampai dengan fisik

dalam kendaraan bermotor.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenanq Lelang BarandRampasan

4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlinduag,(frerbuatan dan
sebagainya) memperlindundtengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah
suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan apainat penegak hukum atau
aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, Baikriaupun mental, kepada
korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terar,ké&erasan dari pihak
manapun yang diberikan pada tahap penyelidikanyigiéan, penuntutan, dan
atas pemeriksaan di sidang Pengadiaalam Undang-Undang RI Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam IRdiaagga adalah
segala upaya yang ditujukan untuk memberikan ras@nakepada korban yang
dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, lembagaap&epolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara mmadgendasarkan penetapan
Pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PenaRemerintah No.2
Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korbarsd&si Dalam Pelanggaran
Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentukyaean yang wajib
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau apeeamanan untuk
memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, dep@rban dan saksi, dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pitealapun, yang diberikan
pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,adau pemeriksaan di sidang

pengadilan.
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kisong
Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan magndiMenurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan hukdailah peraturan yang
dibuat oleh Pemerintah atau adat yang berlaku ls®ghua orang dalam
masyarakat (Negara). Sedangkan,hukum menurut SoogiH pada dasarnya
merupakan perlengkapanmasyarakat untuk menjamin kagmutuhan-kebutuhan
dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur afgman-tujuan
kebijaksanaanpublik dapat terwujud di dalam masgra

Hukum menurut  J.C.T. Simorangkir dan Woerjono
Sastropranoto adalahPeraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungasyarakat yang dibuat
oleh badan-badan resmi yang berwajib.

MenurutR. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh
yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tatadkpan bermasyarakat
yang mempunyai ciri memerintah dan melarang seganpunyai sifat memaksa
dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang medainga,.

MenurutMochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai
harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai spetangkat kaidah dan
asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalarnjanast, tapi harus pula
mencakup lembaga (institusi) dan proses yang digart untuk mewujudkan
hukum itu dalam kenyataan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perigaiu yang diberikan
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukaik yang bersifat
preventifmaupun yang bersifagpresif baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suambgran dari fungsi
hukum., vyaitu konsep dimana hukum dapat memberikaatu keadilan,
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Secara umum dapat dijelaskan oléeNJS. Purwodarmintobahwa
pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan wchefigi atau memberikan
pertolongan dalam bidang hukum.

Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang bemttinya kepastian

hukum bagi pembeli lelang atas barang yang dibalimpelalui lelang,
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memperoleh barang dan hak kebendaan atas baramtpifte yang berkaitan
dengan penjualan barang jaminan hasil sita eksekasg dibelinya dan apabila
terjadi gugatan, seharusnya pembeli lelang tidak idihukum. Dalam hal

terjadinya gugatan terhadap penjualan atau peragalkepemilikan dari pihak

manapun juga, penjual seharusnya bertanggung jaeénuhnya atas kerugian
yang timbul sebagai akibat dari terjualnya baramg didak mengakibatkan
batalnya jual beli melalui lelang. Hal ini adalatajar mengingat pembeli itu
membeli lelang dari pemerintah atau yang disaksiaket pemerintah. Tetapi
karena peraturan perundang-undangan yang kuramag t@n kurang dipahami
oleh pihak-pihak terkait, perlindungan hukum ted@agpembeli lelang masih saja
ada yang mempersoalkan. Bahkan sering terjadigejamg sudah dilaksanakan
dibatalkan oleh instansi peradilan.

Penjualan umum atau lelang secara resmi masuk dakmndang-
undangan di Indonesia sejak tahun 1908, dengaakoeyaVendu Reglement
yang dimuat dalam Staatblad tahun 1908 Nomor 18@r(tlu Reglemehtdan
Vendu Instructie yang diumumkan dalam Staatblad tahun 1908 Nomor 190
(“Vendulnstructi€’) yang hingga sekarang masih berlaku, berdasaRasal |
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 19%4ndu Reglemen¢lah mengalami
perubahan dan penambahan, meskipun statusnya regigmentetapi karena
merupakan satu-satunya peraturan lelang dan pelaksaya diatur dengan
Peraturan Pemerintahyendu Reglemenkiranya dapat disamakan dengan

Undang-Undang.

4.2. Pihak — pihak Yang Berwenang Dalam Pelaksanaan Letg Barang
Rampasan
Seperti yang telah disebutkan dalam point kelimatarey tata cara
pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan dilataserdasarkan UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan adpimak — pihak yang

terlibat di dalam pelaksanaan lelang barang ranmpsaebut, mereka adalah :

a. Kejaksaan.
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Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum hemggas sebagai
penuntut umund® Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat in$tans
vertikal, yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Nggdan di dalam
organisasi Kejaksaan Negeri ini terdapat beberapai stau subtansi —
subtansi kecil ( berdasarkan Keputusan Jaksa AGemublik Indonesia
KEP — 116 / J.A/ 6 / 1983 pada Pasal 735 sampagaite Pasal 751 )
adalah sebagai berikut':

Kejaksaan Negeri Kelas | terdiri dari :
1) Kepala Kejaksaan Negeri.
2) Sub Bagian Pembinaan, terdiri dari :
a. Urusan Kepegawaian.
b. Urusan Keuangan dan Peralatan.
c. UrusanKesejahteraan.
d. Urusan Tata Usaha.
3) Pemeriksa.
4) Seksi Intelijen, terdiri dari :
a. Sub Seksi Sosial Politik.
b. Sub Seksi Ekonomi.
c. Sub Seksi Khusus.
d. Sub Seksi Administrasi Intelijen.
5) Seksi Tindak Pidana Umum, terdiri dari :
a. Sub Seksi Pra Penuntutan.
b. Sub Seksi Penuntutan.
c. Sub Seksi Eksekusi.
d. Sub SeksiPerdata dan Bantuan Hukum.
6) Seksi Tindak Pidana Khusus, terdiri dari :
a. Sub Seksi Penyidikan.
b. Sub Seksi Penuntutan.
c. Sub Seksi Eksekusi.

Dari keenam subtansi Kejaksaan Negeri ini yanghgaberwenang terlibat
di dalam lelang terhadap barang rampasan itu adaidh Bagian Pembinaan
urusan tata usaha. Adapun tugas dari Sub BagiabiRaam urusan tata usaha ini
adalah melakukan urusan ketatausahaan dan rumgbateserta kepustakaan.

7 €.S.T. Kansil. Kitab Undang — Undang Kekuasaan Kehakiman( KUKK).

% Bima Aksara, Jakarta 1986 him. 143. 30 Ibid him. 144.
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Tetapi, dalam hal ini juga Sub Bagian Pembinaardibantu oleh Seksi Tindak
Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub sk&skusi. Bantuan dari
kedua Seksi ini bertujuan untuk mengetahui jenis ganlah barang rampasan
yang merupakan hasil putusan Pengadilan.

Hal ini juga ditegaskan di dalam penjelasan al&e@ua Pasal 30 huruf b
Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kegaks$epublik
Indonesia yang menyatakan bahwa : “ Melaksanak&mspano Pengadilan
termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang nuaid@n
pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadildradiegp barang
rampasan yang telah dan akan disita untuk selamjutijual lelang. ©

Dari kedua ketentuan di atas, cukup menjelaskanvbdatugas dan
wewenang dari pihak Kejaksaan itu adalah melaksan&kutusan / Penetapan
Pengadilan terutama di dalam menyelesaikan baempgasan.

b. Jurusita.

Di dalam Pengadilan Negeri terdapat susunan pejatyag berwenang di dalam
menyelesaikan suatu perkara baik itu perkara pidaangpun perkara perdata.
Susunan pejabat Pengadilan Negeri seperti yandgpudlssn di dalam Pasal 10
ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Urngang menyebutkan :

“ Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpindiakim Anggota, Panitera,
Sekretaris dan Jurusitd®

Berikut ini penulis juga memaparkan secara singkatgenai jurusita ini.

a) Kedudukan Jurusita.

Kedudukan Jurusita di Pengadilan Negeri itu sebpgéaksana atau eksekutor
dari putusan Pengadilan dan di dalam melaksanaigasnya ini Jurusita di bantu
oleh Jurusita Pengganti. Jurusita ini diangkat ddrerhentikan oleh Menteri

Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri, sé@dandurusita Pengganti

™ Citra Umbara. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia. Bandung : 2004 him. 35.

7® C.S.T. Kansil. Kitab Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman( KUKK). Bima Aksara, Jakarta
1986 him.75.
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diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PengadilageNg dan pernyataan ini
dijelaskan di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Ridrahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

b) Tugas Jurusita.

Mengenai tugas dari pada jurusita ini dijelaskamaam Pasal 65 ayat (1)
UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yangyetautkan bahwa®
Jurusita bertugas :

a. melaksanakan semua perintah yang diberikank@éla Sidang;

b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegurarateguprotes-
protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menceaa-cara
berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Perayabliégeri;

d. membuat berita acara penyitaan, yang salinadisggiahkan kepada pihak
— pihak yang berkepentingan.

Melihat dari tugas Jurusita dan Seksi Tindak Piddimaum dan Seksi
Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusi dapatmpeesa yaitu sama — sama
sebagai pelaksana dari putusan Pengadilan danlaindaal ini yang menjadi
dasar bahwa kedua pihak ini yang berwenang dalalaksaakan lelang barang

rampasan berdasarkan atas perintah dari Ketuagidan

4.3. Pendaftaran Administrasi Atas Kendaraan Bermotor Eks Lelang Atas

Barang Rampasan

Barang yang disita oleh pihak Kepolisian guna pdikgn dan
penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadiri pihak Kepolisian barang
sitaan tersebut diserahkan kepada pihak Kejaksamk aigunakan sebagai alat
bukti diproses persidangan. Dari pihak Pengadikeielah ada putusan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tindak latgthadap barang tersebut
dari putusan adalah dilakukannya perampasan untakulannya pelelangan,

dirampas untuk Negara atau Sosial ataupun dimuamablkn selanjutnya oleh

77 €.S.T. Kansil. Kitab Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman( KUKK). Bima Aksara, Jakarta
1986 him. 86
’® Ibid him. 92 - 93.
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pihak Pengadilan memberikan perintah kepada pihejakdsaan dan Juru Sita

untuk melaksanakan tugas tersebut

Untuk pendaftaran kembali dalam pengurusan buktpekealikan
kendaraan bermotor di SAMSAT atas pembelian elsitebarang rampasan, tata
cara pendaftaran kendaraan bermotor diawali atser dlindang-Undang Nomor 3
tahun 1963 Tentang Penetapan Peraturan penggadéngsUndang Nomor 13
Tahun 1962 Tentang sumbangan Wajib Istimewa Tai6® latas kendaraan
bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 nomor 51) ainpndang-undang
menimbang bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuahtgyara Berhubung
dengan mengingat keuangan Negara dewasa ini, Reateterpendapat sudah
selayaknya jika golongan-golongan yang memiliki damaan bermotor
memberikan pengorbanan istimewa kepada pemeringh d&ngan undang-
undang ini dimaksudkan dengan “Kedaraan Bermotaldhi semua kendaraan
yang beroda dua atau lebih yang didarat digunak&urkumengangkut barang atau
orang yang digerakan dengan motor yang dijalankamgan bensin, dengan
minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas abebMaka atas
perkembangannya maka pemerintah terus melakukangap@san sehingga
melakukan perubahan-perubaan atas pengaturan dagavp@san tentang
pembayaran pajak serta pendaftaran kendaraan merasar Undang-Undang
No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkui@ian Umum tentang
pendaftaran kendaraan bermotor Pasal 14 ayat{Z)ldan (3) dimana berbunyi :
1. Setiap Kendaraan Bermotor yang di operasikan dnjalajib didaftarkan.

2. Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan buktidp#taran kendaraan
dengan pendaftaran kendaraan bermotor.

3. Syarat-yarat dan tata cara pendaftaran, bentuk jdars tanda bukti
pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di &hih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No.44 Tal®@3 Tentang
Kendaraan dan pengemudi maka berdasarkan Pasaayhf41) dan (2) yang
berbunyi :

(1). Pendaftaran kendaraan bermotor Sebagaimanaksiid dalam pasal 172

ayat (1) yang pertama kali wajib memenuhi syarat-ay.
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a) Memiliki sertifikat registrasi uji type dan tandakii lulus uji type, atau

buku dan tanda bukti lulus uju berkala;

b) Memilik tanda bukti kepemilikan kedaraan bermotang sah.

(2). Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimanaksiid dalam ayat (1)

diajukan secara tertulis dengan dilampiri sekurdam@ngnya informasi

mengenai :

a)

b)

d)

f)
9)
h)

)

Nama Pemilik yang dibuktikan dengan tanda jatiyéng bersangkutan,
dan dalam hal badan hukum,nama badan hukum yasgrgkutan yang
dibuktikan dengan Akta Pendirian;

Alamat Pemilik atau badan hukum;

Wilayah administrasi tempat kedaraan bermatobiasanya berada;
Bukti Pelunasan Pembayaran pajak Kendaraan berngaya balik nama
kedaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana keeslalalu lintas
jalan;

Jenis kendaraan bermotor;

Merk, Type, Tahun pembuatan,dan warna Kendaraamdtor;

Nomor rangka landasan Kendaraan bermotor;

Nomor motor penggerak mesin;

Jenis bahan bakar;

Tanggal Pembelian.

Maka atas dasar PP No0.44 Tahun 1993 Pasal 174(Hydian (2) ini

masing-masing SAMSAT membuat Persyaratan pendaftaKendaraan

Bermotor Eks Lelang Negara memiliki persyaratan :
a. Mengisi Formulir SPPKB.

b. Identitas :

1).

2).

Untuk Perorangan : Tanda Jati Diri yang SahLerhbar Foto Copy. Bagi
yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermatgap.

Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian teimbar Foto Copy,
Keterangan Domisili, Surat Kuasa yang bermaterdu@udan ditangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yangamgkutan.
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3). Untuk Instasi Pemerintah (termasuk BUMN dan BDJM: Surat
tugas/Kuasa bermaterai cukup dan ditandai-tangket pimpinan serta
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan,

c. Bagi Kendaraan bermotor dengan fasilitas pensimyy Bea Masuk,
terlebih dahulu harus melunasi Bea Masuk,kecutgntlikan lain oleh menteri
Keuangan.

d. Risalah Lelang,

e. Risalah/berita acara penyerahan barang.

f. Kwitansi Pembelian.

g. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan dari Pat&su Intansi berwenang
tentang asal-usul kendaraan bermotor.

h. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan.

Setelah terpenuhinya persyaratan pendaftaran kasndarbermotor
tersebut maka terpenuhilah keketapan dasar kepemilyang sah terhadap
barang Eks Lelang tersebut, sehingga barang ramyas& merupakan awal dari
suatu barang bukti yang merupakan hasil kejahatmpat adanya bukti
kepemilikan yang sah maka sudah memiliki ketetapakum sebagai pemilik
yang sah.

B. Hasil Penelitian

Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang LelangBarang

Rampasan Polresta Kabupaten Bekasi

Berdasarkan penelitian Peneliti di wilayah PolreB&kasi Kota, dalam
kurun waktu tahun 2011 ini untuk kendaraan bermgétorg disita oleh Polresta
Bekasi Kota sekitar 14 kendaraan, yang terdiri d@rkendaraan bermotor roda
dua dan 4 kendaraan bermotor roda emip#tebanyakan kendaraan bermotor
yang disita oleh pihak Polresta Bekasi Kota akibati tindak pidana atau
kejahatan seperti pencurian, penipuan dan penggelaperhadap kendaraan
bermotor yang disita oleh Polresta Bekasi Kotaetaus apabila kendaraan

bermotor tersebut ada pemiliknya yang sah dengabuktlkan bukti

”® Hasil wawancara dengan Bapak. Briptu. Faizal Marzuki,S.H., selaku Penyidik Unit Reserse
Ranmor Polresta Bekasi Kota, tanggal 06 Januari 2012, di Bekasi.

UNIVERSITAS INDONESIA
Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



96

kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada plemy#, akan tetapi apabila
tidak diketahui siapa pemiliknya atau tidak dileagkdengan bukti kepemilikan,
sebelumnya akan diserahkan ke Satuan Titipan b&akty (SAT TAHTI), dan
apabila sudah memenuhi syarat bahwa memang baitaag $ersebut tidak ada
pemiliknya, maka akan diserahkan ke Kejaksaan. |&8eteliserahkan ke
Kejaksaan, kebanyakan dari pihak Kepolisian tid&angetahui mengenai barang
rampasan Kejaksaan tersebut dilelang atau dengenl&a tidak mengetahui
bagaimana proses lelangnya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindutgéomam terhadap
pemenang lelang barang rampasan Polresta KabupBeasi, penulis
memaparkan sedikit tentang penegakan hukum segmrt] diungkapkan oleh
Prof. DR. Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yamgjumul “ Permasalahan
Hukum di Indonesi&,. Di sini beliau mengungkapkan bahwa :

“ Dalam kehidupan hukum sehari — hari bisa dililvahwa pada suatu saat
tampak, betapa peraturan yang dikira sudah dibeagah rapi itu masih
ada saja kekurangannya yang kemudian mesti digggpra oleh langkah
— langkah yang taktis dari para pelaksanafia.”

Dari ungkapan Prof. DR. Satjipto Rahardjo terseménunjukkan bahwa
penerapan peraturan perundang — undangan selantalaki berjalan dengan
semestinya atau dengan kata lain tidak berjalamraeefektif. Untuk itulah
diperlukan peranan pemerintah, di mana dalam hehde pengawasan terhadap
penyelesaian barang rampasan dibebankan kepada k&fang. Di dalam
melakukan pengawasan ini ketua sidang tidak bekemnaliri, melainkan dibantu
atau bekerjasama dengan pihak — pihak yang tedkdi&lam pelaksanaan lelang
terhadap barang rampasan.

Oleh karena itu bagi pihak — pihak yang terkaitddiam pelaksanaan
lelang terhadap barang rampasan ini diperlukan yadakeseriusan dan

kedisiplinan di dalam melaksanakan kewajiban—keéaaji yang dibebankan

80 Satjipto Rahardjo. Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni, Bandung 1983, him. 58.
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kepadanya, sehingga dapat menjadikan peneraparuneeratersebut dapat
berjalan dengan efektif.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkanvladfektifitas
adalah memberikan hasil yang memuaskabari pengertian tersebut menurut
hemat penulis, yang dikatakan efektifitas itu aldadaatu kegiatan atau perbuatan
terhadap suatu peraturan yang berlaku di dalam anals3t, yang pelaksanaannya
haruslah sejalan dan selaras, serta yang dihagikatinya itu sesuai dengan apa
yang diharapkan. Efektif atau tidaknya suatu pesatyperundang — undangan itu
tergantung dari masyarakat,karena berhasil pelaksamari sebuah peraturan
masyarakatlah yang merasakan dampaknya. Apabilg gaasakan masyarakat
itu menguntungkan bagi mereka maka peraturan jalbe dengan efektif begitu
juga sebaliknya apabila yang dirasakan masyarakaneérugikan maka peraturan
itu tidak berjalan dengan efektif.

Mengenai pengertian efektifitas ini, menurut nasmbBer yang penulis
temui mengungkapkan bahwa : yang dimaksud dengektifgbs itu dapat
dipandang dari berbagai sudut, yaitu dari sudut :

a. Peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Maksudnya di sini adalah bahwa apa yang ditetateh suatu peraturan
baik itu tertulis maupun tidak tertulis harus dajakan dengan semestinya atau
dengan kata lain harus mengikuti prosedur yand téietapkan oleh undang
— undang yang berlaku dan terhadap suatu peray@ag mengatur dalam
suatu bidang yang sama itu hendaklah sambil memdukantara satu
peraturan dengan peraturan yang lain. Beliau jugiaambahkan apabila suatu
peraturan itu tidak dijalankan sesuai dengan yahgrsisnya ditetapkan maka
peraturan tersebut tidak berjalan dengan sempuanetidak efektif.

b. Subjek pelaksana peraturan perundang — undangan (@arat hukum ).

Sebagai subjek pelaksana dari sebuah peraturandzerg — undangan dengan
apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundamglangan yang berlaku.
Berarti, dalam hal ini subjek pelaksana dari sebpafaturan perundang —
undangan dalam bertindak dan berbuat harus salengsejalan dengan yang
telah dituangkan di dalam sebuah peraturan baili'emaupun tidak tertulis.

8 s. Badudun, dkk. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Putra Sinar Harapan, Jakarta 2001, him.

371.
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c. Hasil dari pelaksanaan peraturan perundang undangan

Di sini nara sumber tersebut menambahkan bahwa &tsi dampak dari
sebuah peraturan perundang — undangan itu hargssiri dengan yang
diharapkan dan yang diinginkan oleh semua oramgtaea hal — hal yang
menguntungkan dari semua bidang terutama di bidakgm.

Dari pengertian tersebut, menurut penulis, bilahdil pada peraturan
lelang yang berhubungan dengan barang rampasan ngebemar, tetapi yang
terjadi di lapangan atau praktiknya belum tentu i#&m, terutama pada point
ketiga.

Di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang ramptedah ada aturan
tentang pelaksanaannya, mulai dari penyitaan bavakty yang telah digunakan
sebagai alat bukti untuk penyidikan baik yang dilkdn oleh pihak Kepolisian,
maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaks&kemudian dilakukan
penyerahan barang bukti ke pihak Pengadilan untakukan proses lebih lanjut,
hingga adanya keputusan Hakim terhadap barang samparsebut ( dirampas
untuk dilakukan pelelangan, untuk kepentingan Neg#tau Sosial atau untuk
dilakukan pemusnahan ).

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUHAP, barang bgatdijual sebelum
adanya putusan Pengadilan, dikarenakan benda wérdapat lekas rusak atau
yang membahayakan, sehingga tidak memungkinkark wisimpan. Dan atas
dasar itu, Peneliti melakukan wawancara kepad&pflepolisian Polresta Bekasi
Kota, Brigadir Agung Pribadi Soegito, SH, bahwaRtilres Bekasi tidak ada
barang sitaan yang dijual sebelum putusan pengrdiébanyakan barang-barang
sitaan tersebut apabila tidak dikembalikan kepaghailiknya, maka diserahkan
ke pihak Kejaksaan untuk di tindak lanjuti.

Kendaraan bermotor yang akan dilakukan lelang bigsalilakukan di
Lapangan Kejaksaan Negeri Bekasi, dan biasany& pllegaksaan memberikan
waktu kepada para pembeli lelang untuk dapat mkkkpengecekan atas barang
rampasan tersebut, mulai dari fisik luar kendarta@amotor sampai dengan fisik
dalam kendaraan bermotor, dan surat-surat kepemilitas barang rampasan

tersebut pun dapat langsung dicek apakah sesuatidék dengan fisik, dimana
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ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hutarhadap pembeli. Sehingga
pembeli dapat puas atas barang yang akan dibalimerlelangan nant?

Harga limit dalam pelaksanaan lelang yang menentukdalah dari
Kejaksaan Negeri Bekasi, dengan dasar disesuaikaaidi atas barang rampasan
tersebut dan dipanggilnya ahli untuk menilai ataabg tersebut dengan
dibuktikan secara tertulis.

Berikut ini bagan tentang penyelesaian barang raempgang dilakukan
oleh pihak — pihak yang berwenang menangani pesgiele barang—barang
rampasan tersebut mulai dari pihak kepolisian, lpitkejaksaan dan pihak

pengadilan.

% Hasil wawancara dengan lbu. Eriani,S.H., selaku Kasi tahap Il Kejaksaan Negeri Bekasi, tanggal
10 Januari 2012, di Bekasi.
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DISITA R KEPOLISIAN ALAT BUKTI
1 2
DILELANG/ KERJASAMA v
BARANG | 5|  JURUSITA g o KEJAKSAAN
RAMPASAN
- DIMUSNAHKAN i
5
PESERTA
LELA"EG MELAKSANAKAN
4 PUTUSAN
PEGADILAN 2
KPKNL
I 3 PENGADILAN
PUTUSAN ALAT BUKTI
PENGADILAN

Sumber : Data sekunder yang diperoleh.

Keterangan :

1. Barang disita oleh pihak kepolisian guna pekgdidan penyelidikan terhadap

tindak pidana yang terjadi.

2. Dari pihak kepolisian barang rampasan tersebsgrahkan kepada pihak
kejaksaan untuk digunakan sebagai alat bukti dgzrpgrsidangan.

3. Dari pihak Pengadilan, setelah ada putusan yamgpunyai kekuatan hukum
yang tetap, tindak lanjut terhadap barang rampdadrputusan tersebut adalah
dilakukannya perampasan untuk dilakukannya pela@angirampas untuk
Negara atau Sosial ataupun dimusnahkan dan selgajubleh pihak
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pengadilan memberikan perintah kepada pihak Kegaksn Juru Sita untuk
melaksanakan tugas tersebut.

4. Dari pihak Pengadilan yang telah menetapkan dantumenjadi barang
rampasan Negara, mendaftarkan kepada KPKNL unti#kudkannya lelang
secara umum.

5. KPKNL melaksanakan pendaftaran lelang yang diigleh beberapa peserta
lelang, setelah peserta lelang telah memenuhi tsy&RKNL melakukan
pengumuman lelang, dan peserta menyetor uang jaminkalu
dilaksanakannya pelaksanaan lelang, sampai terpdilpemenang lelang atas
barang rampasan.

Dari keterangan bagan di atas, proses penyelebai@amg rampasan itu
cukup jelas, mulai dari penyidikan yang dilakukdehopihak Kepolisian hingga
putusan Pengadilan. Selain itu juga, di dalam pesat pelaksanaan lelang
terhadap barang rampasan seperti yang telah digglagada bab sebelumnya,
disebutkan bahwa tenggang waktu untuk menyeles&i&eang rampasan dibatasi
selambat — lambatnya dalam masa 4 ( empat ) bel@tal Putusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berarti, épgi@nyelesaian terhadap
barang rampasan tersebut lewat dari batas waktg g#etapkan, tetapi tidak
dapat diselesaikan maka barang rampasan itu diserdepada Negara.

Dari hasil wawancara peneliti, kendaraan bermotmgydiserahkan ke
kantor KPKNL Bekasi dari Polres Bekasi cukup banyBlalam tahun 2010
banyaknya kendaraan bermotor yang menjadi barangasan negara yaitu, 10
kasus baik kendaraan bermotor roda empat maupulakasm bermotor roda dua.
Dalam kurun waktu terakhir tahun 2011 banyaknyadkeman bermotor yang
menjadi barang rampasan negara yaitu, pada bula2QlLl Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bekasi sebanyak 5 kasus, Kejaksaan NigtiBekasi sebanyak 9
kasus?

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak SihoRejabat lelang
KPKNL Bekasi, lamanya dilakukan lelang atas bareargpasan tergantung dari
kelengkapan atau tidaknya prasyarat-prasyarat @gkégran berkas, apabila
kelengkapan berkas sudah terpenuhi sejak permoHelaangy, maka dalam waktu

1 (satu) minggu sudah dapat dilakukan lelang. Patrdari peserta lelang atas

% Hasil wawancara dengan Bapak Sihono,S.H., selaku Penanganan Perkara dan ketua Tim Penilai
Il KPKNL Bekasi, tanggal 12 April 2011 di Bekasi.
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barang rampasan itu sendiri di Bekasi cukup banyaktunya keamanan atas
pembelian dari hasil lelang barang rampasan itgarten, karena dengan
dikeluarkannya Risalah Lelang merupakan akta dteyding dikeluarkan atau
sama saja dengan Akta Jual Beli yang dapat dipakgumuntuk proses balik
nama atas kendaraan bermotor itu sendiri, yangnyandilakukan di Samsat.

Lelang tetap dapat dilakukan apabila barang ranmpasesebut tidak
dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, migal kendaraan bermotor
tidak dilengkapi dengan STNK/BPKB, lelang tetap ataplilakukan. Karena
dasarnya para peserta lelang sudah harus tau kasshenarnya dari barang
rampasan yang akan dilakukan lelang tersebut, RRIKINL melakukan lelang
terhadap barang apa adanya atau &®d9s”. Sehingga untuk pembelian atas
barang rampasan yang tidak dilengkapi dengan kekimilikan yang sah semua
diserahkan kepada peserta lelang apakah ingin nieatbe tidak >

Dalam lelang barang rampasan yg dilakukan olehkkamn alangkah
lebih mudahnya penyelesaian surat-surat kepemikkanelang barang rampasan
apabila surat-surat kepemilikan ada dan lengkapan aketapi bagaimana
perlindungan hukum terhadap pemenang lelang apabita-surat kepemilikan
atas barang rampasan yg telah dilakukan lelangliatsidak lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti, pihak Kejaoliskhususnya
SAMSAT dapat memproses lelang barang rampasantidaigdilengkapi dengan
bukti kepemilikan. Dengan memenuhi syarat pendefat&endaraan, dengan
dilengkapi risalah lelangnya, karena risalah leleargebut sudah merupakan bukti
yang otentik untuk proses balik namanya atau sébagkti jual beli nya®™
Sehingga pembelian lelang atas barang rampasasbtersmerupakan hal yang
aman, karena memang melewati proses sesuai prosedur

sebagai contoh dapat dilihat dari kasus berikytyiaitu lelang dengan
tidak dilengkapinya bukti kepemilikan atas 4 (empatit sepeda motor yang
dilakukan oleh RAMDONI, Sarjana Hukum, Jaksa MuHapala Sub Bagian
Pembinaan Kejaksaan Negeri Cikarang, bertindakndaébatannya untuk dan

atas nama Kejaksaan Negeri Cikarang, pada tang@al Jdnuari 2010

84 .

Ibid,.
% Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Budianto,S.H., selaku Penyidik Unit Reserse Ranmor
Polresta Bekasi Kota, tanggal 06 Januari 2011 di Bekasi.
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melaksanakan penjualan secara lelang dengan perakt@antor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, yanganasrang yang dilelang

apa adanya:

4 (empat) unit sepeda motor dengan rincian seltmayeiut:

1. Merk Yamaha Vega R warna hitam, Nomor Polisi B 6B49 Nomor Mesin:
380000285, Nomor Rangka: - (rusak).

2. Merk Yamaha Scorpio Z warna hitam, Nomor Polisi 86, Nomor Mesin:
5BP003947, Nomor Rangka: MH35BP0023K003864.

3. Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, NomorsPgliNomor Mesin:
2P2405366, Nomor Rangka: MH32P20047K404595.

4. Merk Suzuki Satria 4T warna merah, Nomor Polidfemor Mesin: 6420-ID-
114442, Nomor Rangka: MH8BG41CA6J114552.

Tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sesuang#m Surat Keterangan

Kepala Sub Bagian Pembinaan atas nama Kepala legjakllegeri Cikarang

selaku Ketua Panitia Penyelesaian Barang Rampasggal 15 Januari 2010.

Atas nama terpidana Saudara MANSYUR alias KANCIh BUGANDI, yang

telah disita oleh saudara SAIMAN, Inspektur Pdisia, selaku Penyidik, tanggal

29 Nopember 2007 serta telah mendapat persetujeayit@an dari Pengadilan

Negeri Bekasi, yang mana barang tersebut saaterada di kejaksaan Negeri

Cikarang.

Banyaknya yang menyetorkan uang jaminan lelang damenuhi syarat pada

lelang ada 2 (dua) orang, yaitu Noko Saputro dadi [Bisanto, menawar 4

(empat) unit sepeda motor dengan rincian sebagiuive

1. Merk Yamaha Vega R warna hitam, Nomor Polisi B 6B49 Nomor Mesin:
380000285, Nomor Rangka: - (rusak).

2. Merk Yamaha Scorpio Z warna hitam, Nomor Polisi %6, Nomor Mesin:
5BP003947, Nomor Rangka: MH35BP0023K003864.

3. Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, NomorsPgliNomor Mesin:
2P2405366, Nomor Rangka: MH32P20047K404595.

4. Merk Suzuki Satria 4T warna merah, Nomor Polisliemor Mesin: 6420-ID-
114442, Nomor Rangka: MH8BG41CA6J114552.
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Pertama-tama Pejabat Lelang menawarkan dengan sabgsar Rp. 3.374.000,-
(tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiaelanjutnya Noko Saputro
menawar Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tygutuh lima ribu rupiah), diikuti
oleh Dedi Susanto menawar Rp.3.380.000,- (tigatjgéaratus delapan puluh ribu
rupiah), kemudian Noko Saputro menawar lagi Rp83.@00,- (tiga juta tiga
ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Berhubung penawaran terakhir dari saudara Nokot8amrsebut telah mencapai
limit yang ditetapkan Penjual, maka saudara Nokpu8a ditunjuk sebagai
pemenang lelang yang sah pada lelang hari ini dengarga sebesar
Rp.3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puilmia ribu rupiah).

Lelang barang rampasan yang dilakukan tidak dilapgklengan surat
bukti kepemilikan seperti STNK/BPKB, sehingga peinbelang mengalami
kesulitan dalam proses pengurusan STNK/BPKB yamyg, lsllam hal ini upaya
yang dapat dilakukan KPKNL Bekasi adalah melakukaordinasi terhadap
ketiga instansi yaitu KPKNL, Kejaksaan Negeri, qeimak Samsat® Atas kasus
diatas yaitu 4 (empat) sepeda motor yang dimenangheh Noko Saputro,
dimana atas 4 (empat) sepeda motor tersebut tidekgllapi dengan bukti
kepemilikan, lalu bagaimanakah perlindungan hukarhadap saudara Noko
Saputro atas 4 (empat) sepeda motor yang dibelvigia yang harus dilakukan
untuk perlindungan hukum terhadap Noko Saputrouyaias dasar PP No.44
Tahun 1993 Pasal 174 ayat (1) dan (2) maka masasiag wilayah membuat
Persyaratan pendaftaran Kendaraan Bermotor Eksndeldegara memiliki
persyaratan :

a. Mengisi Formulir SPPKB.
b. Identitas :
1). Untuk Perorangan : Tandai Jati Diri yang Sahllembar Foto Copy.

Bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa teran@ukup.

2). Untuk badan Hukum : Salinan Akte Pendirian keinbar Foto Copy,

Keterangan Domisili, Surat Kuasa yang bermater&u@wan ditangani

oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yangamgkutan.

% Hasil wawancara dengan Bapak Sihono,S.H., selaku Penanganan Perkara dan ketua Tim Penilai
Il KPKNL Bekasi, tanggal 12 April 2011 di Bekasi.
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3). Untuk Instasi Pemerintah (termasuk BUMN danVBD) : Surat
tugas/Kuasa bermaterai cukup dan ditandai-tandahimmpinan serta
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan,

c. Bagi Kendaraan bermotor dengan fasilitas penamgyBea Masuk,
terlebih dahulu harus melunasi Bea Masuk,kecutgntlikan lain oleh menteri
Keuangan.

d. Risalah Lelang,

e. Risalah/berita acara penyerahan barang.

f. Kwitansi Pembelian.

g. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan dari Pat&su Intansi berwenang
tentang asal-usul kendaraan bermotor.

h. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan.

Maka setelah terpenuhinya persyaratan pendaftaanakaan bermotor tersebut,
terpenuhilah ketetapan dasar kepemilikan yangesaladap barang Eks Lelang.

Berdasarkan fakta diatas, maka Peneliti dapat ragk@m kesimpulan
bahwa pembelian atas barang rampasan yang buldimkikannya tidak lengkap
bukanlah menjadi kendala untuk para peminat ataarfgelelang, karena tentunya
perlindungan hukum terhadap pemenang lelang basngasan dilindungi oleh
Undang-Undang. Untuk melaksanakan registrasi atadaftaran kembali barang
eks lelang sudah tertera syarat-syaratnya yaitiIN®R4 Tahun 1993 Pasal 174
ayat (1) dan (2), maka barang eks lelang tersebdi&ls dapat memiliki bukti
kepemilikan yang sah. Dan dilakukan sesuai dengasedur yang sesuai dengan
peraturannya.

Sehingga apabila ada yang melakukan gugatan dzak gain setelah
terjadinya lelang atas barang rampasan, tentungak tisemena-mena akan
menggugurkan Risalah Lelang tersebut. Karena sabdiilakukan lelang,
memang sudah melalui proses-proses sesuai Undad@ngn seperti telah
diumumkan sebelumnya di surat kabar harian dan jsgdah di lakukan
pengecekan atas kepemilikan oleh pihak Kepolididaika dapat dikatakan aman
apabila adanya pembelian lelang atas barang rampasebut.
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Keuntungan dilakukannya lelang atas barang rampasarg tidak
memiliki bukti kepemilikan ialah dengan terbitnyas&ah Lelang atas barang
rampasan tersebut, maka timbulnya bukti kepemilikamg baru atas pemenang
lelang. Dengan adanya Risalah Lelang tersebut smgan Akta Jual Beli atas
suatu barang, dan memiliki kekuatan hukum yang Isadi pemenang lelang.
Keuntungan lain bagi pemenang lelang, ia dapat fenbarang hasil lelang
dengan harga yang cukup murah atau harga yang kajgma bersifat transparan.
Prosesnya juga cepat, pemenang lelang juga dapgatasenembawa pulang
kendaraan bernotor yang ia menangkan, setelahu@dakya pembayaran atas
barang rampasan tersebut.

Keuntungan lelang atas barang rampasan bagi m&syadan Negara
yaitu masyarakat dapat mengetahui secara umum bsélveg masyarakat dapat
Ikut serta dalam lelang barang rampasan tersebutideri perlindungan hukum
atas barang rampasan tersebut. Bagi Negara, keamoya yaitu adanya
penerimaan Negara dalam bentuk Bea Lelang, biayaingtrasi, pajak PPH
Pasal 25, juga meningkatkan efisiensi dan tertiiastrasi dari pengelolaan aset
yang dimiliki/dikuasai Negara. Negara dapat merigeleecara tertib tentang
barang bukti yang ada di Kejaksaan maupun di Ksjamlj seperti menghindari
penyimpangan ~maupun penyalahgunaan terhadap barbokti yang
kedudukannya menjadi barang rampasan Negara.

Berdasarkan penelitian Peneliti setelah melakukawamcara ke Pihak
Kepolisian, Kejaksaan dan KPKNL, ada juga kekurantglang atas barang
rampasan yaitu banyaknya barang bukti yang tidgersghnya diserahkan ke
pihak Kejaksaan dengan alasan suatu perkara haeggikat satu barang bukti
untuk satu Tersangka, dimana sebenarnya setiapaniighd melakukan
perbuatannya lebih dari satu kali. Selain itu, yamgngikuti lelang atau peserta
lelang atas barang rampasan, kebanyakan dari kemalak Kejaksaan itu
sendiri, dan belum tentu dari barang rampasan yefah dimenangkan itu
dimiliki sepenuhnya oleh pemenang lelang, biasawymiliki oleh pihak
Kejaksaan yang berkoalisi dengan pemenang lelaggutangan lainnya, setelah
lelang atas barang rampasan sudah ada pemenamgniga kebanyakan Risalah

Lelangnya tidak langsung diberikan secepatnya keepang lelang, melainkan
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diperlama menjadi 7 (tujuh) hari, dimana sebenasgguai ketentuan 3 (tiga) hari
setelah dilakukannya pembayaran atas pembeliandpaampasan tersebut sudah
bisa dikeluarkannya Risalah Lelang. Dengan lehimalaya terbit Risalah Lelang
tersebut, maka pemenang lelang mendapatkan kesulitdam hal proses
pendaftaran bukti kepemilikan terhadap barang raampa

Dengan adanya kekurangan dari pembelian lelangbatasg rampasan
tersebut, menjadi kendala dalam memberikan pentigdn hukum terhadap
pemenang lelang.

Akan hal ini diharapkan kepada Kepolisian khususBydVISAT, agar
memberikan penyuluhan atau memberitahukan kepadaR@Embeli lelang atau
masyarakat bahwa membeli barang lelang atas baeangasan, merupakan hal
yang aman karena apabila keraguan dari Pembelretitian lamanya proses
balik nama, itu tidak benar. Karena apabila syayarat pendaftaran kendaraan
eks lelang sudah dipenuhi, maka surat-surat kepe@mildapat segera keluar.
Akan tetapi para pemenang lelang harus lah segesaponyai Risalah
Lelangnya, karena itu merupakan dasar kepemilikaheli nya yang sah.

Dan untuk pihak Kejaksaan Negeri agar memberikaimpengan hukum
terhadap pemenang lelang, seperti memberikan watada para pembeli lelang
untuk dapat melakukan pengecekan atas barang rampessebut, mulai dari
fisik luar kendaraan bermotor sampai dengan figilaith kendaraan bermotor, dan
surat-surat kepemilikan atas barang rampasan térpein dapat langsung dicek
apakah sesuai atau tidak dengan fisik, dimana grupakan salah satu bentuk
perlindungan hukum terhadap pembeli. Sehingga pkemideat puas atas barang
yang akan dibelinya di perlelangan nanti.

Selain itu pihak KPKNL juga dapat segera memizgriRisalah Lelang
sesuai dengan ketentuan yaitu 3 (tiga) hari sefgamhbayaran atas lelang barang
rampasan, karena Risalah Lelang tersebut merupldsar kepemilikan yang sah.
Karena berdasarkan wawancara Peneliti dengan p8@akMSAT, walaupun
kendaraan bermotor dapat segera dibawa pulang pdetenang lelang, tetapi
pemenang lelang tetap tidak bisa segera mempergnniéndaraan bermotor
tersebut dikarenakan bukti kepemilikan atas keratafzermotor tersebut belum

ada.
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BAB I
PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan
beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan oleh
Undang-Undang. Untuk melaksanakan registrasi atau pendaftaran kembali
barang eks lelang syarat-syaratnya tercantum didalam PP No.44 Tahun 1993
Pasal 174 ayat (1) dan (2), Maka setel ah terpenuhinya persyaratan pendaftaran
kendaraan bermotor tersebut, terpenuhilah ketetapan dasar kepemilikan yang
sah terhadap barang eks Lelang tersebut. sehingga barang rampasan yang
merupakan awal dari suatu barang bukti yang merupakan hasil kejahatan dapat
memiliki ketetapan hukum tetap yang sah..

2. Proses pendaftaran administrasi atas kendaraan bermotor roda dua setelah
dilakukan lelang atas barang rampasan adalah pihak panitia yang
menyel enggarakan lelang tersebut adalah melakukan Penyetoran dan Laporan.
Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas
Kegaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil
penjualan |elang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun
harus segera di setor ke Kas Negara dalam waktu 2 x 24 jam. Penyetoran hasi|
lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama
Bendaharawan Khusus / Penerima Kegaksaan yang bersangkutan dan
Bendaharawan Khusus / Penerima Kejaksaan yang bersangkutan. Apabila
pada Kegjaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang
tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening
Kas Negara dan terhadap Bea Lelang dibebankan kepada pembeli atau
pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil Ielang.
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. Saran

. Disarankan kepada pihak Keaksaan, KPKNL, Kepolisian dan SAMSAT
untuk berkoordinasi dan merekomendasikan dengan tegas kepada masyarakat
umum tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang
rampasan, bahwa pembelian atas barang rampasan hasil lelang tersebut aman,
dapat memberikan kekuatan hukum yang tidak perlu diragukan lagi dalam
proses pendaftaran bukti kepemilikan yang baru, dan juga prosesnya cepat.

. Disarankan keterbukaan terhadap umum untuk peserta lelang, diharapkan
tidak adanya lagi nepotisme dalam keikut sertaan peserta lelang, demi rasa
keadilan bagi pesertalelang lainnya.

. Pihak KPKNL diharapkan tidak mempersulit terbitnya Risalah Lelang
maupun pihak SAMSAT dalam mengeluarkan bukti kepemilikan yang baru
terhadap barang rampasan tersebut, agar pemenang lelang dapat segera
menggunakan kendaraan bermotor.
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KEMENTERIAN XEUANGAN REPUBLIK INDONESIA |
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH VIII BANDUNG

: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEXASE 27
Jalan Sersan Aswan No. 8D Telepon : 8305833

Bekasi ; Faksimile

RISALAH LELANG NOMOR : 133/2010

SUDAH TERIMA DARI . Noko Saputro

beralamat di Mijil Rejo RT.010 RW.005. Desa Kadibolo, Kec. Wedi, Klaten
BANYAKNYA UANG : #Tiga juta empat ratus delapan belas ribu delapsn ratus lima puluh rupiah #
KETERANGAN

= 4 (empat Unit Sepeda Motor dengan rincian sebagai berikut : 1. Merk Yamaha Vega R Warna Hitam, Nomor
Polisi B6749 BT, Momor Masin 320000285, Nomor Rangks .~ (rusak), 2. Merk Yamaha Scorpio Z Warna Hitam,
Momiar Polisi B 6556, Nomor Mesir, 5BP003947, Nomor Rangka MIBSBP0023K003864, 3.'Merk Yamaha Jupiter
Z Wama Merah Marun, Nomor Polisi -» Nomor Mesir. 2P2405366, Nomor Rangks l\/II-BZP20047K404595, 4,

Merk Suzuki Satria 4T Wama Merah, Nomor Polisi - Nomor Mesin 6420-ID-114442, Nomor Rangka
MHSBG41CA61114552. . .
RINCIAN » _
Pokok Lelang _ : Rp 3,385,000.00 .
Bea Lelang Pembeh :  Rp 33,850.00 . '
Jumiak : “Rp. 3,418,850.00
Mezgetahui

Keterangan dibuat rangkap 4 untuk -

Lembar kesatu Asli (Putih) untuk pembeli
Lembar kedua Kuning untuk pembeli
Lembar ketiga Hijau untuk Bendanarawan Penerima, dan

Lembar keempat Biru untuk Seksi Pelayanen Lelang
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“RISALLAH LELANG
Nomor: 133/2010

--------- Pada hari ini, Selasa tanggal sebelas bulan Mel tahun dua ribu sepuluh (11-
05-2010) dimulal pukul semblian lebih llma menit (09,06) Waktu Indonesia Barat, di
hadapan saya, —--
ceemenemnmmeee SIHONO, Sarjana Sosial — NIP. 19581227 198109 1 001 —---eccemmemn-m-
Pejabat Lelang Kelas | yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor : 10/KM.09/UP.11/1997 tanggal 17 Desember 1997,
berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) &?_lgasi‘\/ii
herd ) K PKNL Bekasi Nomor ST- ‘ ’
1 QIWKN OBIKNL 0212010 tangg ksapakan Lelang Eksekusi !
Barz ...c—umrm-u-u.uw mﬂv Blaksa ikarang, Komplek Perkantoran

dluratkan Iebzh lan}ut di bawah | ini. :
----- Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas perrmntaan Saudara RAMDONI, Sarjana |
Hukum, Jaksa Muda NIP 19660116 199603 1 001, Kepala Sub Bagian Pembinaan
atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang selaku Ketua Panitia Penyelesaian

Barang Rampasan, berkedudukan di Cikaran i e ar

W&‘O tanggal(14 April 2010 dan Putusan Pengadilan
egeri i_yang berkepal? "DEMI KEADILAN BERDA N KETU AN

YANG MAHA ESA” Nomor : 194/Pid/B/20C8/PN.Bks tanggal 14 April 2008. —-—mmammmm-

- ---——-Dalam pelaksanaan penjualan ini Saudara :
RAMDONI, Sarjana Hukum, Jaksa Muda NIP 19560116 199603 1 001, Kepala Sub
Bagian Pembinaan Kejaksazn Negen Cikarang, bertindak dalam jabatannya untuk
dan atas nama Kejaksaan Negeri rk
Kejaksaan Negeri Cikarang Nomor :\KEP-02/0.2.35/Cu. S/OW

elaksanakan penjualan secara lelang ranitaraan e
-——~-- Barang yang dilelang apa adanya :
4 (Empat) unit Sepeda Motor dengan rincian sebagai berikut :
1. Merk Yamaha Vega R warna hitam, Nomor Polisi B 6749 BJl, Nomor Mesin :

380000285, Nomor Rangka : - (rusak).
2. Merk Yamaha Scorpio Z wama hitam, Nomor Polisi B 6556, Nomor Mesin :
5BP003947, Nomor Rangka : MH35BP0023K003864.
3. Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, Nomor Polisi : -, Nomor Mesin :
2P2405366, Nomor Ranglka : MH32P20047K404595.

@ﬁlerk S i Satria 4T warna merah, Nomor Polisi : -, Nomor Mesin : 6420-ID-
114442, Nomor Rangka :

Tid3K dilengkapi dengan bukii kepemilikan sesual"aengan Surat Keterangan Kepala
Sub Bagian Pembinaan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang selaku Ketua
Panitia Penyelesaian Barang Rampasan tanggal 15 Januari 2010.
atas nama terpidana Saudara MANSYUR als. KANCIL bin SUGANDI, yang telah
disita oleh Saudara SAMIAN, Inspektur Polisi Dua NRP 80021070, selaku Penyidik,
berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama
Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kabupaten, Selaku Penyidik, Nomor Pol. :
'SP.Sita/348/X1/12007/Restro.Bks.Kab tanggal 29 November 2007 dan Berita Acara
Penyitaan tanggal 28 November 2007, serta telah mendapatkan persetujuan
penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 9/Pen.Pid/2008/PN.Bks tanggal 02 Januari 2008. -

Barang tersebut ............ / Lembar Kedua W
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Lembar Kedua dari Risalak Lelang Nomor : 123 /2010 tanggal 1L

—--Barang tersebut pada saat ini berada di Kejaksaan Negeri Cikarang, ===
—-—-Pelelangan ini telah mendapatkan fjin lelang dari Kejaksaan Agung Republik
Indonesia sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-
276/C/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

sesuai Surat - Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : KEP-
05/0.2/Cu.3/01/2010 tanggal 08 Januari 2010,

—----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Peni lui Surat Kabar@
Bekasi yang terbit di Bekasi pada tanggal 05 Mei 2010; ‘ <
---- Semua surat (asii/salinan/fotokopi) yang an dalam Risa'ah Lelang ini
"dilampirkan dan dijahitkan dalam minuta risalah lelang ini.
-—— Sesudah apa yang diuraikan di atas inj dibacakan dihadapan umum, maka
penjualan lelang ini dimulai. :

-----Banyaknya yang menyetorkan uang jaminaq lelang dan memenuhi syarat

" pada lelang hari ini ada 2 (dua) orang yaitu : -
1. ®oko Saputro pekerjaan karyawan swasta, alamat di Mijil Rejo RT. 010 RW.
005, Kelurahan Kadibolo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Kiaten,

2. Dedi Susanto, pekerjaan pegawai Swasta, alamat di Jalan Bendungan Melayy

RT. 002 RW. 002, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya
Jakarta Utara.

. == Menawar :
4 (Empat) unit Sepeda Motor dengan rincian sebagai berikut :
1. Merk Yamaha Vega R wama hitam, Nomor’Polisi B 6749 ‘BJI, Nomor Mesin :

380000285, Nomor Rangka : - (fusak), -
2. Merk Yamaha Scorpio Z warna hitam, Nomor Polisi B 8556, Nomor Mesin :
S5BP003947, Nomor Rangka : MH35BP0023K003864.
3. Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, Nomor Polisj : - Nomor Mesin :
2P2405366, Nomor Rangka ; MH32P20047K404595, '
~ 4. Merk Suzuki Satria 4T wamma merah, Nomor Polisi : -, Nomor Mesin : 6420-1D-
114442, Nomor Rangka : MH8B(341CA6J1 14552,
----— Pertama-tama Pejabat Lelang menawarkan dengan harga sebesar Rp.
3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya Noko
Saputro menawar Rp. 3.375.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lirma riby rupiah),
diikuti oleh Dedi Sudanto menawar Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan
puluh ribu rupiah), kemudian Noko Saputro menawar lagi Rp 3.385.000,- (tiga juta
tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), : :
-——— Berhubung penawaran terakhir dari Saudara Noko Saputro tersebut telah
mencapai harga limit yang ditetapkan Penjual, maka Saudara Noko Saputro ditunjuk

sebagai pemenang lelang yang sah pada lelang hari ini dengan harga sebesar Rp.
3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima riby rupiah).

e e e e e i T s

Nomor-Urut ... / Lembar Ketiga ‘ﬁ[
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No.
Urut

Barang-Barang yang
Dilelang

Nama, -
Pekerjaan dan
Tempat tinggal
~ Pembeli

Harga Barang-Barang

Laku

Ditahan

J Ket.

4 (Empat) unit Sepeda
Motor dengan rincian
sebagai berikut : —-----

1. Merk Yamaha Vega R
warna hitam, Nomor
Polisi B 6749 BJI,
Nornor Mesin
380000285, Nomor
Rangka : - (rusak). -

2. Merk Yamaha Scorpio Z
warna hitam, Nomor
Polisi B 6556, Nomor
Mesin 5BP003247,
Nomor Rangka ;
MH358P0023K003864.

3. Merk Yamaha Jupiter Z
wama merah marun,
Nomor Polisi : -, Nomor
Mesin 2P2405368,
Nomor Rangka :
MH32P20047K404595.

4. Merk Suzuki Satria 4T
warna merah; Nomor
Polisi : -, Nomor Mesin :
6420-1D-114442, Nomor
Rangka :
-MH8BG41CA6J114552.

Noko Saputro,
pekerjaan
karyawan
swasta, alamat
di Mijil Rejo RT.
010 RW. 005,
Kelurahan
Kadibolo,
Kecamatan
Wedi,
Kabupaten
Klaten. -

Rp 3.385.000,00

Jumlah

Rp 3.385.000,00

Banyaknya Barang ..... / Lembar Terakhir#
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.

Lembar Terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 133 /2010 tanggal 11 Mei 2010

Banyaknya Barang yang dilefang : 4 (satu) Paket,

Banyaknya Barang yang laku/terjual : 1 (satu) Paket.

Jumlah harga Barang yang telah terjual : Rp 3.385.000,- (tigé juta tiga ratus delapan
puluh lima ribu rupiah).

Jumlah harga Barang yangditahan : tidak ada.

Banyaknya lampiran Risalah Lelang ini : 17 (Tujuh belas) set.

Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan, ——--———--

Penjual " Pejabat Lelang

Ttd. . Ttd.

Ramdoni, Sarjana Hukum Sihono, Sarjana Sosial
Jaksa Muda NIP 19660116 199603 1 001. NIP 19581227 198108 1 001

CATATAN : Dalam pelaksanaan lelang ini, terhadap pembayaran Hasil Lelang tidak
ada yang mengajukan sanggahan/verzet.
Pejabat Lelang

Ttd. : | -

Sihono, Sarjana Sosial
NIP 19581227 198109 1 001

Diberikan KUTIP ksm{ia beli sebagai Akta Jual Beli
a tanggal : f% ﬁﬁw
@pala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi

e

19651019 199303 1 002%
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ZJAKSAAN NEGERI CIKARANG LP-7
S _ LAPORAN REKAPITULASI KEGIATAN PENUNTUTAN _erkm
. ( ACARA PEMERIKSAAN BIASA / SINGKAT) "
TINDAK PIDANA UMUM *
BULAN : JUNI TAHUN : 2008 : |
i DISELESAIKAN ] K.ETERANGA}N
o KOLOM 11 & 12
No. L Dikiam ks | Diheniken | Diksamping | DUmpsHkanKePN | Junlah | Sisa [ “Delam | Diputus | Ket
Urut| Kejaksaan Jenis Tindak Pidena " Pasal Yang Sisa Masuk Jm) Inst.Lain/ | Penuntutan/ | kan Untuk Dengan Dengan Yang | Bulan Proses P.
' g ; J| Dilanggar Bulan | Bulan Kejaksaan lain] Ditutup | Kpentingan | APB APS Diselesai | Laporan |Prsidangan
- ! Lalu | Laporan Demi Umum Kan ;
Hukum :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengerqyokan 170 KUHP 2 5 7 - - . 7 s 7 - - - -
Sumpah Palsué ket. Palsu 242-243 KUHP # & - . i - - - - - ® ’ s
Pemalsuan Uang | 243262 KUHP - - . - - - ~ - - - . @ .
Pemalsuan Surat 263-276 KUHP - 1 1 - - - 1 = 1 - - 4 <
Kejahatan thdp Kesopanan 281-303 XUHP 7 9 16 - - - 8 - 8 8 < i -
Penghinaan | 310-321 KUHP - 1 1 - - - 1 - 1 - . 4 .
Kejahatan thdp Kemerdekaan | 324-337 KUHP 1 2 3 - - - 3 - 3 . - i “
Kejahatan thdp Jiwa seseorg | 338-350 KUHP - 3 3 - - - 1 - 1 2 . : _
enganiayaan 351-358 KUHP 1 5 6 - - 6 - 6 s s . -
MengakibatkanOrg Mati/Luka { 359-361 KUHP - 2 2 - - - 2 - 2 = ) - -
Pencurian -1,362-367 KUHP s | 47 55 - 3 - 49 - 49 6 = i p
Pemerasan dan ancaman '368-371 KUHP - - - N A - - - - - - - .
Peuggelapan {372-377 KUHP - 5 5 ) 2 . 3 = 3 2 5 . ¢
Penipuan : 378-395 KUHP 4 5 9 - - - 7 - 7 2 - - -
Menghancurkun atau Merusak 406-412 KUHP - - - - - - - - . B . . .
Pertolongan Jahat 480 KUHP 1 5 6 - - - 6 6 - . B -
UU Psikotropika UUNo 5/1997 - - i - % = & - - R . 1 R
‘UU Narkotika UU No22/1997 - 6 6 - - - 6 - 6 - = . -
UU senjata UU Drt12/1951 1 1 2 . - - 1 # 1 1 . . .
UU Kekerasan Dim RT UUNo.23/2004 | - 3 3 - - - 3 - 3 - - : .
UU perfilman UU No.8/1992 - - - - - - = 5 - - - : .
UlJ Hak Cipta UU No19/2002 - S 5 - - - 1 - 1 4 - - -
UU Perlindungan Anak UU No23/2002 2 2 4 - - - 3 - 3 1 - . s
UU Migas UU No22/2001 - 2 2 - - - i - 1 1 - - =
UU Perlindungan Konsumen UU No, 8/1999 1 - 1 . - - 1 - 1 “ - i -
UU Kesehatan UU No.23/1992 - 4 4 - - - 2 - 2 2 3 i
28 113 141 - - - 112 - 112 29 - 5 5
CIKARANG, 30 JUNI 2008
AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG
KEPALA SEKS! TINDAK PIDANA UMUM
i P
N . ’ LEDRIK V.M.T, SH. MH.
i JAKSA PRATAMA NIP. 230024571
, : 3.
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Kepada Yth.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi

Di Bekasi

Nama : Desia Megawati, SH

NPM : 0906652545

Fakultas : Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan
Sebagai Mahasiswi/Peneliti.

Sehubungan untuk kepentingan Peneliti dalam menyelesaikan tesis, telah dilakukannya
wawancara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi.

Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui 0302 sf 1n.ov
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. I QUESTIONER o : I
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

BEKASI
Nama : BPK - sHONO .
Bagian - Pegoot @ma X PROC velom
Pertanyaan
1. Berapa banyak kendaraan bermotor yang diserahkan ke kantor KPKNL bekasi dari Polres

Bekasi?

T etan_ Bafatc:

............................................................................................................

...........................................................................................................

Dalam kurun waktu terakhir tahun 2011, berapa banyak kendaraan bermotor yang
menjadi barang rampasan negara di KPKNL Bekasi?

Jawab:
..a\(emﬁ kg ada S (Bl 200 ) b Rk dan Fendirvewn Vady ok .

...................................................................................................

....................................................................................................

Tatonr 3010 , ada 20, Ada Weotor rode Y & Foda 2 . '

. Berapa lama biasanya lelang atas barang rampasan tersebut dapat dilakukan?

L BRas lama, W Gdate™ Yaren pemicotom  trdak sMa  deng,

................................................................................................

. Homan. proes . lawanta  tereantng | Wleonckamn  pastan
apAls  Sudart  \Cko? 4 muged Sudain Lza  dilareon (ebng.

Apakah banyak peminat lelang atas dilakukannnya lelang barang rampasan tersebut?

yang aman?
Jawab:

............................................................................................................

...........................................................................................................

Apakah tetap bisa dilakukan lelang apabila barang tersebut tidak dilengkapi bukti
kepemilikan yang sah?
Jawab:

SBEGB ..o
Apa yang dilakukan KPKNL apabila barang yang dilakukan lelang tersebut tidak ada
bukti kepemilikan yang sah?

Jawab: %
Subst, Aan | Foprdh pomiR( | batiwa  bomang ampasin
el ema, NG AR adn Sort: AfaY apa adanes . T

..............................
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8. Bagaimana anda melindungi dari pemenang lelang apabila ia membeli barang lelang hasil
rampasan yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah?
Jawab:

Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
_ KANTOR WILAYAH Viil BANDUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

BEKASI
*JI. Sersan Aswan No. 8 D, Bekasi
Telepon : (021) 880 8888, Faksimile : (021) 880 3832

M

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS
NOMOKE & e ereerenneeeeresenneanenenns

Telah dianalisa berkas Permohonan Lelang Eksekusi Baréng Rampasan dari Kejaksaan

NEGOH susemmsmmmimemempmne berdasarkan Surat Permohonan NOMOr : .......ccceivniiiicinninniiiniane
tangg@al .....ooooveeeerieeeie e , dengan lampiran : '
No. - Jenis Dokumen Sesuai Tidak Keterangan
: - ) ' Sesual
UMuUMm .
1. | Surat Permohonan Lelang ' v
2. | Asli / Fotocopy Surat Keputusan Penunjukan
Penjual v
3. | Syarat Lelang dari Penjual (apabila ada) il
4. | Daftar Barang yang akan dilelang v ;
KHUSUS =

Salinan / Fotocopy Putusan Pengadilan- v
Salinan / Fotocopy Surat Perintah Penyitaan v
Salinan / Fotocopy Berita Acara Sita v
Salinan / Fotocopy Surat Perintah Lelang dari v
/
Y
Y

Kejaksaan

Asli / Fotocopy Bukti kepemilikan hak

Harga Limit

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
Salinan / Fotocopy surat pemberitahuan rencana
pelaksanaan lelang kepada penghuni. )
Bukti Pengumuman Lelang

-~
: mm‘@ aloldol-
o| ©|eiyoty BN

Berkas permohonan ini dinyatakan telah / belum*) lengkap secara administrasi dan benar /
tidak benar*) secara formal, untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapai SKPT dalam hal yang
dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.

£y
2
-
.

Bekasi,
Mengetahui
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QUESTIONER
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

POLRESTA BEKASI KOTA
Nama : a3, Marzod, SH
Pangkat Bty N Ail4 QL
Satuan : POULES'\_A B WO\'Z()?
Pertanyaan
1. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh Polresta Kota Bekasi saat ini?

!\)

'LJ|

Jawab:
R funalAR | Aty QolescTAREK ST SAVA KURAN (e .. M eNETAHW. . TA0T . Lial o

- Ouslag.. 69, 02, dan B8 R4 Yong s, $ia. . Bepaurtale 4. k..

- Apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap barang-barang yang berhasil disita?

Jawab:
..5egogran o f....sowna...‘z@f*ﬁ..ﬁ%..sw&..ﬁmgi.t,a..ﬁc.lg.Re.‘rsf.t.i@n-‘e@..s.@aq.miﬁahaw
MmOl £29erd meloforban  Jdon . e ko (lau. . dan gaSelurauan bamng

tershotle pfRBULO sudan wmevtenudd SYANLE Sederm oi ooulon e Weoali<aany .
Biasanya kendaraan bermotor yang dista oleh pihak kepolisian, hasil dari tindakan
kejahatan apa?

Jawab:

...........................................................................................................

Apakah dari setiap kendaraan bermotor yang disita selalu ada pemiliknya?
Jawab:

- Seangtan . besar ada.. den. oda dude. Youg.. bvds ade. perctiliugg

Apa yang dilakukan pihak kepolisian apabila kendaraan bermotor tersebut tidak ada
pemiliknya?

Jawab: = .

A S dan diseohbhon UE stiaan btpon bormg bulel | ZHTTART

............ REE R L AT tecscscrreans AR AR O R R R AT AR A B

...........................................................................................................

Dalam kurun waktu tahun 2011, berapa banyak kendaraan bermotor yang diserahkan ke
pihak kejaksaan untuk dijadikan sebagai barang rampasan?
Jawab:

..........................................................................................................

. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian yang dapat

diserahkan kembali ke pemilik kendaraan?
Jawab:
kP ettol. ambl Ca  totar covseur di Lenguapi Bobsi lepermitelan .

...hmlm...ﬁw..les‘o.f’sa,!.taq...i;‘..‘?\wk%....‘AM&R....L(’.&[@M...&L.Mﬂ.u...Mw.ﬂtac
terseng e fersebut oddi hongo befu 1 RR Sedausliay gong

Losnte J (ewm botile an.
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8. Bagaimana pihak kepolisian menghadapi lelang atas barang rampasan tersebut?
Jawab:
. S%odton oV SeUa. Lo Wekgebouuinge.. ...

9. Apakah pihak kepolisian bisa memproses surat-surat kepemilikan kendaraan motor dari
hasil lelang yang mana barang rampasan itu sebelumnya tidak dilengkapi surat

kepemilikan yang sah?
Jawab:
Sosvesak . ReoSarey. . TR teMenong (eloug .

10. Apakah menurut anda pembelian lelang atas barang rampasan itu merupakan hal yang

aman?

Jawab: .
.......... AAN . BB\ sudou otelowart Pores  SuWlile dau (glang

(. Arav v, Su )
Ry WA
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- QUESTIONER
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

POLRESTA BEKASI KOTA
Nama . eVl FatNA st
Pangkat :wba . %
Satuan : Kant  Tdentieiast
Pertanyaan
1. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh Polresta Kota Bekasi saat ini?

!'\)

(99)

()

Jawab:

badosartom dan ileubPrasy dab Yo ada ergomla Gokronr

............................................

...................................................................................................

Apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap barang-barang yang berhasil disita?
Jawab:

...........................................................................................................

Biasanya kendaraan bermotor yang dista oleh pihak kepolisian, hasil dari tindakan
kejahatan apa?

Jawab:

..... fercurtan _do perbarzinny  perdpvan  dow penapelapan,

...........................................................................................................

Apakah dari setiap kendaraan bermotor yang disita selalu ada pemiliknya?
Jawab:

............................................................................................................

Apa yang dilakukan pihak kepolisian apabila kendaraan bermotor tersebut tidak ada
pemiliknya?
Jawab: &

........................................................................................................

Dalam kurun waktu tahun 2011, berapa banyak kendaraan bermotor yang diserahkan ke
pihak kejaksaan untuk dijadikan sebagai barang rampasan?
Jawab:

............................................................................................................

Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian yang dapat
diserahkan kembali ke pemilik kendaraan?
Jawab: :

...................................................................................................

...........................................................................................................
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QUESTIONER
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
POLRESTA BEKASI KOTA

Nama
Pangkat
Satuan

Pertanyaan

1. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh Polresta Kota Bekasi saat ini?
Jawab:

LAt DO SAY0. Lumnd WOLIT ML tMman ourdlot veleara

Ber mov-oY 2. dapt 2 gerUora dart bulsh MoVeMbep coMm spmugin
Apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap barang-barang yang berhasil disita?

Jawab:
eorors wong sen \oluMon ve%y\ﬂ’“ st seroMliar Ue uerplgran

1

(V9]

Biasanya kendaraan bermotor yang dista oleh pihak kepolisian, hasil dari tindakan
kejahatan apa?
Jawab:

...........................................................................................................

+. Apakah dari setiap kendaraan bermotor yang disita selalu ada pemiliknya?
Jawab:

oo ARSOW. Slloly Odegemclge
3. Apa yang dilakukan pihak kepolisian apabila kendaraan bermotor tersebut tidak ada

pemiliknya?

Jawab:

..... Plasouy o Litd, serolon & hesol Spem . aken dibieiQean

....... he..so4. LARLEL.

......................................................................................

6. Dalam kurun waktu tahun 2011, berapa banyak kendaraan bermotor yang diserahkan ke
pihak kejaksaan untuk dijadikan sebagai barang rampasan?

Jawab: .

o MARAK. QOLe-ee YAl Catla UNTORS  \(emgeroUu  waman dok

e AN RQneos . Wrang LBl coddn 180 Wnik.
)

Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian yang dapat
diserahkan kembali ke pemilik kendaraan?

Jawab: : .
hetele colpvtade fiea eMeok gemiliunyad navup
- 5aYa Covan han.. We. Wezabsaan T
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8. Bagaimana pihak kepolisian menghadapi lelang atas barang rampasan tersebut?
Jawab: %
......... WAL, Seralan  LhePada  tihal. lcedatisath.

9. Apakah pihak kepolisian bisa memproses surat-surat kepemilikan kendaraan motor dari
hasil lelang yang mana barang rampasan itu sebelumnya tidak dilengkapi surat
kepemilikan yang sah?

Jawab:

..... RIS Bl IR0 Ca SRk

...........................................................................................................

10. Apakah menurut anda pembelian lelang atas barang rampasan itu merupakan hal yang
aman?
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
' DAERAH METRO JAYA
RESOR KOTA BEKASI KOTA

LAPORAN BARANG BUKTI .
JANUARI S/D DESEMBER 2011
POLRESTA BEKASI KOTA

PER

KESATUAN

Lampiran Surat Telegram Kapolri

Nomor

: ST/3048 / XII / 2010

Tanggal

: 14 Desember 2010

NO

URAIAN

SALDO AWAL

MUTASI

BERTAMBAH

BERKURANG

SALDO AKHIR

2

3

4

5

6

POLRESTA BEKASI KOTA

KENDARAAN BERMOTOR

| RODA 2

RODA 4

19 UNIT

19 UNIT |

...RODA 4 LEBIH

UANG TUNAI

~92.110,000,- RUPIAH

92.110.000,- R

EMAS

- 33,8 GRAM 33,8 GRAM
e. TV LG 32 INCH - 1 UNIT 1 UNIT
- TABUNG GAS 3 KG - 523 TABUNG 523 TABUNG - |
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1 2 ) 4 5 . _ 6
9. | SELANG RESGULATOR 15 BUAH 15 BUAH |
h._| BRNKAS 40X40 DAICHIBAN - 1 UNIT 1 UNIT
i. | HANDPHONE BLACBERRY . - 1 UNIT 1 UNIT E
.| SENJATA APT :
- .| SENPT RAKITAN/DORLOK - 1 PUCUK 1 PUCUK -
-___| AMUNISI/PELURU - 4 BUTIR 4 BUTIR -

KASI KEUANGAN POLRESTA BEKASI KOTA

(Tt

ETI SUKMAWATI
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65090468

Bekasi,

s eyt e P

Analisa perlindungan...,
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150/PMK.06/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.07/2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang
lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, perlu melakukan
penyempurnaan ketentuan mengenai lelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 17 Tahun 2007;

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
Lingkungan Departemen Keuangan;

4, Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 54/PMK.01/2007;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1050/KMK.01/2006 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat
Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG.

Pasal I
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Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
(3)

(4)

()

(6)
(7)

"Pasal 10

Tempat pelaksanaan lelang harus di wilayah kerja KPKNL atau di wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas
IT tempat barang berada.

Tempat pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh :
a. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk barang yang berada di luar wilayah
Republik Indonesia

b. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk barang yang berada m wilayah antar
Kantor Wilayah DJKN; atau

C. Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat untuk barang yang beradawilayah Kantor
Wilayah DJKN setempat.

Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL
atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh Penjual dan ditujukan kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.

Terhadap Lelang Eksekusi, KPKNL dapat mensyaratkan kepada Penjual untuk menggunakan tempat
dan fasilitas lelang yang disediakan oleh DJKN."

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PMK.07/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, dipandang perlu untuk melakukan
penyempurnaan ketentuan mengenai lelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
Mengingat :

1. Undang-undang Lelang (Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3687);

3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Staatsblad 1930:85);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

5. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2005;

7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan KP2LN sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor
426/KMK.01/2004;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang;

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.

3.

®

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis
dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang
didahului dengan pengumuman lelang.

Barang adalah tiap benda atau hak dapat dijual secara lelang.

Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang
dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang
berkepentingan.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-
dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan
dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta
Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi
dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan,
Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan pejualan barang milik negara/daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya
dari tangan pertama.

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik
perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya,
termasuk BUMN/D berbentuk persero.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah instansi vertikal DJPLN.

Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang
menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa lelang berdasarkan izin dari Menteri.

Pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan
Penjualan barang secara lelang.

Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan
menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Superintenden (Pengawas Lelang) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri untuk
mengawasi pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang.

Penjual adalah perorangan, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.
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Pemilik Barang adalah perorangan atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas
suatu barang yang dilelang.

Pembeli/Pemenang Lelang adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang
disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada
peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang Pembelinya wanprestasi.

Harga Limit (Reserve Price) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh
Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan.

Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang harus dibayar oleh Pembeli.

Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang
diselenggarakan oleh KP2LN untuk semua jenis lelang atau Harga Lelang dalam lelang yang
diselenggarakan oleh Balai Lelang untuk jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan atas setiap
pelaksanaan lelang, yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau Perurugi.

Perurugi adalah insentif dari bagian bea lelang yang diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II dan
Superintenden (Pengawas Lelang) dalam rangka pelaksanaan lelang.

Uang miskin adalah uang yang dipungut dari Pembeli sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Departemen Sosial.

Penawaran Lelang secara Langsung adalah penawaran lelang yang dilakukan oleh Peserta Lelang
ditempat pelaksanaan lelang.

Penawaran Lelang Tidak Langsung adalah penawaran lelang yang dilakukan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi dan Peserta Lelang tidak berada di tempat pelaksanaan lelang.

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang
merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

Grosse Risalah lelang adalah Salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepala "Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Frekuensi Lelang adalah jumlah Risalah Lelang yang diterbitkan pada setiap pelaksanaan lelang.

Pasal 2

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain

oleh

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

Pasal 4

(1) Leang pertamaharus diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) pesertalelang.

(2) Lelang ulang dapat dilaksanakan dengan dikuti oleh 1 (satu) orang pesertalelang.

Pasal 5
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Pe abat Lelang terdiri dari :
a Pejabat Lelang Kelas l;
b. Pgjabat Lelang Kelas 11/

Pejabat Lelang Kelas | berkedudukan di KP2LN dan berwenang melaksanakan |elang untuk
semuajenislelang.

Pgabat Lelang Kelas |1 berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas Il dan hanya
berwenang melaksanakan lelang berdasarkan permintaan Bala Lelang atas jenis Lelang
Non Eksekusi Sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan lelang aset milik Bank
dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

Daam hal disuatu wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas | terdapat Pejabat Lelang Kelas 11,
Pgabat Lelang Kelas | yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan lelang atas
permohonan Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Pejabat Lelang
Kelas Il yang ada di wilayah tersebut dibebastugaskan, cuti atau berhalangan tetap.

BAB II
PERSIAPAN LELANG

Bagian Pertama
Permohonan Lelang

Pasal 6

Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang mengajukan surat permohonan
lelang secara tertulis Kepada Kepala KP2LN atau Pemimpin Bala Lelang disertai dengan
dokumen persyaratan lelang.

Dalam ha lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lelang Eksekusi Panitia
Urusan Piutang Negara, surat permohonan digjukan dalam bentuk Nota Dinas oleh Kepala
Seksi Piutang Negara KP2LN kepada Kepala KP2LN.

Surat permohonan kepada Pemimpin Bala Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diteruskan kepada Pegjabat Lelang Kelas Il atau kepada Kepala KP2LN untuk dimintakan
jadwal pelaksanaan lelangnya.

KP2LN/Kantor Pgabat Lelang Kelas Il tidak boleh menolak permohonan lelang yang
digiukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah
memenuhi legalitas subjek dan objek |elang.

Ketentuan lebih lanjut mengena tata cara permohonan lelang dan dokumen persyaratan
lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Penjual/Pemilik Barang

Pasal 7
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Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen
persyaratan lelang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang.

Penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena
ketidakabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunanan Jasa Lelang oleh
Bala Lelang.

Daam ha yang dilelang barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang Wajib menguasai fisik
barang bergerak yang akan dilelang.

Pasal 8

Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syarat-syarat |elang tambahan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antaralain :
a. jadwa penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang
(aanwidjzing);
b. jangka waktu bagi calon Pembeli untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang
akan dilelang.

c. jangkawaktu pembayaran Harga Lelang;
d. jangkawaktu pengambilan/penyerahan barang oleh pembeli.

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam surat permohonan
lelang.

Pasal 9

Penjual/Pemilik Barang Wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli  dokumen
kepemilikan kepada pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan
lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat
dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannyatidak dikuasai oleh Penjual.

Dalam ha Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang wajib memperlihatkannya
kepada Peserta L elang sebelum/pada saat lelang dimulai.

Dalam ha Penjua/Pemilik Barang tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Kepada Pegjabat Lelang, Penjua wajib memperlihatkan
kepada Peserta L elang sebelum/pada saat lelang dimulai.

Bagian Ketiga
TEMPAT PELAKSANAAN LELANG

Pasal 10
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Tempat pelaksanaan lelang harus diwilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat
Lelang Kelas |1 tempat barang berada.

Tempat pelaksanaan |elang ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas 1.

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuai ditentukan
lain oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh :
a  Direktur Jenderal atau Pegabat yang ditunjuk untuk barang-barang yang berada
dalam wilayah antara Kantor Wilayah DJPLN; atau

b. Kepaa Kantor Wilayah DJPLN setempat untuk barang-barang yang berada dalam
wilayah Kantor Wilayah DJPLN setempat.

Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja
KP2LN atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas Il digjukan oleh Penjua dan
ditunjuk kepada Pejabat sebagai mana dimaksud pada ayat (4).

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada Surat Permohonan
Lelang.

Terhadap Lelang Eksekus, KP2LN dapat mensyaratkan kepada Penjua untuk
menggunakan tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleh DJPLN.

Bagian Keempat
Waktu lelang

Pasal 11

Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pgabat Lelang Kelas 1.

Waktu pelaksanaan |elang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan padajam dan hari
kerja KP2LN, kucuali untuk Lelang Non Eksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan di luar jam
dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah Setempat.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada Surat Permohonan
Lelang.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Tanah (SKT)

Pasal 12

Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT dari
Kantor Pertanahan setempat.

Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



()

3)

1)

2

©)

D)

2

®3)

(4)

©)

(6)

Daam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum terdaftar di Kantor
Pertanahan setempat :

a.  Kepaa KP2LN atau Pegabat Lelang Kelas Il mensyaratkan kepada Penjual untuk
minta Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan status
kepemilikan; dan

b. berdasarkan Surat Keterangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, Kepala KP2LN
atau Pgjabat Lelang Kelas |1 meminta SKT ke Kantor Pertanahan Setempat.

Biaya pengurusan SKT menjadi tanggung jawab Penjual.

Pasal 13

SKT dapat dipergunakan berkali-kali apabilatidak ada perubahan datafisik atau data yuridis
dari tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang, sepanjang dokumen kepemilikan
dikuasai oleh Penjual.

Daam hal terjadi perubahan data fisik atau data yuridis sebagai mana dimaksud pada ayat
(1) Penjual menginformasikan hal tersebut kepada Kepaa KP2LN atau Pegjabat Lelang
Kelas 11, untuk dimintakan SKT baru.

Dalam hal dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh Penjua setiap dilaksanakan lelang,
harus diminta SKT baru.

Bagian Keenam
Pembatalan Sebelum Lelang

Pasal 14

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/penetapan Lembaga
Peradilan atau atas permintaan Penjual.

Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan Lembaga Peradilan disampaikan secara
tertulis dan harus sudah diterima oleh Pegjabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Daam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjual
dan Pgjabat Lelang wajib megumumkan pada saat pel aksanaan lelang.

Pembatalan lelang atas permintaan Penjual disampaikan secara tertulis dan harus sudah
diterima oleh Pgabat Lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Daam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjual
wajib mengumumkan sebagaimana pelaksanaan Pengumuman Lelang yang telah dilakukan
sebelumnya.

Pembatalan lelang di luar ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
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oleh Pgjabat Lelang, dalam hal :
a.  SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;

barang yang akan |elang dalam status sita pidana;

b

c. terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;

d. adli dokumen kepemilikan tidak diperlihatkan atau diserahkan oleh Penjua kepada
Pejabat Lelang/Peserta L elang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

e. pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan;

f.  Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;

g. lelang pertamadiikuti kurang dari 2 (dua) Peserta Lelang;

h.  Penjual tidak menguasai secarafisik barang bergerak yang dilelang; atau

[ khusus untuk Lelang Non Eksekusi, barang yang akan diledlang dalam status sita
jaminan/sita eksekusi.

Dalam ha terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6)
Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak
menuntut ganti rugi.

Bagian Ketujuh
Uang Jaminan Penawaran Lelang

Pasal 15

Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor Uang Jaminan
Penawaran Lelang.

Dalam pelaksanaan lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, Lelang Non
Eksekusi Sukarela eks Kedutaan Besar Asing di Indonesia dan Lelang Non Eksekusi
Sukarela barang bergerak pada kawasan Berikat/Gudang Berikat (Bonded Zone/Bonded
Ware house), Penjual dapat mengharuskan atau tidak mengharuskan adanya Uang Jaminan
Penawaran Lelang.

Daam hal Penjual/Pemilik Barang menentukan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah
sebagai berikut :

a. untuk lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN disetor ke KP2LN;

b. untuk lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang disetor ke Balai Lelang,
kecuali dalam lelang hal tersebut dilaksanakan oleh Pgjabat Lelang Kelas |, disetorkan
ke KP2LN.

c. besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dan paing banyak 50% (lima puluh persen) dari perkiraan Harga Limit;

d. Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi, 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran
Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang dilelang.

e. daam ha tidak ada Harga Limit, besaran Uang Jaminan Penawaran Lelang
ditetapkan sesuai kehendak Penjual.
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Pasal 16

Dalam hal peserta Lelang tidak ditunjuk sebagai Pembeli, Uang Jaminan Penawaran Lelang
yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan.

Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sgjak
diterimanya permintaan pengembalian dari Peserta Lelang dengan dilampiri bukti setor,
fotokopi identitas atau dokumen pendukung lainnya.

Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli, akan
diperhitungkan dengan pelunasan seluruh kewajibannya sasuai dengan ketentuan lelang.

Daam hal lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN atau Balai Lelang bekerjasama dengan
Pgabat Lelang Kelas |, apabila Pembeli tidak melunasi pembayaran Harga Lelang sesuai
ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas
Negara sebagai Pendapatan Jasa Il lainnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah
pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pgjabat Lelang.

Pada Lelang yang diselenggarakan Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang kelas
[, apabila Pembeli tidak melunasi pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan
(wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang menjadi milik Pemilik Barang dan/atau
Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Balai Lelang.

Pasal 17

Uang Jaminan Penawaran Lelang disetor oleh Peserta Lelang melalui rekening sesuai
dengan pengumuman lelang atau tunai/cash secara langsung kepada Bendahara Penerimaan
KP2LN/Pejabat Lelang.

Uang Jaminan Penawaran Lelang yang disetor ke rekening KP2LN atau Balai Lelang,
paing lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah diterima efektif
pada rekening tersebut.

Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) dapat disetorkan secara tunai/cash secara langsung kepada Bendaharaan
penerimaan KP2LN/Pgjabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.

Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang di atas 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) harus disetorkan secara tunai/cash melalui rekening sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Bagian Kedelapan
Pengumuman Lelang

Pasal 18
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Pasal 19

Pada prinsipnya Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di
tempat barang berada yang akan dilelang.

Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengumuman
Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di tempat yang terdekat atau di
ibukota provins yang bersangkutan dan beredar di wilayah kerja KP2LN atau wilayah
jabatan Pegjabat Lelang Kelas |1 tempat barang akan dijual.

Dalam hal pengumuman lelang melalui surat kabar harian harus memenuhi kriteria:

a. Apabiladilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Ibukota Negara harus pada
surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu )
eksemplar.

b. Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Ibukota Provinsi harus
pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 15.000 (lima belas ribu )
eksemplar.

c. Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Kota/Kabupaten selain
huruf a dan huruf b harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit
5.000 (limaribu) eksemplar.

Daam ha di suatu daerah tidak terdapat surst kabar harian yang memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengumuman lelang dilakukan pada surat kabar
harian yang tiras/oplahnya paling banyak.

Pejabat Lelang dapat meminta bukti bahwa pengumuman lelang telah dilaksanakan
sebagai mana dimaksud pada ayat (3) kepada Penjual.

Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan
ddam Halaman Utama/Reguler dan dilarang dicantumkan pada Halaman
Suplemen/Tambahan/K husus.

Dalam ha dipandang perlu, Penjual dapat menambah pengumuman lelang dengan
menggunakan media |ainnya guna mendapatkan peminat |elang seluas-luasnya.

Pasal 20

Pengumuman Lelang paling sedikit memuat :
a. identitas penjual,
b. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan |elang dilaksanakan;
c. jenisdanjumlah barang;
d. lokasi, luastanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk
barang tidak bergerak berupa tanah dan/bangunan
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e. jumlah, dan jenis/spesifikasi, khusus untuk barang bergerak;

f.  jangkawaktu melihat barang yang akan dilelang;

g. Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat
penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang;

h. jangkawaktu pembayaran Harga L elang;dan

i.  Harga Limit, sepanjang hal itu diharuskan dalam peraturan perundang-undangan
atau atas kehendak Penjual/Pemilik Barang.

Pengumuman Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KP2LN dan
tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang.

Pasal 21

Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekus terhadap barang tidak bergerak atau barang
tidak bergerak yang dijua bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a.  pengumuman dilakukan duakali berselang 15 (limabelas) hari;

b. pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh
umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian apabila
dikehendaki oleh penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar
harian; dan

c. pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan
berselang 14 (empat belas) hari sebelum pel aksanaan lelang.

Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu)
kai melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali
untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda
tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam hari) tetapi tidak boleh kurang
dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus untuk ikan dan sgenisnya tidak boleh kurang dari 1
(satu) hari kerja.

Pasal 22

Pengumuman Lelang Eksekus terhadap barang bergerak yang Harga Limit keseluruhannya
tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dilakukan
melalui :
a.  surat kabar harian dalam bentuk iklan baris, sertawajib ditambahkan
b. pengumuman lelang tempelan pada hari yang sama untuk ditempel di tempat yang
mudah dibaca oleh umum atau sekurang-kurangnya ditempel pada papan
pengumuman di KP2LN dan Kantor Penjual, yang memuat hal-hal sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 ayat (1).

Pengumuman lelang dalam bentuk iklan baris melalui surat kabar harian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sekurang-kurangnya identitas Penjual, barang yang
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dilelang, tempat dan waktu lelang, sertainformasi adanya pengumuman lelang tempel an.

Khusus pengumuman Lelang Eksekusi pajak untuk barang bergerak yang Harga Limit
keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali
lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau
melalui media elektronik, berselang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 23

Pengumuman Lelang Ulang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a ldang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan
barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara:

1 Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian
berselang 7 (tujuh) hari sebelum palaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan
lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan
lelang terdahulu atau dari pelaksanaan |elang terakhir; atau

2 Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1), jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60
(enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan
lelang terakhir;
b. lelang barang bergerak, pengumuman Lelang Ulang dilakukan sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dalam ha Lelang Eksekus telah
dilaksanakan dan perlu dilelang ulang.

Pengumuman Lelang Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf
b menunjuk Pengumuman Lelang terakhir.

Pasal 24

Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekus dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. barang tidak bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 7
(tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang;

b. barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 5 (lima)
hari sebelum pelaksanaan lelang;

c. barang bergerak yang dijua bersama-sama dengan barang tidak bergerak berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekus yang diulang berlaku ketentuan
sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25
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Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekus terhadap barang bergerak dan/atau tidak
bergerak yang Harga Limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) dalam satu kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui tempelan yang mudah
dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik, berselang 5 (lima) hari sebelum
pel aksanaan lelang.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal ada permintaan
tertulis dari penjual dengan menyebutkan alasan mengumumkan melalui tempelan yang
mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik dan disetujui oleh Kepala
KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas 1.

Pasal 26

Untuk lelang yang sudah terjadwal, jadwal pelaksanaan lelang dalam setigp bulan
diumumkan melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum bulan pelaksanaan
lelang.

Pengumuman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas Penjual,
barang yang akan dilelang, tempat dan waktu pelaksanaan lelang, serta informas adanya
pengumuman melalui tempel an/sel ebaran/brosur yang lebih terperinci.

Pasal 27

Pengumuman Lelang yang pelaksanaan |elangnya dilakukan di luar wilayah kerja KP2LN
atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas |1 tempat barang berada, dilakukan di surat kabar
harian di tempat pel aksanaan |elang dan ditempat barang berada.

Daam ha pengumuman lelang tidak dapat dilakukan di tempat pelaksanaan |elang dan/atau
di tempat barang berada sehubungan tidak terdapat surat kabar harian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengumuman lelang dilakukan di satu surat kabar harian
nasional/ibukota propinsi yang mempunyai peredaran di tempat pel aksanaan lelang.

Terhadap pelaksanaan lelang yang tersebar di 3 (tiga) kota atau Iebih, pengumuman lelang
dapat dilakukan di satu surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional.

Pasal 28
Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui iklan surat kabar harian, atau melalui
media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan redaksional harus segera di ralat.

Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar tidak menyulitkan
peminat |elang mel akukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang.

Raat tidak diperkenankan dilakukan terhadap hal-hal sebagai  berikut
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a menai kkan besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang;
b. memaj ukan jam dan tanggal pel aksanaan lelang;
c. memgukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang; atau
d. memindahkan lokasi dari tempat pel aksanaan lelang semula.

Ralat Pengumuman Lelang diumumkan melalui surat kabar harian atau media yang sama
dengan menunjuk pengumuman lelang sebelumnya dan dilakukan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum Pelaksanaan lelang.

Rencana ralat Pengumuman Lelang diberitahukan secara tertulis kepada Kepala KP2LN
atau Pgabat Lelang Kelas Il yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari sebelum
pel aksanaan lelang.

BAB III
PELAKSANAAN LELANG

Bagian Pertama
Harga Limit

Pasal 29

Pada setiap pelaksanaan lelang, Penjua wajib menetapkan Harga Limit berdasarkan
pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali pada pelaksanaan Lelang
Non Eksekusi Sukarela barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang dapat tidak mensyaratkan
adanya Harga Limit.
Terhadap Lelang Non Eksekusi Sukarela barang milik perorangan, kelompok masyarakat
atau badan swasta, penetapan Harga Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Pemilik Barang .
Selain lelang yang dimaksud pada ayat (3), penetapan Harga Limit harus didasarkan pada
penilaian oleh Penilai Independen yang telah mempunyai Surat |zin Usaha Perusahaan Jasa
Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan perundang-
undangan, yaitu terhadap barang yang mempunyai nilai paling sedikit Rp5.000.000.000,00
(limamilyar rupiah) atau mempunyai karakteristik unik/spesifik antaralain:

a.  Bandar Udara/Airport;
Pelabuhan Laut/Dermaga;
Pembangkit Listrik;
Hotel berbintang;
Lapangan Golf;
Pusat Perbel anjaan/Shopping Complex;
Pabrik/Kilang;
Rumah Sakit;
Stadion/Kompleks Olah Raga;

—Te o an T
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Apartemen,

Gedung bertingkat tinggi (4 lantai ke atas)/High Rise Building;
Pertambangan, perikanan, perkebunan, perhutanan;

Batu permata; atau

Intangible Assets (Saham, Obligasi, Reksadana,Goodwill).

>3- =

(4) Penetapan Harga Limit terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan kurang dari

()

(6)

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bersifat umum, dan/atau tidak termasuk barang
sebagai mana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Penilai
Internal sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan antaralain:
a.  Nila Pasar;
b. Nila Jua Objek Pgak dari Pgjak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalam ha
barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan;
c. Nilai/Hargayang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

d. Risiko Penjualan melaui lelang seperti: Bea Lelang, penyusutan, penguasaan, cara
pembayaran.

Daam hal pelaksanaan Lelang Eksekusi, Harga Limit serendah-rendahnya ditetapkan sama
dengan Nilal Likuidas (Forced Sale Value).

Dalam ha pelaksanaan Lelang Ulang, Harga Limit pada lelang sebelumnya dapat diubah
oleh Penjual dengan menyebutkan alasannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang.

1)

(2)

Pasal 31

Harga Limit dapat bersifat terbuka/tidak rahasia atau dapat bersifat tertutup/rahasia sesuai
keinginan Penjual/Pemilik Barang.

Dalam ha Harga Limit bersifat terbukaltidak rahasia, Harga Limit diumumkan dalam
Pengumuman Lelang atau diumumkan dalam brosur leaflet/selebaran/daftar barang yang
harus dibagikan kepada Peserta Lelang/Umum oleh Penjual/Pemilik Barang sebelum
Pelaksanaan lelang.
Daam ha Harga Limit bersifat tertutup/rahasia, Harga Limit diserahkan oleh
Penjual/Pemilik Barang kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup paling lambat pada
saat akan dimulainya pel aksanaan lelang.

Pasal 32
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(1) Daam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wagjib, Harga Limit bersifat

terbukaltidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.

(2) Dalam ha Lelang Non Eksekusi Wgjib berupa kayu dan hasil hutan lainnya dari Tangan

Pertama, harga Limit bersifat terbukaltidak rahasia tidak harus dicantumkan dalam
Pengumuman Lelang.

Pasal 33

Bukti penetapan Harga Limit diserahkan oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Pejabat Lelang paling lambat

pada

(1

2

3

4

G

saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.

Bagian Kedua
Pemandu Lelang

Pasal 34

Daam Pelaksanaan Lelang, Pejabat |elang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang.
Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJPLN atau dari luar DJPLN.

Persyaratan menjadi Pemandu Lelang.
a. Pemandu Lelang yang berasal dari Pegawai DJPLN

1) sehat jasmani dan rohani;
2) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sedergjat; dan

3) lulusDiklat Pemandu Lelang dan mendapat surat tugas dari Pejabat yang berwenang.

b. Pemandu Lelang yang berasal dari luar DJPLN :
1) sehat jasmani dan rohani; dan
2) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.

Pemandu Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Penjua/Baai Lelang
kepada Kepala KP2LN dan/atau Pejabat Lelang yang akan melaksanakan lelang.

Dalam ha pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lelang, Pemandu Lelang dianggap
telah mendapat kuasa dari Peabat Lelang untuk menawarkan barang dengan ketentuan
Pegjabat Lelang harus tetap mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan lelang dan/atau
penawaran lelang oleh Pemandu Lelang.

Bagian Ketiga
Penawaran Lelang

Pasal 35
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Penawaran lelang dapat dilakukan langsung dan/atau tidak langsung dengan cara :
a lisan, semakin meningkat atau menurun;
b. tertulis; atau
c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi sebelum mencapai Harga
Limit.

Pada lelang dengan penawaran lelang yang dilaksanakan secara langsung, semua Peserta
lelang yang sah atau kuasanya pada saat menggjukan penawaran harus hadir di tempat
pel aksanaan lelang.

Dalam ha Penawaran lelang dilakukan langsung secara lisan, Peserta Lelang mengajukan
penawaran dengan lisan.

Daam ha Penawaran lelang dilakukan langsung secara tertulis, Peserta Lelang mengajukan
penawaran dengan surat penawaran.

Pada lelang dengan Penawaran lelang yang dilaksanakan tidak langsung, semua Peserta
Lelang yang sah atau kuasanya saat mengajukan penawaran tidak diwajibkan hadir di
tempat pelaksanaan lelang dan penawarannya dilakukan dengan menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

Dalam hal penawaran lelang dilakukan tidak langsung secara lisan, Peserta Lelang
mengaj ukan penawaran dengan menggunakan media audio visual dan telepon.

Daam ha penawaran lelang dilakukan tidak langsung secara tertulis, peserta lelang
mengajukan penawaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikas antara
lan, LAN (loca area network), Intranet, Internet, pesan singkat (short message
service/SMS) dan faksimili.

Pasal 36

Pelaksanaan lelang secara tidak langsung dengan penawaran lelang Non Eksekusi melalui
Internet, harus memenuhi ketentuan antaralain :

a.  penawaran lelang menggunakan perangkat lunak (software) yang dapat dioperasikan
untuk penyelenggaraan lelang melalui Internet dengan harga semakin meningkat/naik-
naik.

b. PesertaLelang yang sah mendapatkan nomor Peserta Lelang (login) dan sandi akses
(password) tertentu agar dapat melakukan penawaran;

c. Penawaran dilakukan sgak mula pengumuman lelang sampa dengan penutup
penawaran (closing time) secara berkesinambungan.

Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia yang ditayangkan dalam situs (web site).

Peserta Lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang digjukan oleh peserta
Lelang lainnya secara berkesinambungan; dan

f. Pegabat Lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan cetakan rekapitulasi
penawaran yang diproses perangkat lunak (software) lelang melaui Internet di tempat
pel aksanaan lelang pada saat penutupan penawaran (closing time).
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(2) Ketentuan pelaksanaan lelang melalui Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

(1) Penawaran lelang yang diselenggarakan KP2LN dapat dilakukan dengan Harga Lelang
Inklusif atau dengan Harga L elang Eksklusif.

(2) Daam hal lelang dilakukan dengan Harga Lelang Inklusif, Harga Lelang sama dengan
Pokok Lelang dan sudah termasuk Bea Lelang Pembeli.

(3) Dalam ha lelang dilakukan dengan Harga Lelang Eksklusif, Harga lelang sama dengan
Pokok Lelang namun belum termasuk Bea Lelang Pembeli.

Pasal 38

Penawaran Harga Lelang yang telah disampaikan oleh Peserta lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat
diubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang.

Pasal 39

Dalam hal terdapat beberapa Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin
menurun atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang
berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara :

a. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama,
yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan Peserta Lelang
bersangkutan; atau

b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan, melakukan
penetapan salah satu diantara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan
pengundian.

Pasal 40
(1) Cara penawaran lelang ditentukan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat lelang Kelas Il sesuai
Permintaan Pemohon Lelang/Penjual secaratertulis.

(2) Dalam ha pemohon Lelang/Penjual tidak menentukan cara penawaran lelang sebagai mana
dimaksud pada ayat (1), Kepaa KP2LN/ Pejabat Lelang Kelas | atau Pejabat Lelang Kelas
I berhak menentukan sendiri cara penawaran lelang.

(3) Daam satu pelaksanaan lelang, Penjual tidak diperkenankan mengusulkan cara penawaaran
lisan untuk sebagian barang dan cara penawaran tertulis untuk sebagian barang lainnya.

Pasal 41
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Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi harus dilakukan secara langsung.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Bea Lelang dan Uang Miskin

Pasal 43
(1) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Y ang Berlaku Pada Departemen Keuangan.
(2) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Uang Miskin sebesar 0% (nol persen).

Pasal 44

Pelaksanaan lelang vyang ditahan atau tidak ada penawaran tidak dikenakan Bea Lelang.

Pasal 45

Pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Pegadaian dikenakan Bea Lelang Eksekusi.

Pasal 46

(1) Penundaan atau pembatalan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh
Penjual dalam jangka waktu kurang dari 8 (delapan) hari sebelum lelang dikenakan Bea
Lelang Batal sesua Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pgjak Y ang Berlaku Pada Departemen Keuangan, kecuali lelang barang-barang milik
Pemerintah Pusat/Daerah.

(2) Bealedang Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Penjua atau pihak yang
minta pembatalan/pihak yang mendapat keuntungan dari penundaan atau pembatalan lelang
sesual peraturan perundang-undangan.

(3) BeaLeang Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dalam hal terdapat
pembatal an |elang karena adanya putusan/penetapan peradilan atau pembatalan oleh Pejabat
lelang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6).

Bagian Kelima
Pembeli
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Pasal 47

Pada lelang yang menggunakan Harga Limit, Pgjabat Lelang dapat mensahkan penawar
tertinggi sebagai pembeli apabila penawaran yang digjukan telah mencapai atau melampaui
Harga Limit.

Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum
memenuhi kewajiban membayar Harga Lelang dan pgak/Pungutan sah lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pembeli yang bertindak untuk orang lain atau badan harus menyampaikan surat kuasa yang
bermeterai cukup dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin
Mengemudi (SIM)/Paspor pemberi kuasa.

Penerimaan kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama.

Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
dan pertanahan, Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan
ketentuan menyampaikan surat Pernyataan bahwa Pembelian tersebut dilakukan untuk pihak
lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, bank
dianggap sebagai Pembeli.

Pembelian agunan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan akte notaris.

Pasal 49

Pgabat Lelang, Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/
Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN, Pegawa Bala Lelang dan Pegawal
Kantor Pejabat Lelang Kelas 11 yang terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi
pembeli.

Selain pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (1), pada pelaksanaan Lelang Eksekusi, pihak
tereksekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terkait dengan lelang dilarang menjadi Pembeli.

Bagian Keenam
Pembayaran dan Penyetoran Harga Lelang

Pasal 50

Pembayaran Harga Lelang dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah pelaksanaan |elang.
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Pembayaran Harga Lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal atas nama Menteri sebelum pelaksanaan lelang.

Setigp pembayaran Harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
dibuat kuitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh KP2LN/Balai Lelang atau
Pejabat Lelang.

Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewagjibannya setelah disahkan sebagai pemenang
lelang tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6
(enam) bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Harga Lelang diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 51

Penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada Penjual, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima KP2LN.

Bendaharawan Penerima KP2LN menyetorkan Bea Lelang dan Pgjak Penghasilan (PPh) ke
Kas Negara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

Daam ha lelang diselenggarakan oleh Balai Lelang, penyetoran Hasil Bersih Lelang
kepada Penjua/Pemilik Barang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pembayaran diterima Balai Lelang atau sesuai perjanjian antara Balai Lelang dengan
Penjual/Pemilik Barang.

Bagian Ketujuh
Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang Lelang

Pasal 52

Atas permintaan Pembeli, Pejabat Lelang wajib menyerahkan asli dokumen kepemilikan
dan/atau barang yang dilelang kepada Pembei, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah
Pembeli menunjukan bukti pelunasan kewajibannya, dalam ha Penjual/Pemilik Barang
menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasa 9 ayat (2)
kepada Pejabat Leang.

Dalam hal Penjual tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud
daam Pasal 9 ayat (3) kepada Pejabat Lelang, atas permintaan Pembeli, Penjual/Pemilik
Barang wajib menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang
kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti
pelunasan kewajibannya.
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BAB IV
RISALAH LELANG

Pasal 53

Terhadap setiap pelaksanaan lelang Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang.

Risalah Lelang terdiri dari
a Bagian

b. Bagian Badan;

c. Bagian kaki.

Risalah Lelang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Setiap Risalah Lelang diberi nomor.

Pasal 54

Bagian Kepala Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya :

a.
b.

oo oa o

Q

j.

hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka;

Kepala£

nama lengkap, tempat tinggal/domisili, dan nomor/tangal Surat keputusan Pengangkatan Pejabat

Lelang;
nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/domisili Penjual;
nomor/tanggal surat permohonan lelang;
tempat pelaksanaan lelang;

sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang.

dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan

harus disebutkan :

1) status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan;
2) SKT dari Kantor Pertanahan; dan

3) keterangan lain yang membebani, apabila ada;

dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, dan jenis/spesifikasi.

metode/cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh Penjual; dan

syarat-syarat lelang.

Pasal 55

Bagian Badan Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya :

a.
b.

C.

banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;

nama barang yang dilelang;

nama, pekerjaan dan alamat pembeli, sebagai pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas

nama orang lain;
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d.

f.

bank kreditor sebagai Pembeli untuk orang atau badan yang akan ditunjuk namanya, dalam hal
bank kreditor sebagai Pembeli lelang.

Harga lelang dengan angka dan huruf; dan

daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, alamat peserta
lelang yang menawar tinggi.

Pasal 56

Bagian Kaki Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya :

a.
b.
C.
d.

e.

(1)

)

®3)

(1)

banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf;

jumlah nilai barang-barang yang telah terjual dengan angka dan huruf;

jumlah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huruf;

banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf;

jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya) maupun
tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf; dan

tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa penjual dalam hal lelang barang bergerak; atau

tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa pembeli dalam hal lelang
barang tidak bergerak.

Pasal 57

Pembetulan kesalahan Risalah Lelang berupa pencoretan, penggantian, dilakukan sebagai
berikut :
a.  pencoretan kesalahan kata, huruf atau angka dalam Risalah Lelang dilakukan dengan
garislurustipis, sehingga yang dicoret dapat dibaca; dan/ atau
b. penambahan/perubahan kata atau kalimat Risalah Lelang ditulis disebelah pinggir
kiri dari lembar Risalah Lelang atau ditulis pada bagian bawah dari bagian kaki
Risalah Lelang dengan menunjuk lembar dan garis yang berhubungan dengan
perubahan itu, apabila penulisan di pinggir kiri dari lembar Risalah Lelang tidak
mencukupi.

Jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret atau yang ditambahkan diterangkan pada
sebelah pinggir lembar Risaah Lelang, begitu pula banyaknya kata/angka yang
ditambahkan.

Perubahan sesudah risalah Lelang ditutup dan ditandatangani tidak boleh dilakukan.

Pasal 58
Penandatanganan Risalah lelang dilakukan oleh :

a.  Pegabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali
lembar yang terakhir;
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)

(4)

(1)

(2)

)

(1)
(2)
)

b. Pegabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjua pada lembar terakhir dalam hal lelang
barang bergerak; atau

c. Pgabat Lelang, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli pada lembar
terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak.

Dalam hal Penjua tidak menghendaki menandatangani Risalah Lelang atau tidak hadir
setelah Risalah Lelang ditutup, Pejabat Lelang membuat catatan keadaan tersebut pada
bagian Kaki Risalah Lelang dan menyatakan catatan tersebut sebagai tanda tangan penjual.

Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pegabat Lelang pada saat penutupan pel aksanaan
lelang.

KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas Il hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan
Minuta Risalah Lelang kepada pihak yang berkepentingn langsung dengan Risalah Lelang,
ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

Pasal 59

Jika terdapat hal-hal penting yang diketahui setelah penutupan Risalah Lelang, Peabat
Lelang harus membuat mencatat hal-hal tersebut pada bagian bawah setelah Kaki Minuta
Risalah Lelang dan membubuhi tanggal dan tanda tangan.

Hal-ha penting sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melipuiti :
a. adanya atau tidak adanya bantahan atas pembayaran Harga Lelang;
b. adanyaPembeli wanprestasi;
c. adanyaPembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);
d

adanya pemberian duplikat Kutipan Risalah Lelang sebagai pengganti asli Kutipan
Risalah Lelang yang hilang atau rusak;

e. adanyapemberian Grosse Risalah |elang atas permintaan Pembeli;

f. adanya pembatdan Risadah Lelang berdasarkan putusan hakim yang sudah
berkekuatan hukum tetap; atau

g. ha-ha lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Jenderal.
Daam hal Pegjabat Lelang Kelas | dipindahtugaskan/meninggal dunia, maka pencatatan dan

penandatangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KP2LN.
Pasal 60

Minuta Risalah Lelang dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
Minuta Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas | disimpan oleh KP2LN.
Minuta Risalah Lelang dibuat oleh Pegabat Lelang Kelas Il disimpan oleh yang
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bersangkutan.
(4) Jangka Waktu Simpan Minuta Risalah Lelang selama 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 61

(1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari
Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Meterai.
(2) Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
a.  Pembeli dapat memperoleh Kutipan Risaah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk
kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesua kebutuhannya;
b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pel aksanaan lelang atau
Grosse Risalah Lelang sesual kebutuhannya;

c. Superintenden (Pengawas Lelang) memperoleh Salinan Risalah lelang untuk laporan
Pel aksanaan |elang/kepentingan dinas.

(3) Sdinan/Kutipan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang ditandatangani, diberikan
teraan cap/stempel dan diberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KP2LN atau Pegabat Lelang
Kelas Il yang bersangkutan.

(4) Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah atau tanah dan bangunan ditandatangani oleh
Kepala KP2LN/Pegjabat Lelang Kelas |1 setelah Pembeli menyerahkan bukti pembayaran
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB).

Pasal 62

Grosse Risalah Lelang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dapat
diberikan atas permintaan Pembeli.

Pasal 63

(1) Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotocopy Minuta Risalah Lelang dan/atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah lelang dapat diberikan kepada penyidik,
penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Superintenden (Pengawas Lelang) bagi
Pejabat Lelang Kelas 11 atau Kepala KP2LN bagi Pgabat Lelang Kelas .

(2) Atas pengambilan fotocopi Minuta Risdlah Lelang dan/atau surat-surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Penyerahan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Risalah Lelang diatur dengan Peraturan Direktur jenderal.
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BAB V
ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG

Pasal 65

(1) KP2LN dan Kantor Pejabat Lelang Kelas |1 menyelenggarakan administrasi perkantoran
dan membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

(2) Kantor Wilayah membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan lelang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengena penyelenggaraan administrasi perkantoran dan pembuatan
laporan pada KP2LN dan Kantor Pejabat Lelang Kelas |1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 14 ayat (6) huruf g, Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat
(5), dan Pasal 32 ayat (1) diberlakukan 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan Menteri ini.
Pasal 67
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku permintaan lelang yang telah ditetapkan jadwal
pelaksanaan lelangnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 304/KMK.01/2002tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor450/KMK.01/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 69

Peraturan Menteri keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2006
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a

bahwa keamanan ddam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya
masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa pemdiharaan keamanan ddam negeri medui upaya penydenggaraan fungs
kepolisan yang mdiputi pemdiharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dilakuken oleh Kepolisan Negara Republik Indonesa sdaku da negara yang
dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asas manusg;

bahwa telah terjadi perubahan paradigma ddam Ssem ketatanegaraan  yang
menegaskan  pemisshan  kdembagaan Tentara Nadiond  Indonesa  dan
Kepolisan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungs masing-mesing;
bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisan Negara Republik
Indonesa sudah tidek memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan
pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesig;
sebagaimana dimaksud ddam huruf a b, ¢, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang
tentang Kepolisan Negara Republik Indonesig;

Mengingat :

1.

2.

Pasal 5 ayat (1), Pasd 20, dan Pasd 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Maeis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang
Pemisahan Tentara Nasond Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesig;

3. Ketetgpan Mgedis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran

TentaraNasiona Indonesia dan Peran Kepolisan Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB | KETENTUAN
UMUM

Pasa 1

Ddam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Kepolisan addah segda hd-ihwa yang berkatan dengan fungs dan lembaga polis
sesual dengan peraturan perundang- undangan.

Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa addah pegava negei pada
Kepolisan Negara Republik Indonesia

Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



3. Pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesa adadah anggota Kepolisan Negara
Republik Indonesa yang berdasarkan undang-undang memiliki  wewenang  umum
Kepalisan.

4. Peraturan Kepolisan addah segda peraturan yang dikduarkan oleh Kepolisan
Negaa Republik Indonesa dadam rangka memdihara ketertiban dan menjamin
keamanan umum sesua dengan peraturan perundang-undangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat addah suatu kondis dinamis masyarakat
sehagal sdah saiu prasyarat tersdenggaranya proses pembangunan nasiond ddam
rangka tercgpainya tujuan nasond yang ditanda oleh tejaminnya keamanan,
ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung
kemampuan membina sarta mengembangkan potens dan kekuatan masyarakat dalam
menangka, mencegah, dan menanggulangi segda bentuk pdanggaran  hukum  dan
bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan ddam negeri addah suatu keadsan yang ditanda dengan terjaminnya
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan  tegaknya hukum, serta
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum addah kepentingan masyarakat darv/atau kepentingan bangsa dan
negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penydidik addah pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesa yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk me akukan penydidikan.

9. Penydidiken addah serangkaian tindakan penydidik untuk mencari dan menemukan
uatu perigiwa yang diduga sebaga tindek pidana guna menentukan dapat atau
tideknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik addlah pegabat Kepolisan Negara Republik Indonesa yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawa Negeri Spil addah pgabat pegawa negeri gdpil tertentu yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk sdaku penyidik dan mempunya
wewenang untuk medakukan penyidikan tindak pidana daam lingkup undang-undang
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu addah pgaba Kepolisan Negara Republik Indonesa yang
diangkat olen Kepda Kepolisan Negara Republik Indonesa berdasarkan syarat
kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam meakukan tugas penyidikan yang
diatur daam undang-undang.

13. Penyidikan addah serangkaan tindekan penyidik ddam hd dan menurut cara yang
diaur ddam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

14. Kepda Kepolisan Negara Republik Indonesa yang sdanjutnya disebut Kapalri
addah pimpinan Kepolisan Negara Republik Indonesa dan penanggung jawab
penyeenggaraan fungs kepolisan.

Pasd 2
Fungs kepolisan addah sdah sau fungs pemerintahan negara di bidang pemdiharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegekan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pel ayanan kepada masyarakat.

Pasd 3

(1) Pengemban fungs kepolisan addah Kepolisan Negara Republik Indonesa yang
dibantu oleh:
a.  kepoligan khusus,
b. penyidik pegawa negeri Spil; darvatau
C. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungs kepolisan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) huruf a b, dan c,
melaksanakan fungs kepolisan sesua dengan peraturan  perundang-undangan yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing.
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Pasd 4
Kepolisan Negara Republik Indonesa bertujuan untuk mewujudkan keamanan daam
negeri yang mdiputi terpdiharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan
tegeknya hukum, tersdenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi  hak
asas manusa

Pasd 5
(1) Kepalisan Negara Republik Indonesa merupakan dat negara yang berperan ddam
memdihara keamanan dan ketetiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan ddam negeri.
(2) Kepolisan Negara Republik Indonesa adaah Kepolisan Nasona yang merupakan
satu kesatuan daam meaksanakan peran sebagaimana dimaksud daam ayat (1).

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasd 6

(1) Kepolisan Negara Republik Indonesa ddam meaksanakan peran dan fungs
kepolisan sebagamana dimeksud ddam Pasd 2 dan 5 mdiputi sduruh wilayah
negara Republik Indonesia

(2) Ddam rangka peaksanaan peran dan fungs kepolisan, wilayah negara Republik
Indonesa dibagi daam dagrah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas
Kepolisan Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengena  daerah  hukum sebagamana dimeksud ddam ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasd 7
Susunan organises dan tata kerja Kepolisan Negara Republik Indonesa disesuaikan
dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang digur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden.

Pasd 8
(1) Kepolisan Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
(2) Kepolisan Negara Republik Indonesa dipimpin  olen  Kapolri yang ddam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesua dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasd 9
(1) Kapalri  menetapkan, menyelenggarakan, dan mengenddikan kebijakan  teknis
kepolisan.
(2) Kapalri memimpin Kepolisan Negara Republik Indonesa ddam medaksanakan tugas
dan tanggung jaweb atas :
a penydenggaraan kegiatan operasond kepolisan daam rangka pelaksanaan tuges
Kepolisan Negara Republik Indonesia; dan
b. penydenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisan Negara Republik Indonesia

Pasd 10
(1) Pimpinan Kepolisan Negara Republik Indonesa di daerah hukum sebagamana
dimaksud ddam Pasd 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenang kepolisan secara hierarki.
(2) Ketentuan mengenal  tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud daam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kgpalri.
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Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kagpolri digukan oleh Presden kepada Dewan
Perwakilan Rakyat disertal dengan dasannya.

(3) Persetujuan  aau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadgp usul  Presiden
sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) harus diberikan ddam jangka waktu paling
lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sgak tanggd surat Presden diterima oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Ddam hd Dewan Perwakilan Rekyat tidek memberikan jawaban dadam waktu
sebagaimana dimeksud dadam ayat (3), cdon yang digukan oleh Presden dianggap
disstujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Ddam keadaan mendesak, Presden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan
mengangkat peaksana tugas Kapolri dan sdanjutnya dimintakan persatujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

(6) Cdon Kgpolri adadlah Perwira Tinggi Kepolisan Negara Republik Indonesa yang
masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagamana
dimaksud ddam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenal  pengangkatan dan pemberhentian ddam jabatan sdan yang
dimaksud ddam ayat (1) diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasd 12
(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu addah jabatan fungsond yang peabatnya
diangkat dengan Keputusan Kapalri.
(2) Jabaan fungsond lannya di lingkungan Kepolisan Negara Republik Indonesa
ditentukan dengan Keputusan Kagpolri.

BAB Il
TUGAS DAN WEWENANG

Pasd 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia addah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasd 14
(1) Ddam meaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ddam Pasd 13, Kepolisian

Negara Republik Indonesia bertugas :

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawaan, dan patroli terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesual kebutuhan;

b. menydenggarakan segada kegialan ddam menjamin  keamanan, ketertiban, dan
kdlancaran ldu lintas di jdan;

Cc. membina masyarakat untuk meningkatkan partispas masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyaraka terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

d. turut sertaddam pembinaan hukum nasond;

e. memdiharaketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. medakukan koordinas, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisan
khusus, penyidik pegawa negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g meakukan penydidikan dan penyidikan terhadgp semua tindak pidana sesua
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. menydenggarakan identifikes kepolisan, kedokteran kepolisan, laboraorium
forensk dan pskologi kepolisan untuk kepentingan tugas kepolisan;
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j.

K.

melindungi  kesdamaan jiwa raga, hata benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban darvatau bencana termasuk memberikan bantuan
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asas manusa;

melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara ssbdum ditangani oleh
indand dan/atau pihak yang berwenang;

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesua dengan kepentingannya ddam
lingkup tugas kepolisan; serta

mel aksanakan tugas lain sesual dengan peraturan perundang- undangan.

(2 Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasd 15

(1) Ddam rangka menydenggarakan tuges sebagaimana dimaksud daam Pasd 13 dan
14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a

b.

C.

d.

e.

f.

)
h.
i
J
k

menerima lgporan dan/atau pengaduan;

membantu menyedesakan persdishan warga masyarakat yang dapa mengganggu
ketertiban umum;

mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

mengawas diran yang dapa menimbulken perpecahan aau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

mengduarkan perauran  kepolisan ddam  lingkup kewenangan  adminigtratif
kepoligan;

melaksanakan pemeriksaan khusus sebagal bagian dari tindakan kepolisan daam
rangka pencegahan;

mel akukan tindakan pertamadi tempat kgjadian;

mengambil sdik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

mencari keterangan dan barang bukti;

menye enggarakan Pusat Informas Krimind Nasond;

.. mengduarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan daam rangka

pelayanan masyarakat;
memberikan bantuan pengamanan ddam ddang dan peaksanaan  putusan
pengadilan, kegiatan indang lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
(2) Kepalisan Negara Republik Indonesa sesua dengan peraturan perundang-undangan
lainnya berwenang :

a

®oo o

.

j.
K.

memberiken izin dan mengawas kegidan keramdan umum dan  kegiaan
masyarakat lannya;

menyelenggarakan registras dan identifikas kendaraan bermotor;

memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

menerima pemberitahuan tentang kegiatan palitik;

memberikan izin dan mdakukan pengawasan senjaa gpi, bahan peledak, dan
senjaatgam;

memberikan izin operasond dan mdakukan pengawasan terhadap badan usaha di
bidang jasa pengamanan;

memberikan petunjuk, mendidik, dan mdatih agparat kepolisan khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisan;

melakukan keja sama dengan kepolisan negara lan ddam menyidik dan
memberantas kg ahatan internasiond;

melakukan pengawasan fungsond kepolisan terhadgp orang asing yang berada
di wilayah Indonesia dengan koordinas ingang terkait;

mewakili  pemerinteh  Republik  Indonesa ddam  organisss kepolisan
internasiond,;

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk daam lingkup tugas kepolisan.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagamana dimaksud ddam ayat (2) huruf a dan d
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasd 16
(1) Ddam rangka menyeenggarakan tuges sebagaimana dimaksud daam Pasd 13 dan
14 di bidang proses pidana, Kepolisan Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
a.  medakukan penangkapan, penahanan, pengge edahan, dan penyitaan;
b. mdarang setigp orang meninggakan atau memasuki tempat kgadian perkara
untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik daam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigal dan menanyakan serta memeriksa tanda

pengend diri;

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

menggukan permintaan secara langsung kepada peabat imigras yang berwenang
di tempat pemeriksaan imigras ddam keadaan mendessk aau mendadak untuk
mencegah aau menangka orang yang disangka me akukan tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawa negeri Spil
seta menerima hasl penyidikan penyidik pegawa negeri Spil untuk diserahkan
kepada penuntut umum; dan

I.  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindekan lan sebagamana dimeksud ddam aya (1) huruf | addah tindaken
penydidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syara sebagal berikut

e. medakukan pemeriksaan dan penyitaan surdt;

f.  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saks;

g mendatangkan orang ali  yang dipelukan ddam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h.  mengadakan penghentian penyidikan;

i.

j.

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,

b. sdaas dengan kewgiban hukum vyang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan;

C. haruspatut, masuk aka, dan termasuk daam lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asas manusa.

Pasd 17
Pgaba Kepolisan Negara Republik Indonesia menjdankan tugas dan wewenangnya di
suruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pegabat yang
bersangkutan ditugaskan sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasd 18
(1) Untuk kepentingan umum pgaba Kepolisan Negara Republik Indonesa ddam
mel aksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pdaksanaan ketentuan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) hanya depat dilakukan
ddan keadaan yang sangat pelu dengan memperhaikan peraturan perundang-
undangan, serta Kode Etik Profes Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasd 19
(1) Ddam mdaksanakan tugas dan wewenangnya, pegabat Kepolisan Negara Republik
Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma
agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asas manusia
(2) Ddam medaksanakan tugas dan wewenang sebagamana dimeksud ddam ayat (1),
Kepolisan Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasdl 20

(1) Pegawa Negeri pada Kepolisan Negara Republik Indonesiaterdiri atas :
a. anggota Kepolisan Negara Republik Indonesig; dan
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b. Pegawa Negeri Sipil.
(2) Terhadap Pegawa Negeri Sipil sebagamana dimeksud ddam ayat (1) huruf b
berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasd 21
(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia seorang
caon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagal berikut :
a warganegaralndonesia;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;
C. sdtia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
berpendidikan paing rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sedergat;
berumur paling rendah 18 (delgpan bdas) tahun;
seha jasmani dan rohani;
tidak pernah dipidana karena me akukan suatu kejahatan;
berwibawa, jujur, adil, dan berkeakuan tidak tercela; dan
I.  lulus pendidikan dan pdatihan pembentukan anggota kepolisan.
(2) Ketentuan mengenal  pembinaan anggota Kepolisan Negara Republik  Indonesa
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapalri.

‘T@ oo

Pasd 22
(1) Sebedlum diangkat sebagal anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia, seorang
cdon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wagib mengucapkan sumpah
atau janji menurut agamanya dan kepercayaannyaitu.
(2) Ketentuan mengena tata cara pengambilan sumpah aau janji sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23
Lafd sumpah atau janji sebagaimana diatiur dalam Pasal 22 addah sebagai berikut :
"Demi Allah, saya bersumpahvberjanji :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia,
akan sdtia dan taat sepenuhnya kepada Pancasla, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesa Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan
Republik Indones a serta Pemerintah yang sah;
bahwa saya, akan menaati segda perauran perundang-undangan yang berlaku dan
melaksanakan kedinasan di Kepolisan Negara Republik Indonesa yang dipercayakan
kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormaan negara, Pemerintah, dan
martabat anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa, seta akan senantiasa
mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya
sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya akan memegang rahasa sesuau yang menurut Sfanya aau  menurut
perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesa dan tidek akan menerima pemberian
berupa hadiah dan/atau janji-janji bak langsung maupun tidek langsung yang ada
kaitannya dengan pekerjaan saya’'.

Pasd 24
(1) Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa menjaani dinas keanggotaan dengan
ikatan dinas.
(2) Ketentuan mengena ikatan dinas seébagaimana dimaksud daam ayat (1) diaur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.
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Pasd 25
(1) Setigp anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa diberi  pangka  yang
mencerminkan peran, fungs dan kemampuan, serta sebaga kesbsshan wewenang
dan tanggung jawab daam penugasannya.
(2) Ketentuan mengenal susunan, sebutan, dan kesdarasan pangkat-pangkat sebagaimana
dimaksud dadlam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapalri.

Pasd 26
(1) Setigp anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa memperolen ggji dan hak-hak
lannya yang adil dan layak.
(2) Ketentuan mengenai ggi dan hak-hak lainnya sebagamana dimaksud daam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasd 27
(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semanga kerja dan
moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesa
(2) Ketentuan mengena peraturan digplin sebagamana dimaksud ddam ayat (1) diatur
Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasd 28
(1) Kepolisan Negara Republik Indonesa berskap netral dalam kehidupan politik dan
tidek mdibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
(2) Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa tidak menggunaken hak memilih den
dipilih.
(3) Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa dapat menduduki jabatan di luar
kepolisan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasd 29
(1) Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa tunduk pada kekuasaan peradilan
umum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasd 30

(1) Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia depat diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat.

(2) Uda pensun meksmum anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa 58 (lima
puluh deapan) tahun dan bagl anggota yang memiliki kesghlian khusus dan sangat
dibutuhkan ddam tugas kepolisan dapat dipertahankan sampa dengan 60 (enam
puluh) tahun.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PEMBINAAN
PROFESI

Pasd 31

Pgaba Kepolisan Negara Republik Indonesa ddam mdaksanakan tugas dan
wewenangnya harus memiliki kemampuan profes.

Pasal 32
(1) Pembinaen kemampuan profes pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesia
disdenggarakan mddui pembinaan eika profes dan pengembangan pengetahuan
sata pengdamannya di bidang teknis kepolisan mddui pendidikan, pdatihan, dan
penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
(2) Pembinaan kemampuan profes sebagamana dimaksud ddam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kapalri.
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Pasd 33
Guna menunjang pembinaan profes sebagamana dimaksud ddam Pesd 32 dilakukan
pengkgian, penditian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasd 34

(1) Skap dan perilaku pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesia terikat pada Kode
Etik Profes Kepolisan Negara Republik Indonesia.

(2) Kode Etik Profes Kepolisan Negara Republik Indonesa dgpat menjadi pedoman
bag pengemban fungs kepolisan lainnya ddam meaksanakan tuges sesua dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungannya

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profes Kepolisan Negara Republik Indonesia diatur
dengan Keputusan Kapolri.

Pasd 35
(1) Pdanggaran terhadep Kode Etik Profes Kepolisan Negara Republik Indonesia oleh
peabat Kepolisan Negara Republik Indonesa disdesakan olen Komis Kode Etik
Kepolisan Negara Republik Indonesia
(2) Ketentuan mengenai susunan organises dan tata kerja Komis Kode Etik Kepolisan
Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasd 36
(1) Setigp pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesa dan  pengemban  fungs
kepoligan lannya waib menunjukkan tanda pengenal sebaga keabsshan wewenang
dan tanggung jawab ddam mengemban fungsinya
(2) Ketentuan mengenal  bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda
pengend sebagaimana dimaksud daam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasa 37
(1) Lembaga kepolisan nasond yang dissbut dengan Komis Kepolisan Nasond
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Komis Kepolisan Nasiona sebagamana dimaksud daam ayat (1) dibentuk dengan
Keputusan Presiden.

Pasd 38
(1) Komis Kepolisan Nasiona bertugas :

a membantu Presden ddam menetapkan aah kebijakan Kepolisan Negara
Republik Indonesia; dan

b. memberikan petimbangan kepada Presden ddam pengangkatan  dan
pemberhentian Kagpolri.

(2) Ddam mdaksanakan tugas sebagamana dimeksud ddam aya (1), Komig

Kepolisan Nasiond berwenang untuk :

a. mengumpulkan dan mengandiss data sebaga bahan pemberian saran kepada
Presden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisan Negara Republik Indonesia,
pengembangan sumber daya manusia Kepolisan Negara Republik Indonesia, dan
pengembangan sarana dan prasarana K epolisian Negara Republik Indonesia;

b. memberikan saxan dan petimbangan lan kepada Presdenddam upaya
mewujudkan Kepolisan Negara Republik Indonesa yang profesond dan
mandiri; dan

Cc. mengima saan dan keduhan dari masyarakat mengena kinerja kepolisan dan
menyampa kannya kepada Presiden.
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Pasd 39

(1) Keanggotaan Komis Kepolisan Nasond terdiri aas seorang Ketua merangkap
anggota, seorang Wakil Ketua merangkgp anggota, seorang Sekretaris merangkap
anggota dan 6 (enam) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimeksud dadam ayat (1) berasd dai  unsur-unsur
pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai susunan organisad, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian
anggota Komis Kepolisan Nasiond diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasd 40
Segda pembiayaan yang diperluken untuk mendukung pelaksanaan tugas Komis
Kepolisan Nasiona dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB VII
BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

(1) Ddam rangka meaksanakan tugas keamanan, Kepolisan Negara Republik Indonesia
dgpat meminta bantuan Tentara Nasond Indonesia yang diaur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

(2) Ddam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisan Negara Republik
Indonesa memberikan bantuan kepada Tentara Nasiond Indonesa sesua dengan
peraturan perundangan-undangan.

(3) Kepolisan Negara Republik Indonesa membantu secara aktif tugas pemeiharaan
perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa- Bangsa

Pasd 42

(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisan Negara Republik Indonesa dengan badan,
lembaga, seta indans di ddam dan di luar negeri didasarkan aas sendi-sendi
hubungan  fungsond, sding menghormati, <sding membantuy,  mMmengutamakan
kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

(2) Hubungan dan kerja sama di ddam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur
pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instans lain, serta masyarakat
dengan mengembangkan asas partisipas dan subsdiaritas.

(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan
kepolisan dan penegek hukum lan mddui keja sama bilaterd atau multilaerd dan
badan pencegahan kgahatan balk daam rangka tugas operasond maupun kerja sama
teknik dan pendidikan serta pelatihan.

(4) Pdaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), (2), dan (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mula berlaku :

a semua perauran  perundang-undangan yang merupakan pdaksanaan  mengena
Kepolisan Negara Republik Indonesa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.

b. tindsk pidana yang dilakukan olehn anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa
yang sedang diperiksa bak di tingkat penyidikan maupun pemeriksaen di pengadilan
militer dan bedum mendgpat putusan pengadilan yang mempunya  kekuatan hukum
tetap berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan peradilan militer.

c. tind&k pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa
yang bedum diperiksa bak di tingka penyidikan maupun pemeriksaen di pengadilan
militer berlaku ketentuan peraturan  perundang-undangan di  lingkungan peradilan
umum.
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BAB IX KETENTUAN
PENUTUP

Pasd 44
Pada saat Undang-Undang ini mula berleku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997
tentang Kepolisan Negara Republik Indonesa (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710)
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jekarta
padatangga 8 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta

padatangga 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisan Negara
Republik Indonesa sebdlum Undang-Undang ini berlaku addah Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1997 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebaga penyempurnaan dari

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisan
Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesa
teddlah memuat pokok-pokok mengena tujuan, kedudukan, peranan dan tuges serta
pembinaan profesondisme kepolisan, tetgpi rumusan ketentuan yang tercantum di
ddamnya mash mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan  Keamanan Negara Republik  Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234)
sebagamana tdah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prgurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesa
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369)
shingga waak militeenya mash teasa sangad dominen yang pada glirannya
berpengaruh pula kepada skep perilaku pgabat kepolisan ddam pelaksanaan tugasnya
di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini dihargpkan dapat memberikan penegasan watak

Kepolisan Negara Republik Indonesa sebagamana dinyatakan daam Tri Brata dan
Catur Prasatya sebaga sumber nila Kode Etik Kepolisan yang mengdir dari fasafah
Pancasla

Perkembangan kemguan masyarekat yang cukup pesat, sdring dengan merebaknya
fenomena supremas hukum, hak asas manusa, globalisas, demokratisas, desentraliseg,
transparand, dan akuntabilitas, telah medahirkan berbaga paradigma baru daam mdihat
tujuan, tuges fungd, wewenang dan tanggung jawab Kepolisan Negara Republik
Indonesia yang sdanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbaga tuntutan dan hargpan
masyarakat terhadgp peleksanaan tugas Kepolisan Negara Republik Indonesa yang
makin meningkat dan |ebih berorientas kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sgak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesa Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetgpan
MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara
konditusond telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungs, dan peran
Kepolisan Negara Republik Indonesia serta pemisthan kdlembagaan Tentara Nasiond
Indonesa dan Kepolisan Negara Republik Indonesa sesua dengan peran dan fungs
masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga dihargpkan dapat
lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisan Negara
Republik Indonesa sebaga bagian integrd dari reformed menydluruh segengp  tatanan
kehidupan bangsa dan negara ddam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur,
dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Sesua dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan
Kedua, Ketetgpan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.
VII/MPR/2000, keamanan ddam negeri dirumuskan sebaga format tujuan Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan secara konssten dinyatakan daam perincian tugas pokok
yatu memdihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
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melindungi, mengayomi, dan mdayani masyarakat. Namun, ddam penyeenggaraan
fungs kepolisan, Kepolisan Negara Republik Indonesa secara fungsond dibantu oleh
kepolisan khusus, penyidik pegava negei dpil, dan  bentuk-bentuk  pengamanan
swakarsameldui pengembangan asas subsdiaritas dan asas partisipas.

Asxs legditas sebaga aktudises  paradigma supremas hukum, ddam  Undang-Undang
ini secara tegas dinyatekan ddam perincian kewenangan Kepolisan Negara Republik
Indonesia, yaitu melakukan penydidikan dan penyidikan terhadgp semua tindek pidana
sesual dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan mdaui pengembangan asas preventif dan
asas kewgiban umum kepolisan, yaitu memdihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ddam hd ini sdtigp pgaba Kepolisan Negaa Republik Indonesa  memiliki
kewenangan diskres, yatu kewenangan untuk bertindek demi  kepentinganumum
berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengaiur pula pembinaan profes dan kode etik
profes agar tindekan pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesa dapat
dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, mora, maupun secara teknik profes dan
terutama hak asas manusa

Begitu pentingnya perlindungan dan pemguan hek asss manusa karena menyangkut
harkat dan martabat manusa, Negara Republik Indonesa tdah membentuk Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang retifikes Konvens menentang penyikssan dan
perlakuan aau penghukuman lan yang kgam, tidk manudawi aau merendahkan
martabat manusa, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusa
dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asas Manusa
Setigp anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa wgib mempedomani dan menaati
ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhaikan hak asas manusia daam sdigp meaksanakan tugas dan
wewenangnya, Setigp anggota Kepolisan Negara Republik  Indonesa waib  pula
memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya,
antara lan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
ketentuan  perundang-undangan yang mengatur otonomi  khusus, seperti Proving
Nanggroe Aceh Darussdam dan Provind Papua serta peraturan perundang-undangan
lannya yang menjadi dasar hukum pedaksanaan tuges dan wewenang Kepolisan Negara
Republik Indonesia

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisan
Negara Republik Indonesia sebagamana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan aas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengena hak anggota
Kepolisan Negara Republik Indonesa bak hak kepegawaian, maupun hak politik, dan
kewsgjibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Subgans lain yang baru ddam Undang-Undang ini addah diaurnya lembaga kepolisan
nesond yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan
kepolisan dan petimbangan daam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri  sesua
anana Keetagpan MPR Rl No. VII/MPR/2000, sdan terkandung pula fungs
pengawasan fungsond terhadagp kinerja Kepolisan Negara Republik Indonesa
sehingga kemandirian dan profesondisme Kepolisan Negara Republik Indonesa dapat
terjamin.

Dengan landasan dan petimbangan sebagamana tdah diurakan sebdumnya, dadam
kebulatannya yang utuh seta menyeluruh, diadekan penggantian aas Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesa yang tidak hanya
memuat susunan dan kedudukan, fungd, tuges dan wewenang serta peranan kepolisian,
tetgpi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profed, lembaga kepoligan
nasond, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbaga pihak, bak di ddam
negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penergpan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para
peabat Kepolisan Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga
komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartispas ddam mewujudkan Kepolisan
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Negara Republik Indonesa yang mandiri, profesond, dan memenuhi hargpan
masyarakat.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisan harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaeksud dengan "dibantu’ idah dadam lingkup fungs kepolisan, bersfat bantuan
fungsond dan tidek bersfat struktura hierarkis.

Huruf a

Yang dimeksud dengan "kepolisan khusus' idah indans davatau badan Pemerintah
yang oleh aau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi
wewenang untuk melaksanakan fungs kepolisan dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersfar khusus dan terbatas ddam "lingkungan kuasa sod-sod" (zaken
gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi  dasar
hukumnya.

Contoh "kepolisan khusus' yatu Bada Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM
Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigras dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa' adadah suatu  bentuk
pengamanan yang diadekan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat
sendiri yang kemudian memperoleh  pengukuhan dari Kepolisan Negara Republik
Indonesia, seperti sauan pengamanan lingkungan dan badan ussha di bidang jasa
pengamanan.

Bentuk-bentuk  pengamanan swakarsa memiliki  kewenangan kepolisan terbatas ddam
“lingkungan kuasa tempat" (teitoir gebied/ruimte gebied) mdiputi  lingkungan
pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya addah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan
pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengena pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Hak asas manuda addah hak dasar yang secara damiah medekat pada setigp manusa
dalam kehidupan masyarakat, mdiputi bukan sga hak perseorangan melankan juga hak
masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat ddam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sata sesua pula dengan pringp-prindp yang
terkandung dadam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvens internasond
lannya

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesa addah wilayah hukum berlakunya kedaulatan
Negara Republik Indonesa sesua dengan perauran perundang-undangan yang berlaku.
Pdaksanaen fungd Kepolisan Negara Republik Indonesa mdiputi  sduruh  wilayah
Negara Republik Indonesa, sehingga sdtigp pgaba Kepolisan Negara Republik
Indonesa dapa meaksanakan kewenangannya di sduruh wilayah Negara Republik
Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisen, wilayah Negara
Republik Indonesia dibagi ddam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas
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dan wewenang Kepolisan Negara Republik Indonesa dengan memperhatikan luas
wilayah, keedaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pembagian daerah hukum tersebut diusshekan sras  dengan  pembagian  wilayah
administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jdas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisan Negara Republik Indonesia ddam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab
kepada Presiden baik dibidang fungs kepolisan preventif maupun represf yudisd.

Namun demikian pertanggungiawaban tersebut harus senantiasa berdasar  kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervens yang dapat
berdampak negatif terhadap pemuliaan profes kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisan Negara Republik Indonesia sebaga pimpinan teknis kepolisan menetapkan
kebijakan teknis kepolisan bagi sduruh pengemban fungs dan mengawvas sata
mengenddikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jdas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimeksud "dengan perstuyjuan Dewan Pewekilan Rekyat" addah satdah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persstujuan Dewan Perwakilan Rekyat Republik Indonesia terhadgp usul pemberhentian
dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesua dengan ketentuan yang berlaku  di
lingkungan Dewan Perwekilan Rakyat. Usul pemberhentian Kgpolri disampakan oleh
Presden dengan disata dasan yang sah, attara lan masa jabaan Kapolri yang
bersangkutan  telah  berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensun,
berhdangan tetep, dijatuhi pidana yang telah mempunya kekuatan hukum tetap. Apabila
Dewan Peweakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kagpolri, maka Presden menarik
kembdi usulannya, dan dgpa menggukan kembdi  permintaan  persetujuan
pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" idah hari kerja di DPR-RI tidak
termasuk hari libur dan masareses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sgak kapan surat Presiden tersebut berlaku” idah
sgak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara adminidratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Yang dimaksud dengan "daam keadaan mendesk” idah suatu keadaan yang secara
yuridis mengharuskan Presden menghentikan sementara Kagpolri  karena  meanggar
sumpah jabatan dan membahayakan kesdlamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" idah prindp seniorites ddam  ati
penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapalri yang dapat dicaonkan sebagal Kapolri.
Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karie” idah pengdaman penugesan dari P
cdon Kapolri pada berbaga bidang profes kepolisan atau berbaga macam jabatan di
kepolisan.
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Ayat (7)

Cukup jdas

Ayat (8)

Cukup jdas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsiona terkait dengan Sfat
keshlian teknis yang memungkinkan kedancaran peaksanaan tugas pokok Kepolisan
Negara Republik Indonesia

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ditentukan” addah suatu proses intern Kepolisan Negara
Republik Indonesa untuk menentukan jabatan fungsona lannya yang diperlukan di

lingkungan Kepolisan Negara Republik Indonesia

Pasal 13

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama
penting, sedangkan daam peaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan
sangat tergantung pada dtuas masyarakat dan lingkungan yang dihadepi karena pada
dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara dmultan dan  dapat
dikombinaskan. Di samping itu, ddam peaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma
hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesuslaan, serta menjunjung tinggi
hak asas manusa

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada
Kepolisan Negara Republik Indonesa ddam penydidikan dan penyidikan sehingga
secara umum diberi kewenangan untuk meakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
semua tindak pidana Namun demikian, ha terssbut tetgp memperhatikan dan tidak
mengurangi  kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lannya sesua dengan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-mesing.

Huruf h

Penydenggaraen identifikas  kepolisan  dimeksudkan untuk  kepentingan  penyidikan
tindak pidana dan pdayanan identifikes non tindek pidana bagi masyarakat dan instans

lain ddlam rangka pdaksanaan fungs kepolisian.

Adapun kedokteran kepolisan addah mdiputi antara lan kedokteran forensik,
odontologi forensik, dan pskiatri forensk yang diperlukan untuk mendukung peaksanaan
tugas kepolisan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf

Ha ini dilakukan olen anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa sebatas
pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan,
dan pelayanan masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas
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Huruf |

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "penyakit masyareka" antara  lan  pengemisan  dan
pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyaahgunaan obat dan narkotika, pemabukan,

perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud daam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodas dengan
ingang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimeksud dengan "diran" addah semua diran aau paham yang dapat
menimbulkan perpecahan aau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain
diran kepercayaan yang bertentangan dengan fasafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tindekan kepolisan addah upaya paksa davaau tindskan lan menurut hukum yang

bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegeknya hukum serta terbinanya
ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana

maupun dalam rangka tugas kepolisan pada umumnya.

Huruf

Yang dimaksud dengan "Pusat Informas Krimind Nasond" addah dstem jaringan dari
dokumentas krimind yang memuat bak daa kgahaan dan peanggaran  maupun
kecelakaan dan pdanggaran ldu lintas sertaregristiras dan identifikas [du lintas.

Huruf k

Surat 1zin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikduarkan atas dasar permintaan
yang berkepentingan.

Huruf |

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan insans yang berkepentingan

atau permintaan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "barang temuan” addah barang yang tidek diketahui pemiliknya
yang ditemukan oleh anggota Kepolisan Negaa Republik Indonesa atau masyarakat
yang diserahkan kepada K epolisan Negara Republik Indonesia

Baang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisan Negara Republik Indonesa dengan
ketentuan apabila daam jangka waktu tertentu tidek diambil oleh yang berhak akan
disdesakan sesua dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisan Negara Republik Indonesa stdah menerima barang temuan wagib segera

mengumumkan meaui media cetak, media dektronik dan/atau media pengumuman
lannya

Ayat (2)

Huruf a

Keramaan umum yang dimeksud ddam hd ini sesua dengan ketentuan Pasd 510 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
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yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jadan umum.
Kegigtan masyarakat lannya addah kegiaan yang dapa membahayakan keamanan
umum seperti diatur daam Pasd 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1)
KUHP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Kegiagan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisan Negara Republik
Indonesa addah kegiatan politik sebagaimana distur ddam perundang-undangan di
bidang politik, antara lain kegiaan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawa politik,
penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan
kepada umum.

Huruf e

Yang dimeksud dengan "senjaa tgam' ddam Undang-Undang ini addah senjaa
penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidek termasuk barang-barang yang
nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau
untuk kepentingan meakukan pekerjaan yang sah, aau nyata untuk tujuan barang
puska, atau barang kuno, atau barang gab sebagamana diaiur ddam Undang-Undang
Nomor 12/Drt/1951.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “"kgahatan intenasond” addah kgahatan tertentu yang
dispakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kgahatan narkotika, uang pasy,
terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf

Dadam peaksanaan tugas ini Kepolisan Negara Republik Indonesia terikat oleh
ketentuan hukum internasiond, baik perjanjian bilaterd maupun perjanjian multilaterd.

Daam hubungan terscbut Kepolisan Negara Republik Indonesa dgpat memberikan
bantuan untuk meakukan tindakan kepolisan aas permintaan dari negara lain,
sebdiknya Kepolisan Negara Republik Indonesa dgpat meminta bantuan  untuk
melakukan tindakan kepolisan dari negara lan sepanjang tidek bertentangan dengan
ketentuan hukum dari kedua negara.

Organisas  kepolisan internasond  yang dimeksud, antaa lan, Internationd Crimind
Police Organization (ICPO- Interpal).

Fungs Nationd Centra Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisan
Negara Republik Indonesia

Huruf k

Cukup jelas

Avyat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setigp orang untuk meninggakan aau memesuki tempat kegadian
perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d
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Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan ddam proses pidana,
ddam pedaksanaannya anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa wgib
menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum', termasuk

tersangka dan barang buktinya.

Huruf

Pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang dapat menggjukan permintaan cegah

tangkal ddam keadaan mendessk atau mendadak paing rendah setingkat Kepaa
Kepolisan Resort, sdanjutnya pding lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh

Keputusan Kapoalri.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf |

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jeas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengen "bertindek menurut penilaannya sendiri” addah suatu tindekan
yang depat dilakukan oleh anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang ddam
bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resko dari tindakannya dan betul-betul
untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kata "sekurang-kurangnya' dimeksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang
bersfat mutlak, karena sdain yang tercantum ddam Undang-Undang ini mash ada

persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia’

meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kdimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi cdon anggota yang akan
disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjdani ikatan dinas' addah suau kewgiban bagi anggota
Kepolisan Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisan Negara
Republik Indonesa sdama kurun wakiu tertentu mengaplikeskan 1lmu  Pengetahuan
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Kepolisan yang diperoleh dari Lembaga Pendidiken Pembentukan anggota Kepolisan
Negara Republik Indonesia melaui pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik
Indonesia dengan patuh serta tast menja ankan pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berskgp netrd" addah bahwa anggota Kepolisan Negara
Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua parta politik, golongan dan dilarang

menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa tidak menggunakan hak
memilih dan dipilih, namun kekutsertaan Kepolisan Negara Republik Indonesa dadam
menentukan arah kebijakan nasond disaurkan medui Mgeis Permusyavaratan Rakyat
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisan" addah jabaan yang tidek mempunyal

sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jeas

Ayat (2)

Ha-ha yang diatur ddam Peraturan Pemerintah addah menyangkut pelaksanaan teknis
inditusond.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usa pensun maksmum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunya

keahlian khusus dapat diperpanjang sampa dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profes anggota Kepolisan Negaa Republik Indonesia
dilaksanakan mddui pembinaan etika profes dan  pengembangan  pengetahuan
serta penga aman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan meaui pendidikan dan
pdatihan, bak di ddam maupun di luar lingkungan Kepolisan Negara Republik
Indonesia, di lembaga pendidiken di ddam aau di luar negeri, serta berbaga bentuk
peaihan lannya sepanjang untuk  meningkatkan  profesondisme.  Sedangkan
pengdaman maksudnya addah mdiputi jenjang penugesan yang diaahkan  untuk
memantapkan kemampuan dan prestas.

Tuntutan pelaksanaan tuges searta pembinaan kemampuan profes Kepolisan Negara
Republik Indonesa mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi  kepolisan  yang
menyelenggarakan pendidikan ilmu  kepolisan yang bedfa akademik maupun
profes dan pengkgian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar sdtigp anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa
dadam medaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapa mencerminkan kepribadian
Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pguang pengawa dan pengaman Negara Republik
Indonesa Sdain itu, untuk mengabdikan diri sebaga dat negara penegak hukum, yang
tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewgiban warga negara secara
langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu stigp
anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa harus menghayati dan menjiwa  dika
profes kepolisan yang tercermin dadam skap dan perilakunya Etika profes kepolisan
terscbut dirumuskan dadam kode etik Kepolisian Negaa Republik Indonesa yang
merupekan krisdisas nila-nila yang terkandung dadam Tribraa dan Caur Prasatya
yang dilandas dan dijiwa oleh Pancasila

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Mengingat ddam peaksanaan tugas Kepolisan Negara Republik Indonesa berkatan

erat dengan hak serta kewgiban warga negara dan masyaraka secara langsung serta
diikat oleh kode etik profes Kepolisan Negara Republik Indonesia, maka ddam hd
seorang anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang melaksanakan tugas dan

wewenangnya diangggp meanggar etika profes, maka anggota tersebut harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya di  hadapan Komis Kode Etik Kepolisan
Negara Republik Indonesia

Aya ini dimaksudken untuk pemuliaen profes kepolisan, sedangkan terhadap
pdanggaran hukum displin dan hukum pidana disdesakan sesua dengan perauran
perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komis Kode Etik Kepolisan Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota
Poli yang mash &ktif dan mengena susunannya disesuakan dengan fungs  dan
kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengend dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa
dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Arah kebijakan Kepolisan Negara Republik Indonesa yang ditetapkan Presiden
merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisan yang menjadi  lingkup
kewenangan Kapolri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢
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Yang dimeksud dengan "kduhan® ddam aya ini  menyangkut penyadahgunaan
wewenang, dugaan korups, peayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan
penggunaan diskres yang kdiru, dan masyaekat berhak memperoleh informes
mengenai penanganan keluhannya

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jdas

Ayat (2)

Yang dimeksud dengan "unsur-unsur Pemeintah” idah pgabat Pemerintah  setingkat
Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisan” idah seseorang yang ahli di bidang ilmu
kepolisan.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" idah pimpinan informa masyarakat yang
telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisan.

Ayat (3)

Cukup jdas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jdas

Ayat (2)

Cukup jdas

Ayat (3)

Yang dimeksud dengan "tuges pemdiharaan perdamaan dunia’ (Peace Keeping
Operation) adaah tugastugas yang diminta oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB)
pada suau negara tertentu dengan biaya operasond, pertanggungiawaban dan
penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisan Negaa Republik Indonesa dengan pihak lan
dimaksudkan untuk keancaran tugas kepolisan secara fungsond dengan tidek
mencampuri urusan indand masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerinteh Daerah  addah  memberikan
pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerinteh Daerah dan ingand terkait
sata kegiaan masyarakat, ddam rangka menegakkan kewibawaan penydenggaraan
pemerintahan di daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerja sama multilaerd”, antara lan kerja sama dengan
Internationd Crimind Police Organization-Interpol dan Aseangpol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas
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Per syaratan - Per syaratan Pendaftaran
Kendaraan Bermotor Di Samsat

Pendaftaran K endaraan Bar u.

Pendaftaran kendaraan bermotor eks Dump TNI/Palri.

Pendaftaran kendaraan ber motor eks L elang Negara.

Pendaftaran K endaraan Bermotor CD/CC berdasar kan PP Nomor 8
Tahun 1957.

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Impor dalam K eadaan utuh (CBU).
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional lainnya
berdasarkan PP No.19 Tahun 1955.

Pendaftaran kendaraan ber motor berdasarkan Putusan Pengadilan.
Pengesahan STNK setiap Tahun.

Per panjangan STNK setelah 5 Tahun.

Pendaftaran Kendaraan Mutas .

Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah keluar Daer ah.

Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah dari luar daer ah.
Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja
Samsat yang sama .

Pendaftaran K endaraan Bermotor Rubah Bentuk

Pendaftaran kendaraan ber motor ganti mesin.

Pendaftaran kendaraan ber motor ganti war na.

Pendaftran kendaraan bermotor STNK rusak/hilang.

Pendaftaran ganti Nomor K endaraan.

Pendaftaran Kendaraan Ber motor dengan per syar atan khusus.
Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atasdasar hibah / warisan.
Pendaftaran kendaraan bermotor eks CD/CC berdasar kan PP No. 8 tahun
1957 dan Eks Badan I nternasional berdasarkan PP No. 9 Tahun 1955.
Pendaftaran K endaraan Bermotor eks Taksi.

Pendaftaran Surat Tanda Coba K endar aan.

Pendaftaran STNK K husugRahasa.

Pendaftaran K endaraan Bar u.

a Mengis formulir SPPKB
b. Identitas Pemilik yang sah
c. Faktur
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d. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji
berkaa, Sertifikat NIK (VIN) dan tanda penaftaran tipe.

e. Kendaraan bermotor yang mengalami  perubahan bentuk harus melampirkan
surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin

f. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah
memenuhi persyaratan.

g. Bukti pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

S | I

Pendaftaran kendaraan bermotor eks Dump TNI/Palri.

a Mengis formulir SPPKB.
b. Identitas Pemilik yang sah .
c. Surat Keputusan Penghapusan :
1. Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri Pertahanan Keamanan/
Panglima TentaraNasional Indonesia
2. Surat Keputusan Penjualan dari Kepala Staf Angkatan / Kepala
Kepolisan Republik Indonesia
3. Daftar kolektif kendaraan yang dilegalisir oleh kesatuan yang
mel aksanakan Dump/Penghapusan
Berita Acara Penjualan
Kwitans pembayaran yang bermeterai cukup
Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

o0k

S | I

Pendaftaran kendaraan bermotor eks L elang Negar a.

a Mengis formulir SPPKB
b. Identitas pemilik yang sah
c. Bagi kendaraan bermotor dengan fasilitas penangguhan Bea Masuk terlebih
dahulu harus harus melunasi Bea Masuk , kecuai ditentukan lain oleh Menteri
Keuangan
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Q@~oa

Surat Keputusan Lelang dari Instans yang berwenang

Risalah / berita acara penyerahan barang

Kwitans pembelian

STNK dan BPKB atau Surat Keterangan dari Polisi atau Instansi berwenang
tentang asal usul kendaraan bermotor

1 | I

Pendaftaran Kendaraan Bermotor CD/CC berdasarkan PP Nomor 8 Tahun

1957.

a

b.
C.

o

f.

Mengisi Formulir SPPKB

Surat Pengantar dari Kedutaan yang bersangkutan

Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas
penangguhan bea masuk

Pemberitahuan Import Barang (PIB)

Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri

Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

S | I

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Impor dalam Keadaan utuh (CBU).

a

©

~o Q0o

Mengis Formulir SPPKB

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

Pemberitahuan Import Barang

Formulir A dari Bea Cukai

Faktur

Sertifikat Registras Uji Tipe, tanda bukti [ulus uji tipe atau buku tanda bukti
lulus uji berkaa.

Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
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1 | I

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan I nternasional lainnya ber dasarkan
PP No.19 Tahun 1955.

a Mengisi Formulir SPPKB

b. Surat Keterangan /Surat Pengantar dari Sekretariat Negara Republik Indonesia

c. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas
penangguhan Bea Masuk dan faktur untuk kendaraan assembling.

d. Pemberitahuan Import (PIB)

e. Surat Pengantar dari Badan Internasional dan atau Paspor Pemilik dengan 1
(satu) eksemplar foto copy.

f. Bukti hasil pemeriksaan fisk kendaraan bermotor.

S | I

Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan.

a Mengis Formulir SPPKB.
b. Identitas/Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah
c. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan Polis tentang asal usul kendaraan
bermotor.
d. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum
pasti dan dilegdisir.

S | I

Pengesahan STNK setiap Tahun

a Mengisi Formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak
terjadi perubahan spesifikas kendaraan bermotor.

b. Identitas/Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

c. STNK adli
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d. BPKB adli
e. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divaidas)
tahun terakhir.

S | I

Perpanjangan STNK setelah 5 Tahun.

a Mengisi Formulir SPPKB.

b. ldentitas/Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

c. STNK adi atau Surat Keterangan dari Kepolisian apabilatidak dapat
menyerahkan STNK.

d. BPKB adi

e. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi)
tahun terakhir.

f. Bukti hasil pemeriksaan fisk kendaraan bermotor.

S | I

Pendaftaran K endaraan Mutasi

a Mengisi Formulir SPPKB

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

STNK adli

BPKB adli

Kwitans pembelian yang sah

Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidas)
tahun terakhir

g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

~o Q0o
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Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah keluar Daerah

a

@ papoT

Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

STNK adi

BPKB adli

Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik)

Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidas)
Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

1 | I

Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah.

a

@ opapoT

Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah
Surat kK eterangan Pindah sebagai pengganti STNK
BPKB adli

Surat Keterangan Fiskal Antar Daaerah.

Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik)
Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

S | I

Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja Samsat
yang sama

a

®ao o

Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah
STNK adli

BPKB adli

Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
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1 | I

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk

a

®ap o

—h

Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

STNK Adli

BPKB Adli

Surat Keterangan rubah bentuk dari Perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah
memiliki izin yang sah

Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidas)
tahun terakhir.

Bukti hasil pemeriksaan Fisik kendaraan bermotor

S | I

Pendaftaran kendaraan bermotor ganti mesin.

a

®ap o

—h

Mengis formulir SPPKB.

Identitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

STNK Adli

BPKB Adli

Surat pernyataan dari pemilik bermeterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam
perkasa/sengketa atau tidak sedang dijamin.

Untuk penggantian mesin yang berasal dari pembelian luar Negeri/ Import
harus memiliki imvoerpas yang menyebutkan nomor mesin

Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidas)
tahun terakhir.

Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
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Pendaftaran kendaraan bermotor ganti warna.

a Mengis formulir SPPKB.

Identitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

STNK adi

BPKB adli

Surat Keterangan pengecatan bermetarai cukup dari bengkel

Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidas)
tahun terakhir

g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

~o Q0o

1 | I

Pendaftran kendaraan bermotor STNK rusak/hilang.

a Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah
STNK yang rusak/surat keterangan hilang dari Kepolisian
BPKB adli

Bukti pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

PCopoT

1 | I

Pendaftaran ganti Nomor Kendaraan

a Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

STNK adli

BPKB adli

Surat Permohonan dari Pemilik untuk ganti nomor kendaraan dengan alasan
yang dapat diterima

®ao o
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f.

g.

Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidas)
tahun terakhir
Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

S | I

Pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan persyaratan khusus

a

®ao o

«

Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah .

STNK adli

BPKB adli

Surat Keputusan penjuaan dan penghapusan/ pengalihan kendaraan bermotor
dinas dari Kas Negara/Daerah

Bukti pembayaran lunas dari Kas Negara/Daerah

Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi)
tahun terakhir

Bukti hasil pemeriksaan fisik yang sah

S | I

Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar hibah / warisan.

a

PCaopoT

«

Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

STNK adli

BPKB adli

Surat Keterangan kematian dan persetujuan ahli waris/akte Notaris/Putusan
Pengadilan Negeri

Surat hibah yang bermeteral cukup/akte notaries

Khusus bagi kendaraan yang belum melunas Bea Masuk harus melampirkan
formulir C dari Bea dan Cukai, pengecualian dari syarat ini diatur oleh Ditjen
Bea Cukai.
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h.

Bukti Pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi)
tahun terakhir.
Bukti hasil pemeriksaan phisik kendaraan bermotor.

S | I

Pendaftaran kendaraan bermotor eks CD/CC berdasarkan PP No. 8 tahun 1957
dan Eks Badan Internasional berdasarkan PP No. 9 Tahun 1955.

a

S@ro a0 T

Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah
STNK adli

BPKB adli

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Formulir C dari Bea Cukai

Kwitans Pembelian yang sah

Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

S | I

Pendaftaran Kendaraan Bermotor eks Taksi

a

> @ropoco

Mengis formulir SPPKB.

|dentitas /Tandajati diri pemohon/Pemilik yang sah

STNK adli

BPKB adli

Kwitans pembelian yang sah

Formulir C dari Bea Cukai kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain
Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidas)
tahun terakhir.

Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
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Pendaftaran Surat Tanda Coba K endaraan

a Mengis formulir SPPKB.
b. TandaJati Diri dari pemohon
ljin Usaha dari Badan Usaha yang diwakilinya
Melampirkan sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji
tipe kendaraan bermotor, atau sertifikat uji tipe landasan dari tanda lulus uji
tipe landasan
e. Mengajukan permohonan dan jumlah kendaraan yang akan diajukan
permohonan STCK.

Qo0

S | I

Pendaftaran STNK KhususRahasa.
Persyaratan untuk mendapatkan STNK dan TNKB khusus/rahasia untuk kendaraan

bermotor Dinas TNI, Polri dan Sipil diatur tersendiri dengan berpedoman Petunjuk
Pel aksanaan Kapolri.

S | I
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SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 03 /PMK.06/2011
TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi merupakan
Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
yang pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib administrasi,
akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta tetap
menjunjung tinggi good governance;

b. bahwa  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, belum
secara khusus mengatur Barang Milik Negara yang berasal dari
Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang
Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4401);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Keputusan Presiden Nomor 56/ P Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN

BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG
RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kejaksaan, adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang diselenggarakan oleh kejaksaan
agung yang berkedudukan di ibukota negara, kejaksaan tinggi yang berkedudukan di
ibukota provinsi dan kejaksaan negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang
memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti

yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
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Barang Gratifikasi adalah barang yang telah ditetapkan status gratifikasinya menjad:
milik Negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengurusan Barang Rampasan Negara adalah serangkaian kegiatan yang meliputi
pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas barang rampasan

Negara.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan
sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah
guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai
tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau
disertakan sebagai modal pemerintah.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu
opini nilai atas suatu obyek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan
Barang Milik Negara.

Nilai Pasar, selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut sebagai nilai wajar, adalah
perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual
beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat
membeli dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang berminat
menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan,
yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua
pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan
tanpa paksaan.

Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan barang dalam lelang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

(2) Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi

pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang tertib, terarah,
optimal, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi :
a. Barang Rampasan Negara; dan
b. Barang Gratifikasi.

BAB II
KEWENANGAN

- Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri

Pasal 4

Menteri melakukan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Dalam pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Menteri memiliki wewenang dan tanggung jawab yang
meliputi :

a. menerima, menatausahakan dan mengelola Barang Gratifikasi yang telah
diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri;

b. menetapkan status penggunaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;

c. memberikan keputusan atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Rampasan Negara yang diajukan oleh Kejaksaan sesuai
dengan batas kewenangannya; dan

d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melimpahkan sebagian wewenangnya kepada
Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk menandatangani surat
atau Keputusan Menteri dalam rangka penetapan status penggunaan, Pemanfaatan
atau Pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan Barang Rampasan Negara.

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai di atas Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah;
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b. Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai sampai dengan Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan.

(3) Indikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kejaksaan
berdasarkan :

a. perhitungan yang dilakukan oleh Kejaksaan; atau

b. apabila Kejaksaan tidak dapat menentukan indikasi nilai dimaksud, Kejaksaan
dapat meminta bantuan kepada instansi berwenang dengan dibuat Berita Acara
Penilaian.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penyimpanan, pengamanan dan
pemeliharaan atas fisik Barang Gratifikasi yang telah diserahkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menugaskan Kepala Kantor Wilayah dan
Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan penitipan, pengamanan dan pemeliharaan
atas fisik Barang Gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya.

(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memerintahkan Kepala Kantor Wilayah
dan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan/atau Penilaian
Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Kejaksaan

Pasal 8

Jaksa Agung melakukan pengurusan atas Barang Rampasan Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

a. melakukan Penatausahaan;

b. menguasakan kepada Kantor Pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang
Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang untuk
paling lama 1 (satu) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan.

c. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum
terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;

d. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima
pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan

e. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 10

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengurusan atas Barang Rampasan
Negara dan Barang Gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

a. melakukan Penatausahaan;

b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum
terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;

c. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima
pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan

d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam pengurusan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi
Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

a. melakukan Penatausahaan;

b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum
terhadap Barang Gratifikasi yang berada dalam penguasaannya;

c. menyerahkan Barang Gratifikasi kepada Menteri untuk dikelola; dan
d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi kepada Menteri dalam rangka
penyerahan Barang Gratifikasi.

Pasal 14

Penyerahan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan statusnya menjadi milik Negara
oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disertai dengan kelengkapan data
dan/atau dokumen meliputi:

a. keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penetapan status
Barang Gratifikasi menjadi Barang Milik Negara;

b. dokumen legalitas kepemilikan apabila ada; dan
c. dokumen pendukung lainnya.
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BAB III
PENGURUSAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Pasal 15

Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan
Korupsi dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan.

Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan
Menteri/Presiden/DPR.

Dalam hal Barang Rampasan Negara tidak laku dijual lelang, Kejaksaan dan/atau
Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan usulan penetapan status penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan kepada Menteri untuk
mendapatkan persetujuan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:

a. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan negara dapat
ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri atas usul Kejaksaan dan/atau
Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintah daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah oleh
Menteri atas usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi; atau

c. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:

1) dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2) secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan
apabila ditempuh proses lelang;

3) dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
atau

4) berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan
Korupsi tidak perlu dijual secara lelang,

penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pemusnahan oleh Kejaksaan dan/atau
Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan Menteri.

d. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:
1) telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau
2) berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk,

dapat langsung dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan dan/atau Komisi
Pemberantasan Korupsi yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri paling lambat
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan.

Penyelesaian dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan
Korupsi.
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Pasal 16

(1) Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Rampasan Negara
dilakukan Penilaian.

(2) Penilaian Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

(3) Penetapan nilai limit lelang dalam rangka Pemindahtanganan Barang Rampasan
Negara berupa penjualan lelang berpedoman pada nilai wajar yang telah
mempertimbangkan faktor-faktor risiko penjualan melalui lelang.

(4) Faktor-faktor risiko lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar, meliputi :
a. bea lelang;
. biaya sewa tempat penyimpanan;
biaya pengangkutan;
. biaya bongkar muat;
biaya pemeliharaan;
biaya pengamanan barang;

. biaya pengosongan bangunan/lahan; dan

Qo S0 a0 o

- biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek barang rampasan
negara.

Pasal 17

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpan dokumen legalitas
kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya atas Barang Rampasan Negara yang
berada dalam penguasaannya.

Pasal 18

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inventarisasi atas Barang
Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) tahun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Menteri paling lama
3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 19

(1) Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi secara berjenjang menyampaikan laporan
Barang Rampasan Negara semesteran dan tahunan kepada Kejaksaan Agung dengan
tembusan kepada Kantor Wilayah dan Kantor pelayanan.

(2) Kejaksaan Agung menyusun laporan Barang Rampasan Negara secara semesteran dan
tahunan untuk disampaikan kepada Menteri.
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Pasal 20

Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun laporan Barang Rampasan Negara secara
semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 21

(1) Menteri menghimpun laporan Barang Rampasan Negara secara semesteran dan
tahunan yang diterima dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Menteri menyusun laporan Barang Rampasan Negara berdasarkan hasil
penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Laporan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

BAB IV
PENGURUSAN BARANG GRATIFIKASI

Pasal 22

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berwenang untuk melakukan pengelolaan Barang
Gratifikasi yang telah diserahkan kepada Menteri sesuai dengan batas kewenangannya
berupa penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan.

Pasal 23

(1) Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Gratifikasi dilakukan
Penilaian.

(2) Penilaian Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar.

(3) Penetapan nilai limit lelang dalam rangka Pemindahtanganan Barang Gratifikasi
berupa penjualan lelang berpedoman pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan
faktor-faktor risiko penjualan melalui lelang.

(4) Faktor-faktor risiko lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar, meliputi:
. bea lelang;
. biaya sewa tempat penyimpanan;
biaya pengangkutan;
. biaya bongkar muat;
biaya pemeliharaan;
biaya pengamanan barang;
. biaya pengosongan bangunan/lahan; dan

= ¢ TS B SR R« S

. biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek Barang
Gratifikasi.
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Pasal 24

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendaftaran dan pencatatan atas Barang
Gratifikasi menurut penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara.

(2) Penyerahan Barang Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, disertai dengan daftar barang dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 25

(1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyimpan fisik dan dokumen legalitas
kepemilikan serta dokumen pendukung lainnya apabila ada atas Barang Gratifikasi
yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Menteri.

(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), terhadap Barang Gratifikasi yang
diserahkan kepada Menteri yang berupa tanah dan/atau bangunan, Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara melakukan pengamanan fisik dan penyimpanan dokumen
legalitas kepemilikan atas Barang Gratifikasi bersangkutan.

(3) Penyimpanan fisik dan dokumen legalitas kepemilikan serta dokumen pendukung
lainnya apabila ada atas Barang Gratifikasi yang belum diserahkan kepada Menteri,
menjadi tanggung jawab sepenuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 26

(1) Direktur Jenderal melakukan inventarisasi atas Barang Gratifikasi yang telah
diserahkan pengelolaannya kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) tahun.

(2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Menteri paling
lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 27
(1) Direktur Jenderal menyusun laporan Barang Gratifikasi secara tahunan untuk
disampaikan kepada Menteri.

(2) Laporan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pelaksanaan penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan
Penghapusan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang telah diajukan
sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapat persetujuan
Menteri, penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak
tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 25 yang mulai berlaku secara efektif
6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 30

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan vVienter:
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2011

. MENTERI KEUANGAN,

ttd,

Diundangkan di Jakarta AGUS D.W. MARTOWARDOJO

. padatanggal 5 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Etd.
'PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Analisa perlindungan..., Desia Megawati, FHUI, 2012



UU NOMOR 14 TAHUN 1992
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan;

Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh
ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan
lalu lintas dan angkutan jalan;

Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau
barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu
wujud simpul jaringan transportasi;

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau
kendaraan tidak bermotor;

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada
kendaraan itu;

Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang
dengan kendaraan umum di jalan;

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum
dengan dipungut bayaran;

Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk
angkutan orang maupun barang.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat,
usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran
hukum, dan percaya pada diri sendiri.

Pasal 3

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan
selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi
lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas
sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya
beli masyarakat.

BAB III
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PEMBINAAN
Pasal 4
Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-
undang ini

Pasal 5

Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas
dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh
aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PRASARANA
Bagian Pertama
Jaringan Transportasi Jalan
Pasal 6
Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan

seluruh wilayah tanah air.

Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan
transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

Bagian Kedua
Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan
Pasal 7

Untuk mengatur penggunaan jalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa
kelas.

Pengaturan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 8

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai
jalan, jalan wajib dilengkapi dengan:

rambu-rambu;

marka jalan;

alat pemberi isyarat lalu lintas

alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan;

alat pengawasan dan pengamanan jalan;

fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Terminal
Pasal 9

Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya
keterpaduan intra dan antar moda secaralancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan
diselenggarakan terminal.

Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat
mengikutsertakan badan hukum Indonesia.

Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.

Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Pada terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan usaha
penunjang.

Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat dilakukan oleh badan hukum
Indonesia atau warga negara Indonesia.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Keempat
Fasilitas Parkir Untuk Umum
Pasal 11

Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.

Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia.

Ketentuan mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB YV
KENDARAAN
Bagian Pertama
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
Pasal 12

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat
dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang
akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Bagian Kedua
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 13

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang
dioperasikan di jalan wajib diuji.

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.
Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti.

Persyaratan, tata cara pengujian, masa berlaku, dan pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Kendaraan Bermotor
Pasal 14
Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.
Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk, dan jenis tanda bukti pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Pasal 15

Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan
bengkel umum kendaraan bermotor.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
Pasal 16

Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan;

pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan
bermotor, dan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, dan
lain-lain yang diperlukan.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor
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Pasal 17
2. Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.

3. Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VI
PENGEMUDI
Bagian Pertama
Persyaratan Pengemudi
Pasal 18
1. Setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi.

2. Penggolongan, persyaratan, masa berlaku, dan tata cara memperoleh surat izin mengemudi, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

1. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali pada setiap golongan, calon pengemudi
wajib mengikuti ujian mengemudi, setelah memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pergantian Pengemudi
Pasal 20

2. Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, perusahaan angkutan umum wajib
mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.

3. Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
LALU LINTAS
Bagian Pertama
Tata Cara Berlalu Lintas
Pasal 21
1. Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.

2. Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

3. Persyaratan dan tata cara untuk melakukan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

1. Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan
ketentuan-ketentuan mengenai:
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rekayasa dan manajemen lalu lintas;
gerakan lalu lintas kendaraan bermotor;
berhenti dan parkir;

penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan
bunyi dan sinar;

tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan;
tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor;
perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki;

penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumbu terberat yang diizinkan;

tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta penggandengan dan penempelan dengan kendaraan
lain;

penetapan larangan penggunaan jalan, penunjukan lokasi;

pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib:

mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;

mengutamakan keselamatan pejalan kaki;

menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan
bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal
dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,
waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis
dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau
minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan
kendaraan lain.

memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan
mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan
bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Penumpang kedaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib
memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan
bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

Pasal 24

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang
yang menggunakan jalan, wajib:

berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau
keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan;

menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang
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ditinggalkan di jalan.
Bagian Kedua
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
Pasal 25
Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dan penyelenggaraan kegiatan
dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan, dan

kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pejalan Kaki
Pasal 26

Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah
disediakan bagi pejalan kaki.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Kecelakaan Lalu Lintas
Pasal 27
Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib:
menghentikan kendaraannya;
menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.
Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan
memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b,

kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia
terdekat.

Pasal 28

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau
pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam
mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal:

a.

adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan;

b. disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;

C.

1.

disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.
Pasal 30

Setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap
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kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang
diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperaikannya.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya keadaan memaksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.

Pasal 31

1. Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib
memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

2. Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban
berupa biaya pengobatan.

Bagian Kelima
Asuransi
Pasal 32

1. Setiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian
yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 33

1. Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak
kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
ANGKUTAN
Bagian Pertama
Angkutan Orang dan Barang
Pasal 34

1. Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk
penumpang.

2. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang.

3. Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan
kendaraan umum.

Bagian Kedua
Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum
Pasal 36
Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

a. angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain;
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b. angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota;

c. angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar wilayah pedesaan;

d. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.
Pasal 37

1. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat
dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek.

2. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam jaringan trayek.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 38

1. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum untuk keperluan pariwisata, dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.

2. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum
Pasal 39

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat
ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang
tertentu.

2. Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40
Pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pengusahaan
Pasal 41

1. Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum
Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

2. Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilakukan berdasarkan izin.

3. Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Tarif
Pasal 42

Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan oleh Perintah.
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Bagian Keenam
Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 43

3. Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakatinya perjanjian
pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim
barang.

4. Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian
angkutan dan pembayaran biaya angkutan.

Pasal 44

Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau
pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 45

1. Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim
barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

2. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar kerugian yang secara nyata
diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.

3. Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati.

4. Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada
pengirim dan/atau penerima barang.

Pasal 46

1. Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1).

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 47
Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat
pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan
keamanan dan keselamatan angkutan.
Pasal 48
1. Pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pengirim
dan/atau penerima barang, yang tidak mengambil barangnya, di tempat tujuan dan dalam waktu yang

telah disepakati.

2. Pengirim dan/atau penerima barang hanya dapat mengambil barang setelah biaya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilunasi.

3. Barang yang tidak diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari waktu tertentu, dinyatakan
sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IX

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BAGI PENDERITA CACAT
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Pasal 49

Penderita cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 50
Untuk mencegah pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu
kelestarian lingkungan hidup, setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan ambang batas
emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
Setiap pemilik, pengusaha angkutan umum dan/atau pengemudi kendaraan bermotor, wajib mencegah
terjadinya pencemaran udara dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diakibatkan

oleh pengoperasian kendaraannya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB XI
PENYERAHAN URUSAN
Pasal 51

Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan
jalan kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 52

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau penyidikan terhadap
pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor
dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal:

a.

kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak
pidana;

pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang;

pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3);

pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2);

pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(D).
Pasal 53

Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan
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angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis
dan laik jalan kendaraan bermotor;

b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis
dan laik jalan;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan
umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
bermotor;

d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;

e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang
menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

1. Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bemotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 55

Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai
dengan peruntukan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 56

1. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan
khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 57

1. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan
bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 58

Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidan kururngan paling lama 7 (tujuh) hari atau
denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 59

1. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin
mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 60

1. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan
kendaraan bermotor dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga
juta rupuah).

2. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan
kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 61

1. Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu
lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan
maksimum atau minimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor
roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor
roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak
dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah).

3. Barangsiapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan
bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor
roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan
rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 62
Barangsiapa menggunakan jalur di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan

mrnggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
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Pasal 63

Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak
melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupuah).

Pasal 64

Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik
terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga
sebagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko
terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 66

Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 38, atau melakukan usaha
angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tanpa izin, dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 67

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas
buang, atau tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 68

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60,
Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.

Pasal 69

Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka
waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari
pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang
diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

Pasal 70
1. Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan:

a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dan huruf b, Pasal 24 ayat (1)
huruf a, Pasal 27 ayat (1);

b. tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408,
Pasal 409, Pasal 410, dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan
kendaraan bermotor.

2. Swurat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun dalam hal seseorang melakukan
lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X1V
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KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 71
Dengan ketentuan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai:
1. kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2. Penggunaan jalan untuk kelancaran;
a. pengantaran jenasah;
b. kendaraan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas ke tempat kebakaran;
c. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
d. ambulans mengangkut orang sakit;
e. konvoi, pawai, kendaraan orang cacat;
f. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72
Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 3
Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2742) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 12 Mei 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
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